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LAPORAN HASIL PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (PHL) 
PADA PBPH PT MUTIARA KALJA PERMAI UNIT I 

UNTUK KEGIATAN RESERTIFIKASI 
 

 
 

1. IDENTITAS LEMBAGA PENILAI DAN VERIFIKASI INDEPENDEN (LPVI)  

a. Nama LPVI : PT Trustindo Prima Karya 
b. Alamat Kantor : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt. 1 Jalan Kesuma Bangsa 

No. 80 Samarinda.75121 
c. Email : trustindoprimakarya@gmail.com 
d. Website : www.trustindo.net  
e. Nomor Akreditasi KAN 

sebagai LPVI 
: 

LPVI-017-IDN  
Masa berlaku 20 Maret 2023  s.d 26 September 2025 

f. Penetapan sebagai LPVI 
Pelaksana Penilaian 
Kinerja PHL dan VLHH 

: 

SK Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari atas nama Menteri 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan  
No. SK.4767/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 
Tanggal 13 April 2023 
 

g. Tim Audit : 1. Ir. Wasis Kuncoro (Auditor Sosial) / Ketua Tim Audit 
2. Sasmita Munandari, S Hut (Auditor Prasyarat) 
3. Rafael Satria Harja Sumarta, S Hut (Auditor Produksi) 
4. Bayu Satria Pramana, S Hut (Auditor Ekologi) 
5. Ir. Harijadi (Auditor VLHH Kayu) 

 
h. Pengambil Keputusan : Ir. Kurnia, IPU  

 
 

2. IDENTITAS AUDITI 

a. Nama Auditi : PT Mutiara Kalja Permai Unit I 
b. Alamat Kantor : Jl. KH. Abdurasyid No. 2C Kelurahan Bugis Kota Samarinda – 

Kalimantan Timur 
c. Nomor SK PBPH : SK.857/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021 tanggal 24 September 2021 
d. Luas dan Lokasi Areal 

PBPH 
: 75.120 Hektar  di Kab. Kutai Kartanegara Prov. Kalimantan Timur 

 
e. Nomor S-PHL : 038.SPHL.017 
f. Masa Berlaku : 30 Agustus 2019 – 29 Agustus 2025 
 MR auditi untuk 

kegiatan audit 
: 
 
 

Ir. H.Muhamad Saleh S. 
Direktur Utama PT Mutiara Kalja Permai Unit 1 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



F1-02.15 Rev.1  
 

Halaman 2 dari 77 
 

3. PELAKSANAAN KEGIATAN PENILAIAN 
 

No. Tahapan Kegiatan Audit Waktu 
Pelaksanaan 

Ringkasan Hasil Kegiatan  

1. Pertemuan koordinasi 
dengan : Direktorat PUPH 
sebelum penilaian lapangan 

19 Juli 2025  Dilakukan secara online menggunakan 
aplikasi Zoom Meeting. 

 Terdapat informasi tentang auditi untuk 
dikonfirmasi ke UM dan di lapangannya. 

2. Pertemuan koordinasi 
dengan : instansi 
kehutanan di daerah 
sebelum penilaian lapangan 

30 Juli 2025   Dilakukan secara offine di kantor instansi 
BPHL Wil. XIII Samarinda di Samarinda 

 Hasil pelaksanaan koordinasi 
didokumentasikan menggunakan form F1-
02.5a Rev.1 

30 Juli 2025  Dilakukan secara offine di kantor instansi 
Dinas Kehutanan Prov. Kaltim di Samarinda 

 Hasil pelaksanaan koordinasi 
didokumentasikan menggunakan form F1-
02.5a Rev.1 

3. Rapat konsultasi publik 31 Juli 2025  Dilaksanakan di Ruang Pertemuan Desa 
Sidomulyo Kec. Tabang, Pukul 09.00 – 
11.00 WITA 

4. Pelaksanaan penilaian 
lapangan  

31 Juli – 4 
Agustus 2025 

 Dilaksakan di kantor lapangan dan areal 
PBPH auditi. 

 Kegiatan dimulai dengan melaksanakan 
pertemuan pembukaan, untuk 
menyampaikan rencana teknis pelaksanaan 
audit dan tata tertibnya, dan diakhiri dengan 
pertemuan penutupan, untuk 
menyampaikan hasil audit dan 
kesimpulannya. 

 Pelaksanaan pertemuan pembukaan 
dibuatkan BAP menggunakan form F1-02.7 
Rev.1 dan untuk pertemuan penutupan form 
F1-02.9 Rev.1 

 Pelaksanaan audit meliputi : 
a) Penilaian kinerja PHL menggunakan 

Standar Penilaian Kinerja PHL sesuai 
Lampiran 1.1 SK.9895 oleh auditor 
prasyarat ( Sasmita Munandari), 
produksi (Rafael Satria HS), ekologi 
(Bayu Satria Pramana) dan sosial 
(Wasis Kuncoro). 

b) Verifikasi legalitas hasil hutan 
menggunakan Standar VLHH Kayu 
sesuai Lampiran 2.1 SK.9895 oleh 
auditor VLHH Hulu (Harijadi) 

 Hasil audit dari masing-masing auditor, 
dicatat menggunakan checklist sesusi form 
F1-02.8 Rev.1 
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5. Pertemuan koordinasi 
dengan : instansi 
kehutanan di daerah 
setelah penilaian lapangan 

 
5 Agustus 2025 

 Dilakukan secara offine di kantor instansi 
Dinas Kehutanan Prov. Kaltim di Samarinda 
untuk melaporkan hasil audit dan tindak 
lanjutnya atas informasi yang disampaikan 
pada koordinasi awal. 

 Hasil pelaksanaan koordinasi 
didokumentasikan menggunakan form F1-
02.5b Rev.1 

5 Agustus 2025  Dilakukan secara offine di kantor instansi 
BPHL Wil. XIII Samarinda di Samarinda 
untuk melaporkan hasil audit dan tindak 
lanjutnya atas informasi yang disampaikan 
pada koordinasi awal. 

 Hasil pelaksanaan koordinasi 
didokumentasikan menggunakan form F1-
02.5b Rev.1 

 

4. HASIL AUDIT : 

4.1  HASIL PENILAIAN KINERJA PHL : 

A. Aspek PRASYARAT 
 

1. Indikator 1.1 : Kepastian kawasan pemegang PBPH Hutan Produksi  

a. Verifier 1.1.1 : Ketersediaan dokumen legal SK PBPH dan Dokumen Administrasi Tata Batas sesuai tingkat 
realisasinya (Rencana Penataan Batas, Instruksi Kerja TBT, Buku Laporan TBT, Peta TBT, dan 
BATB)  

Bobot : 1 

NILAI : SEDANG  

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: 1. Dokumen legalitas perusahaan  
a) Akta perubahan terakhir No. 03 tanggal 19 Maret 2025 yang telah mendapatkan 

pengesahan sesuai Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. AHU-AH.01.09-
0180890 tanggal 10 April 2025 dengan Daftar Perseroan No. AHU-
0077645.AH.01.11.TAHUN 2025 tanggal 10 April 2025. 

b) Perizinan Berusaha Berbasis Resiko PT Mutiara Kalja Permai Unit I dengan NIB 
9120001292589 tanggal 28 Februari 2019 (Perubahan ke – 1 tanggal 13 Desember 
2022) dengan KBLI 02121 – Pemanfaatan Kayu Hutan Alam. 

c) NPWP PT Mutiara Kalja Permai Unit I No. 01.329.140.6-722.000 yang diterbitkan oleh 
KPP Pratama Samarinda dengan alamat Jl. Basuki Rahmat RT 015, Kelurahan Bugis, 
Kecamatan Samarinda, Kota Samarinda – Kalimantan Timur 

2. Dokumen PBPH  
a) Izin pemanfaatan kayu hutan alam sesuai dengan SK Menteri Kehutanan Republik 

Indonesia No. SK.553/Menhut-II/2013 tanggal 02 Agustus 2013  tentang Pemberian 
Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam PT 
Mutiara Kalja Permai Unit I Atas Areal Hutan Produksi Seluas ±75.120 Hektar di 
Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, berlaku sejak tanggal 
ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 18 Mei 2010 untuk jangka waktu 45 tahun 
(sampai dengan tahun 2055) dilengkapi lampiran peta skala 1 : 100.000. 

b) PBPH PT Mutiara Kalja Permai Unit I sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan Republik Indonesia No. SK.857/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021 tanggal 
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24 September 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan No. 
SK.553/MENHUT-II/2013 tanggal 02 Agustus 2013 tentang Pemberian Perpanjangan 
Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam kepada PT Mutiara Kalja 
Permai Unit I atas Areal Hutan Produksi seluas ± 75.120 Ha di Kabupaten Kutai 
Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. 

3. Dokumen Administrasi Tata Batas  
a) Sesuai RKUPH (Revisi) tahun 2016 – 2025 No. 8100 Tahun 2024 tanggal 04 Juni 2024 

sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Persetujuan 
Perubahan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan Perizinan Berusaha 
Pemanfaatan Hutan Periode Tahun 2016 – 2025 atas nama PT Mutiara Kalja Permai 
Unit I di Provinsi Kalimantan Timur batas luar areal kerja seluruhnya adalah 147.023 
meter. Dari batas tersebut yang sudah dilakukan penataan batas sepanjang 118.253 
meter (80,43 %) dan yang belum dilakukan tata batas sepanjang 28.770 meter 
(19,57 %). 

b) Dokumen tata batas berupa : 
- Laporan TBT No. 584 tahun 1992 
- Laporan TBT No. 652 tahun 1992  
- Laporan TBT No. 776 tahun 1993  
- Laporan TBT No. 1278 tahun 1997  

c) Mengacu kepada :  
- Dokumen Penataan Batas Areal Kerja PBPH - HA PT Mutiara Kalja Permai Unit I 

(Perpanjangan) dan Batas Persekutuan dengan PBPH - HA PT Belayan River 
Timber, PBPH - HA PT Barito Nusantara Indah, dan PBPH - HA PT Mutiara Kalja 
Permai di Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur No. 13/KUH-
2/IUPHHK-HA/2017 tanggal 10 Januari 2017. 

- Surat Penataan Batas dari Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan 
Hutan No. S-196/PTKL-KUH/PKAW2/PLA.2/2/2017 tanggal 27 Februari 2017 
Perihal Pedoman Penataan Batas Areal Kerja PBPH - HA PT Mutiara Kalja Permai 
Unit I di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. 

Sampai dengan dilaksanakan kegiatan audit Resertifikasi, PT Mutiara Kalja Permai Unit 
I belum menindaklanjuti terkait penataan batas yang belum temu gelang. 

b. Verifier 1.1.2 : Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB) serta pemeliharaannya  

Bobot : 2 

NILAI : BURUK  

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: Revisi RKUPH periode tahun 2016 – 2025 No. 8100 Tahun 2024 tanggal 04 Juni 2024 sesuai 
Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Persetujuan Perubahan Rencana 
Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Periode Tahun 2016 
– 2025 atas nama PT Mutiara Kalja Permai Unit I di Provinsi Kalimantan Timur batas luar areal 
kerja seluruhnya adalah 147.023 meter. Dari batas tersebut yang sudah dilakukan penataan 
batas sepanjang 118.253 meter (80,43 %) dan yang belum dilakukan tata batas sepanjang 
28.770 meter (19,57 %). Penyelesaian tata batas direncakan akan diselesaikan pada tahun 
kegiatan 2024 – 2025 dengan uraian sebagai berikut : 

No. Jenis Batas 
Total Panjang Sudah Tata 

Batas 
Belum Tata 

Batas Keterangan 
Meter % Meter % Meter % 

I Batas Sendiri         
1 Hutan Negara         
 HPT/HL 28.770 19,57  - - 28.770 19,57  
II Batas 

Persekutuan  
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1 PT Mutiara Kalja 
Permai  

60,810 41,36 60.810 41,36 - - TBT No. 
652 Tahun 
1992 

2 PT Belayan 
River Timber  

30.630 20,83 30.630 20,83 - - TBT No. 
776 Tahun 
1993 
TBT No. 
584 Tahun 
1992  

3 PT Barito 
Nusantara Indah  

26.813 18,24 26.813 18,24 - - TBT No. 
1278 Tahun 
1997  

 Jumlah  147.023 100,00 118.253 80,43 28.770 19,57  

 
Pada tanggal 09 Mei 2025 sesuai Surat No. 07/MKP-I/SMD/V/2025 PT Mutiara Kalja Permai 
Unit I mengirimkan surat kepada Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah IV Samarinda 
terkait arahan penataan batas sesuai data :  

No. Batas Dengan  
Total Panjang 

Batas (KM) 

Sudah Penataan 

Batas (KM) 
Keterangan 

I  Batas Persekutuan     

1. PT Mutiara Kalja 

Permai  

60.180 60.180 TBT No. 652 

tahun 1999  

2. PT Belayan River 

Timber  

30.630 30.630 TBT No. 776 

Tahun 1993  

TBT No. 584 

tahun 1992 

3. PT Barito Nusantara 

Indah  

26.813 26.813 TBT No. 1278 

Tahun 1997  

II  Batas Sendiri    

 HPT/HL  28.770 -  

III  Pedoman Tata Batas  - - S.196/PKTL-

KUH/PKHW-

2/PLA.2/2/2017 

tanggal 27 

November 2017  

 
Pada tanggal 05 Juni 2025 sesuai dengan Surat No. S.467/BPKH.IV/PPKH/PLA.02.01/B/ 
06/2025 dari BPKH Wilayah IV kepada PT Mutiara Kalja Permai Unit I, memuat informasi : 
- Pelaksanaan tata batas areal kerja yang dilaksanakan sebelum diterbitkannya Rencana 

Penataan Batas perlu dilakukan rekonstruksi batas, baik batas sendiri maupun 
persekutuan areal kerja dikarenakan penataan batas tersebut sudah lebih dari lima tahun. 

- PT Mutiara Kalja Permai Unit I dapat melanjutkan proses penataan batas di tahap 
selanjutnya dengan mengajukan pembuatan Instruksi Kerja Penataan batas kepada BPKH 
Wilayah IV Samarinda. 

Auditor melakukan observasi lapangan dengan tujuan pengecekan pal batas dengan hasil 
sebagai berikut :  
- KM 98, batas konsesi PT Mutiara Kalja Permai Unit I dengan PT Barito Nusantara Indah  

belum ada pal batas dan hanya ditandai dengan cat molet tiga pada pohon  
- KM 59, batas konsesi PT Mutiara Kalja Permai Unit I dengan PT Mutiara Kalja Permai  

telah terpasang pal batas dalam kondiri terpelihara  
- KM 39, batas konsesi PT Mutiara Kalja Permai Unit I dengan PT Mutiara Kalja Permai  

telah terpasang pal batas dalam kondisi terpelihara  
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- KM 57, batas konsesi PT Mutiara Kalja Permai Unit I dengan PT Mutiara Kalja Permai  
telah terpasang pal batas. 

Namun, PT Mutiara Kalja Permai Unit I tidak membuat laporan pemeliharaan batas selama 
periode audit.  

Verifier 1.1.3. : Penggunaan areal izin atau areal kerja tanpa melalui skema perizinan KLHK (Not Applicable/NA 
apabila tidak terdapat penggunaan) 

Bobot : 1 

NILAI : NOT APPLICABLE (N/A) 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: Selama periode audit, tidak ditemukan penggunaan areal izin atau areal kerja tanpa melalui 
skema perizinan KLHK. 

d. Verifier 1.1.4 : Penguasaan Areal Kerja oleh PBPH HP 

Bobot : 2 

NILAI : BAIK  

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 
 

: Hasil observasi lapangan di indikasi adanya :  
­ Pondokan  
­ Perburuan  
­ Illegal Logging  
­ Penambangan Emas oleh masyarakat (Illegal Mining) di Sungai Belayan (Hulu Wilayah 

Sungai Matelai Besar) dengan estimasi luasan 22,2 ha.  
Namun kegiatan tersebut belum dilakukan identifikasi secara menyeluruh dan belum dilakukan 
penanganan lebih lanjut terlebih untuk kegiatan illegal logging dan penambangan emas oleh 
masyarakat.  
Penguasaan Areal Kerja  
= 75.120 ha – 22,2 ha  
= 75.097,8 ha  
= (75.097,8 ha/75.120 ha) 
= 99,97 % 

Nilai Kinerja 
Indikator 1.1 

: 
(10/15) x 100 % = 66,67 % (SEDANG) 

 

2. Indikator 1.2 : Komitmen Pemegang PBPH Hutan Produksi  

a. Verifier 1.2.1 : Keberadaan dokumen dan pelaksanaan sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan yang 
sesuai dengan PHL 

Bobot : 1 

NILAI : SEDANG  

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: PT Mutiara Kalja Permai Unit I memiliki dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang telah 
ditetapkan sesuai Keputusan Direksi No. 01/MKP-I/SMD-Dir/VIII/2016 tanggal 01 Agustus 2016 
dan mengalami perubahan di tahun 2025 sesuai dengan Keputusan Direksi No. SK.05/MKP-
I/SMD/IV/2025 tanggal 14 April 2025 dengan visi dan misi perusahaan sebagai berikut :  

VISI :  

1. Terwujudnya pemanfaatan sumber daya alam dengan menerapkan prinsip – prinsip 
Pengelolaan Hutan Alam Produksi Lestari (PHAPL)  

2. Memperhatikan aspek kelestarian fungsi hutan sebagai sistem penyangga kehidupan  
3. Memberdayakan masyarakat dan potensi ekonomi dalam rangka peningkatan 

kesejahteraan masyarakat di sekitar areal PBPH. 
MISI :  

1. Mewujudkan pengelolaan hutan produktif yang efektif, efisien dan dijamin dengan 
kepastian hukum terhadap status dan keberadaan kawasan hutan 

2. Meningkatkan kualitas, potensi, dan produktivitas hutan produksi  
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3. Meningkatkan sumber daya manusia dan profesionalisme pengelolaan hutan produksi  
4. Mewujudkan perdayaan kelembagaan masyarakat melalui pengelolaan hutan pola 

partisipatif untuk menjamin terselenggaranya distribusi manfaat hutan secara efisien, adil, 
dan merata  

5. Memacu pembangunan wilayah, meningkatkan kesempatan kerja dan kesempatan 
berusaha  

6. Meningkatkan lapangan kerja, kesempatan usaha, pendapatan masyarakat, 
pengembangan wilayah, dan penerimaan devisa  

PT Mutiara Kalja Permai Unit I telah melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat desa 
binaan selama periode audit dengan uraian :  

Sosialisasi 
Tahun 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Karyawan  Tidak 

Terbit 

RKTPH 

√ √ Tidak 

Terbit 

RKTPH 

- √ 

Mitra 

Kerjasama  

- √ - √ 

Desa Muara 

Belinau  

√ - - - 

Desa Muara 

Tiq  

√ √ √ √ 

Desa Umaq 

Tukung  

- √ - - 

Desa 

Sidomulyo 

- √ √ √ 

Kampung Baru  - - - - 

Desa Tabang 

Lama  

- - - - 

 
Kegiatan sosialisasi belum dilaksanakan secara menyeluruh pada karyawan, mitra kerjasama 
dan masyarakat desa binaan. 

b. Verifier 1.2.2 : Implementasi visi, misi dan tujuan perusahaan  

Bobot : 2 

NILAI : SEDANG  

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: Implementasi visi dan misi perusahaan :  
Bobot 1, Nilai 16,67 % - Baik  
Bobot 0,7, Nilai 11,67 % - Sedang  
Bobot 0, Nilai 0,00 % - Buruk 

Misi Perusahaan Kegiatan yang Telah Dilaksanakan 
Presentase  

(%) 

Mewujudkan pengelolaan hutan 
produktif yang efektif, efisien 
dan dijamin dengan kepastian 
hukum terhadap status dan 
keberadaan kawasan hutan 

 Telah tersedia RKUPH No. 8100 
tahun 2024 yang berlaku sampai 
dengan Desember 2025 

 Telah tersedia RKTPH tahun 
berjalan  

 Telah tersedia PBPH yang sah yang 
diterbitkan oleh Kementerian 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan  

 Telah tersedia izin legalitas 
perusahaan yang lengkap dan 
sesuai.  

11,67 % 
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 Telah tersedia dokumen lingkungan 
berupa AMDAL/RKL-RPL 

 Telah tersedia dokumen 
ketenagakerjaan berupa peraturan 
perusahaan, BPJS Kesehatan dan 
ketenagakerjaan. 

 Telah tersedia dokumen tata batas 
yang lengkap dan sesuai dengan 
realisasi penataan batas. Namun, 
sampai dengan saat ini penataan 
batas PT Mutiara Kalja Permai Unit 
I belum TEMU GELANG 

Meningkatkan kualitas, potensi, 
dan produktivitas hutan produksi 

 Tersedia dokumen RKTPH tahun 
berjalan  

 Penataan areal kerja 100 % sesuai 
dengan berita acara  

 SOP seluruh tahapan kegiatan 
lengkap namun belum sesuai  

 Realisasi penanaman 81,15 %  
 Realisasi produksi 54,06 %  
 Tingkat kerusakan sumber daya 

hutan  
penerapan teknologi ramah 
lingkungan berupa 27 %  

11,67 %  

Meningkatkan sumber daya 
manusia dan profesionalisme 
pengelolaan hutan produksi  

 Tersedia GANIS PH PKB dan 
CANHUT namun PT Mutiara Kalja 
Permai Unit I belum memiliki GANIS 
PH KURPET, NENHUT, BINHUT, 
dan JASLING 

 PT Mutiara Kalja Permai Unit I telah 
melakukan peningkatan 
kompetensi SDM, namun belum 
dilakukan secara menyeluruh 
sesuai kebutuhan perusahaan. 

11,67 %  

Mewujudkan pemberdayaan 
kelembagaan masyarakat 
melalui pengelolaan hutan pola 
partisipatif untuk menjamin 
terselenggaranya distribusi 
manfaat hutan secara efisien, 
adil, dan merata  

Sesuai RKUPH No. 8100 tahun 2024, 
PT Mutiara Kalja Permai Unit I 
merencanakan kemitraan konsesi 
seluas ± 150 ha namun sampai 
dengan saat ini belum ada realisasi 
kegiatan tersebut. 

11,67 % 

Memacu pembangunan 
wilayah, meningkatkan 
kesempatan kerja dan 
kesempatan berusaha 

Tenaga kerja luar 36,68 %  
Tenaga kerja lokal 100 %  
Kemitraan 0 %  

11,67 %  

Meningkatkan lapangan kerja, 
kesempatan usaha, pendapatan 
masyarakat, pengembangan 
wilayah, dan penerimaan devisa 

Bantuan – bantuan berupa Honor 
perangkat desa, fee kompensasi, 
bantuan BBM, hari ulang tahun RI, 
pembangunan desa, bantuan 

11,67 % 
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keagamaan, pemanfaatan tenaga 
kerja lokal, dan kerjasama perakitan.  
PT Mutiara Kalja Permai Unit I hanya 
memberikan bantuan – bantuan dan 
belum melakukan kegiatan ekonomi 
produktif dengan masyarakat sekitar. 

 
Implementasi Visi – Misi Perusahaan PT Mutiara Kalja Permai Unit I :  
= 11,67 % + 11,67 % + 11,67 % + 11,67 % + 11,67 % + 11,67 % 
= 70,02 % 

Nilai Kinerja 
Indikator 1.2 

: 
(6/9) x 100 % = 66,67 % (SEDANG) 

 

3. Indikator 1.3 : Organisasi Pengelolaan Hutan yang mempekerjakan tenaga profesional bidang 
kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebutuhan untuk 
mendukung kegiatan pengelolaan hutan lestari 

a. Verifier 1.3.1 : Ketersediaan organisasi pengelolaan hutan yang menjamin terselenggaranya pengelolaan 
hutan yang lestari  

Bobot : 2 

NILAI : SEDANG  

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: PT Mutiara Kalja Permai Unit I telah memiliki Struktur Organisasi yang ditetapkan oleh Direktur 
Perusahaan No. SK.06/MKP-I/SMD/IV/2025 tanggal 14 April 2025. 
Struktur Organisasi telah sesuai dengan simpul PHL dan telah sesuai dengan Job Description. 
Namun masih ditemukan :  
- Personil yang rangkap jabatan atas nama Basillius Sumardani – menjabat sebagai Kabag 

Produksi dan Kasi PUHH.  
- Personil rangkap jabatan atas nama Wahyudi, S. Hut menjabat sebagai Kasi Pengelolaan 

Lingkungan dan Litbang serta Kasi Perlindungan dan Pengamanan Hutan 

b. Verifier 1.3.2 : Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan, tenaga teknis menengah 
kehutanan, dan tenaga teknis lain) di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan 
sesuai ketentuan 

Bobot : 2 

NILAI : SEDANG  

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: Ketersediaan GANIS PH PT Mutiara Kalja Permai Unit I :  
GANIS PH RKUPH (orang) Realisasi (Orang) 

CANHUT  1 1 
KURPET  1 - 
BINHUT  2 1 
NENHUT  1 - 
PKB  4 6 
JASLING  0 0 

Jumlah 9 8 
Presentase 88,89 %   

 
Seluruh GANIS PH yang tersedia di PT Mutiara Kalja Permai Unit I telah dilengkapi dengan 
dokumen SK penugasan, SK penempatan, Sertifikat Kompetensi, Register dan SK Karyawan 
yang menyatakan karyawan PT MKP I.  
PT MKP I belum memiliki GANIS PH CANHUT, KURPET, NENHUT, dan JASLING serta 
kekurangan GANIS PH BINHUT sebanyak 1 personil. 
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c. Verifier 1.3.3 : Peningkatan kompetensi SDM  

Bobot : 2 

NILAI : SEDANG  

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: PT Mutiara Kalja Permai Unit I telah melakukan peningkatan kompetensi selama periode audit 
dengan uraian sebagai berikut :  

Tahun Rencana (Org) Realisasi (Org) Presentase (%) 

2020 0 0 0  

2021 2 2 100 

2022 45 45 100  

2023 18 18 100 

2024 8 6 75  

Rerata  75 %  

 
Sesuai dengan hasil presentase sebesar 75 %, peningkatan kompetensi SDM PT Mutiara Kalja 
Permai Unit I termasuk dalam kategori BAIK. Namun, PT Mutiara Kalja Permai Unit I belum 
memenuhi kebutuhan GANIS PH BINHUT, NENHUT, KURPET, dan JASLING (sesuai 
multiusaha dalam RKUPH) dan kegiatan peningkatan kompetensi SDM lainnya sesuai dengan 
simpul PHL.  

d. Verifier 1.3.4 : Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana 
kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga lain) 

Bobot : 1 

NILAI : BAIK  

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: Personil GANIS PH telah dilengkapi dengan Register, SK penempatan, SK penugasan, 
Sertifikat Kompetensi, dan dokumen ketenagakerjaan yang masih berlaku.  

Nilai Kinerja 
Indikator 1.3 

 (15/21) x 100 % = 71,43 % (SEDANG) 
 

 

4. Indikator 1.4 : Kepastian dan mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, 
Pelaporan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan 
Pencapaian (Kegiatan)/Pemegang PBPH Hutan Produksi 

a. Verifier 1.4.1 : Keberadaan perangkat sistem informasi manajemen  

Bobot : 2 

NILAI : BAIK  

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: PT Mutiara Kalja Permai Unit I telah memiliki SIM internal perusahaan dalam kondisi baik dan 
telah menunjuk penanggung jawab SIM atas nama Hendy Soedarta sesuai dengan Surat 
Penunjukkan No. SK.17/MKP-I/SMD/V/2025 tanggal 20 Mei 2025.  

b. Verifier 1.4.2 : Keradaan SPI/internel auditor dan efektifitasnya  

Bobot : 1 

NILAI : SEDANG  

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: PT Mutiara Kalja Permai Unit I telah menunjuk pengurus SPI sesuai dengan Keputusan Direktur 
Utama No. 07A/MKP-I/SMD/IV/2025 tanggal 14 April 2025 dengan susunan pengurus :  

Ketua  Edward Muljadi  
Anggota  Raisa  

 
PT Mutiara Kalja Permai Unit I telah melakukan kegiatan internal audit selama periode audit, 
namun kegiatan internal audit belum dilaksanakan secara menyeluruh pada seluruh 
aspek/simpul PHL. 
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c. Verifier 1.4.3 : Terlaksananya tindakan koreksi dan pencegahan berbasis hasil monitoring dan evaluasi  

Bobot : 2 

NILAI : SEDANG 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: PT Mutiara Kalja Permai Unit I telah melakukan tindakan koreksi dan pencegahan berbasis hasil 
monitoring dan evaluasi selama periode audit terhadap temuan hasil audit internal perusahaan 
namun belum dilaksanakan secara menyeluruh di setiap temuan. Selain itu, PT Mutiara Kalja 
Permai Unit I belum melakukan kegiatan SPI secara menyeluruh pada simpul PHL.  

d. Verifier 1.4.4 : Keberadaan tenaga pelaksana untuk mengoperasikan SIM milik Kementerian LHK dan instansi 
lainnya serta kepatuhan pengisiannya  

Bobot : 2 

NILAI : SEDANG 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: PT Mutiara Kalja Permai Unit I telah mengoperasikan SIM milik KLHK dan telah menunjuk operator pada 

masing – masing sistem sebagai berikut :  

SIM KLHK Operator & SK Ketertiban 

SIMPEL  Prihatini Hayati, S.Hut  

No. SK.12/MKP-I/SMD/V/2025 tanggal 20 Mei 2025 

pelaporan 

belum 

dilaksanakan 

(berkaitan 

dengan revisi 

AMDAL)  

SIPONGI  Gazali Rachman  

No. SK.13/MKP-I/SMD/V/2025 tanggal 20 Mei 2025  

Pelaporan 

belum tertib, 

pelaporan 

dimulai di bulan 

Juni 2023, dan 

tahun 2024 

pelaporan 

bulanan belum 

rutin  

SIPASHUT  Rohan Soffianto  

No. SK/MKP-I/SMD/V/2025 tanggal 20 Mei 2025 

Pelaporan 

Belum tertib  

SIGANISHUT  Rohan Soffianto  

No. SK.14/MKP-I/SMD/V/2025 tanggal 20 Mei 2025 

Pelaporan 

Belum tertib  

SIPUHH  Basilius Sumardani  

No. SK.15/MKP-I/SMD/V/2015 tanggal 20 Mei 2025 

Pelaporan tertib  

SIPNBP  Rohan Soffianto  

No. SK.15/MKP-I/SMD/V/2015 tanggal 20 Mei 2025  

Pelaporan tertib 

SIPATOK  Hariyanto Pratama Ko  

No. SK.20/MKP-I/SMD/VII/2025 tanggal 01 Juli 2025 

Pelaporan tertib  

 

Nilai Kinerja 
Indikator 1.4 

 
(16/21) x 100% = 76,19 % (SEDANG) 

 

5. Indikator 1.5 : Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA) 

a. Verifier 1.5.1 : Persetujuan rencana usaha pemanfaatan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, 
pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya  

Bobot : 2 

NILAI : SEDANG  
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Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: PT Mutiara Kalja Permai Unit I telah membuat RKTPH selama periode audit dengan uraian 
sebagai berikut :  

Tahun RKTPH  

2020 Tidak terbit  

2021 No. 522.110.1/15/Kpts/RKT/DK-II/2021 tanggal 21 Januari 2021 

2022 No. 01/KPTS/MKP-I/I/2022 tanggal 12 Januari 2022  

2023 Tidak terbit  

2024 No. SK.12/MKP-I/XII/2024 tanggal 09 Desember 2024 

2025 No. SK.02/MKP-I/SMD/II/2025 tanggal 14 Februari 2025 

 
PT Mutiara Kalja Permai Unit I telah melakukan kegiatan sosialisasi RKTPH selama periode 
audit dengan uraian sebagai berikut :  

Sosialisasi 
Tahun 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Desa Muara 

Belinau  

Tidak terbit 

RKTPH  

√ - Tidak 

terbit 

RKTPH 

- - 

Desa Muara 

Tiq  

√ √ √ √ 

Desa Umaq 

Tukung  

- √ - - 

Desa 

Sidomulyo 

- √ √ √ 

Kampung Baru  - - - - 

Desa Tabang 

Lama  

- - - - 

 
Kegiatan sosialisasi RKTPH belum dilaksanakan menyeluruh di setiap desa binaan sesuai 
RKTPH berjalan. 

b. Verifier 1.5.2 : Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung pada RKT berjalan  

Bobot : 1 

NILAI : SEDANG  

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: PT Mutiara Kalja Permai Unit I telah menetapkan kawasan lindung sesuai Keputusan Direktur 
Perusahaan No. SJ.09/MKPI/SMD/IV/2025 tanggal 16 April 2025 yang terdiri dari :  

No. Uraian 
Hutan Primer 

(Ha) 

Hutan 
Sekunder 

(Ha) 
Jumlah (Ha) 

1 Buffer Zone  1.911 - 1.911 

2 Hutan Lindung  576 - 576 

3 Kebun Benih  111 489 600 

4 Kawasan Pelestarian 
Plasma Nutfah  

76 524 600 

5 Sempadan Sungai 457 739 1.196 

Jumlah 3.131 1.752 4.883  

 
PT Mutiara Kalja Permai Unit I telah melakukan kegiatan sosialisasi kawasan lindung kepada 
masyarakat desa binaan dengan uraian sebagai berikut :  

Sosialisasi 
Tahun 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 
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Desa Muara 

Belinau  

Tidak terbit 

RKTPH  

√ - Tidak 

terbit 

RKTPH 

- - 

Desa Muara 

Tiq  

√ √ √ √ 

Desa Umaq 

Tukung  

- √ - - 

Desa 

Sidomulyo 

- √ √ √ 

Kampung Baru  - - - - 

Desa Tabang 

Lama  

- - - - 

 

Nilai Kinerja 
Indikator 1.5 

 
(6/9) x 100 % = 66,67 % (SEDANG) 

 
 

B. Aspek PRODUKSI 
 

1. Indikator 2.1 : Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari 

a. Verifier 2.1.1 : Kelengkapan dokumen rencana jangka panjang yang telah disetujui oleh pejabat yang 
berwenang. 

Bobot : 1 

NILAI : Baik 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: a) Selama periode audit (2020 s.d 2025) PT Mutiara Kalja Permai Unit I memiliki dokumen 
rencana jangka panjang berupa dokumen RKUPHHK-HA Periode Tahun 2016 – 2025.   
Sampai dengan audit Resertifikasi ini terdapat satu kali perubahan RKUPHHK-HA Periode 
Tahun 2016 – 2025  terkait adanya penambahan jenis kegiatan multiusaha kehutanan. 

b) Dokumen RKUPHHK-HA PT Mutiara Kalja Permai Unit I telah dilengkapi dengan Buku, 
Lampiran Peta dan SK Pengesahannya dengan informasi sebagai berikut :  
1. RKUPHHK-HA Periode Tahun 2016 - 2025 

- Telah mendapatkan pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan No. SK.1381/Menlhk-PHPL/UHP/HPL.1/4/2016 tanggal 15 
April 2016, ditetapkan di Jakarta oleh IB Putera Parthama, PhD, Direkeut Jenseral 
a.n Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

- Sistem Silvikultur yang diterapkan adalah TPTI dengan rencana pemanfaatan hutan 
berupa pemanfaatan kayu tumbuh alami (Hutan Alam) 

2. Perubahan RKUPH PBPH Periode Tahun 2016 – 2025  
- Telah mendapatkan pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan Nomor 8100 TAHUN 2024 tanggal 4 Juni 2024 tentang 
Persetujuan Perubahan RKUPH PBPH Periode Tahun 2016 - 2025, ditetapkan di 
Jakarta oleh Dr. Ir. Agus Justianto, M. Sc., Plt. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan 
Produksi Lestari a.n Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

- Jenis kegiatan usaha berupa multiusaha kehutanan dengan kegiatan pemanfaatan 
hasil hutan kayu tumbuh alami (hutan alam) dan Pemanfaatan Jasa Lingkungan 
(kegiatan pemulihan lingkungan dan penyerapan dan/atau penyimpanan karbon). 

- Rencana kegiatan multiusaha kehutanan meliputi : 
a. Pemanfaatan hasil hutan kayu tumbuh alami (hutan alam) 

1. Rencana penebangan dengan sistem silvikultur TPTI 
2. Rencana penanaman teknik SILIN pada areal TPTI 

b. Pemanfaatan Jasa Lingkungan 
1. Pemulihan lingkungan berupa penanaman non hutan dan pengayaan 

pada areal LOA 
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2. Penyerapan dan/atau peyimpanan karbon disesuaikan dengan DRAM dan 
dilakukan pada seluruh areal kerja  

b. Verifier 2.1.2 : Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang  

Bobot : 2 

NILAI : Sedang 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: a) Selama periode audit PT Mutiara Kalja Permai Unit I memiliki dokumen rencana jangka 
panjang berupa dokumen RKUPHHK-HA Periode Tahun 2016 – 2025 dan perubahannya 
serta telah menerbitkan RKT setiap tahunnya. 

b) Terdapat perubahan blok RKTUPHHK-HA Periode Tahun 2016 – 2025 yang telah 
mendapatkan persetujuan dari Direktorat Usaha Hutan Produksi, Kementerian LHK sesuai 
surat nomor S.1057/UHP/RKUPHA/HPL.1/12/2020 tanggal 8 Desember 2020 dengan 
perubahan sebagai berikut :  
1. Blok III : Blok RKT 2024 menjadi Blok RKT 2020 
2. Blok V : Blok RKT 2023 menjadi Blok RKT 2024 
3. Blok VII : Blok RKT 2020 menjadi Blok RKT 2021 
4. Blok VIII : Blok RKT 2021 menjadi Blok RKT 2022 
5. Blok X  : Blok RKT 2022 menjadi Blok RKT 2023 

c) Tingkat kesesuaian letak dan luas penataan areal kerja di lapangan (blok RKT) dengan 
dokumen rencana jangka panjang pada usaha pemanfaatan hutan yang dikembangkan 
selama periode audit sebagai berikut : 

Tahun 
RKU RKT Kesesuaian (%) 

Luas Posisi Luas  Posisi Luas Posisi 

2020 2392 III 0 - 0 % Tidak Sesuai  

2021 2376 VII 2184 VII 91,91 % Sesuai 

2022 2538 VIII 2538 VIII 99,99 % Sesuai 

2023 2464 X 0 - 0 % Tidak Sesuai 

2024 2276 V 2229 V 97,93 % Sesuai 

2025 2401 IV 2395 IV 99,75 % Sesuai 

Rata – rata kesesuaian 64,93 % 66,67 % 

Keterangan : PT MKP Unit I tidak menerbitkan RKT pada tahun 2020 dan 2023 

d) Tingkat kesesuaian luas dan posisi penataan areal kerja (blok RKT) > 50% s.d 90%  sesuai 
dengan dokumen Rencana jangka panjang 

c. Verifier 2.1.3 : Pemeliharaan batas blok unit usaha pemanfaatan hutan (Intensitas Sampling 5%) 

Bobot : 1 

NILAI : Baik 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: a) Implementasi pemanfaatan hutan yang dilakukan PT Mutiara Kalja Permai Unit I adalah 
usaha pemanfaatan kayu budidaya hutan tanaman 

b) Berdasarkan verifikasi dokumen, terdapat berita acara pelaksanaan kegiatan penataan 
areal kerja (PAK) untuk URKT tahun 2024 & 2025 sebagai berikut : 

- Berita Acara PAK Blok RKT 2024 sebanyak 27 petak dengan panjang trayek batas blok 
± 32 km 

- Berita Acara PAK Blok RKT 2025 sebanyak 24 petak dengan panjang trayek batas blok 
± 22 km 

c) Berdasarkan hasil observasi di lapangan pada blok RKT 2024 dan 2025, sebagian batas 
blok / petak merupakan bentang alam berupa sempadan sungai. Hasil observasi lapangan 
yang dilakukan secara sampling adalah sebagai berikut : 
1) Blok RKT 2024, batas Blok RKT pada trayek C-B Petak W18 dilanjutkan batas Petak 

pada trayek B-2 Petak W19 dengan total jarak ± 1.500 meter  

No. Penandaan di lapangan Kondisi 

1. Plang RKT 2024 Terlihat Jelas 
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Koordinat : N 0˚ 58’ 22.149”, E 115˚ 48’ 20.333” 

2. Batas Blok RKT berupa polet 2 warna merah 
Koordinat : N 0˚ 58’ 22.865”, E 115˚ 48’ 32.376” 

Terlihat Jelas 

3. Batas Petak Tebangan berupa polet 1 warna merah 
Koordinat : N 0˚ 58’ 36.065”, E 115˚ 48’ 38.003” 

Terlihat Jelas 

4. Identitas Petak V18 – W18 
Koordinat : N 0˚ 58’ 22.409”, E 115˚ 48’ 20.046” 

Terlihat Jelas 

5. Identitas Petak W18 – W19 
Koordinat : N 0˚ 58’ 36.457”, E 115˚ 48’ 37.908” 

Terlihat Jelas 

 
2) Blok RKT 2025, batas Blok RKT pada trayek U-V Petak V21 dilanjutkan batas Petak 

pada trayek V-3 Petak V22 dengan total jarak ± 1.000 meter 

No. Penandaan di lapangan Kondisi 

1. Plang RKT 2025 
Koordinat : N 0˚ 58’ 22.517”, E 115˚ 49’ 54.416” 

Terlihat Jelas 

2. Batas Blok RKT berupa polet 2 warna merah 
Koordinat : N 0˚ 58’ 21.523”, E 115˚ 49’ 59.708” 

Terlihat Jelas 

3. Batas Petak Tebangan berupa polet 1 warna merah 
Koordinat : N 0˚ 58’ 20.126”, E 115˚ 50’ 14.638” 

Terlihat Jelas 

4. Identitas Petak W21 – V21 
Koordinat : N 0˚ 58’ 22.517”, E 115˚ 49’ 54.416” 

Terlihat Jelas 

5. Identitas Petak V21 – V22 
Koordinat : N 0˚ 58’ 21.901”, E 115˚ 50’ 15.012” 

Terlihat Jelas 

Berdasarkan hasil observasi di lapangan, tanda batas Blok dan Petak terlihat dengan jelas 
di lapangan. 

Nilai Kinerja 
Indikator 2.1 

: 10 / 12 x 100 % = 83,33 % (BAIK) 

 

2. Indikator 2.2 : Pemanfaatan hutan yang lestari untuk setiap jenis hasil hutan,  pemanfaatan kawasan 
hutan, dan/atau jasa lingkungan 

a. Verifier 2.2.1 : Terdapat data potensi  pemanfaatan hutan  (HHK/ HHBK/ kawasan hutan/ jasa lingkungan) 
yang ada berbasis hasil inventarisasi/survey/identifikasi 

Bobot : 1 

NILAI : Baik 

Uraian Singkat 
Justifikasi 

: a) Berdasarkan RKT yang diterbitkan selama periode audit (2021, 2022, 2024 & 2025) dan 
realisasi pemanfaatan hutan yang dilakukan, PT Mutiara Kalja Permai Unit I 
melaksanakan pemanfaatan hutan berupa pemanfaatan hasil hutan kayu alam. 
Terdapat data potensi pemanfaatan hutan berupa Inventarisasi Hutan Menyeluruh 
Berkala (IHMB) Tahun 2015 dan Laporan Hasil Cruising (LHC) / ITSP 

b) PT Mutiara Kalja Permai Unit I telah melaksanakan kegiatan ITSP sebelum menerbitkan 
dokumen RKTPH. Tersedia dokumen ITSP / Cruising termasuk peta pendukungnya 
(peta sebaran pohon) dan implementasinya di lapangan selama periode audit. 
Berdasarkan uji petik di lapangan pada blok RKT 2024 & 2025, implementasi ITSP di 
lapangan telah sesuai dengan data / dokumen yang dilaporkan dan peta sebaran 
pohonnya. 

c) Berdasarkan RKUPH, ITSP / Cruising dan RKT yang diterbitkan, terdapat kesesuaian 
rencana pemanfaatan dengan data potensinya dengan rincian sebagai berikut : 

RKT 
Volume (m3) 

JTT RKUPH Hasil ITSP (50 up) Rencana Produksi TPTI 

2021 81.492,88 125.032,54 71.322,49 
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2022 92.470,56 110.918,27 60.856,00 

2024 49.323,68 143.110,67 43.969,81 

2025 44.576,11 141.135,78 44.328,12 

Keterangan : Rencana Pemanfaatan tidak melebihi data potensi ITSP dan jatah 
tebang tahunan maksimal yang tercantum dalam RKUPH 

d) Selama periode audit, tersedia data potensi pemanfaatan hasil hutan kayu alam 
berdasarkan IHMB dan ITSP yang dilengkapi dengan kelengkapan peta pendukung dan 
sesuai dengan kondisi di lapangan. 

b. Verifier 2.2.2 : Kesesuaian pemanfaatan hutan dengan daya dukung per jenis kegiatan usaha 
pemanfaatan hutan sesuai ketentuan 

Bobot : 2 

NILAI : Sedang 

Uraian Singkat 
Justifikasi 

: a) PT Mutiara Kalja Permai Unit I menerapkan sistem silvikultur tebang pilih tanam 
indonesia (TPTI) dengan jenis kegiatan usaha berupa pemanfaatan hasil hutan kayu 
alam.  

b) Untuk mengetahui daya dukung hasil hutan kayu alamnya, PT Mutiara Kalja Permai Unit 
I telah melakukan pengukuran pada Petak Ukur Permanen (PUP) untuk mendapatkan 
data pertumbuhan riap tegakan serta volume jatah tebang tahunannya. 

c) Selama periode audit telah dilakukan pengukuran PUP dengan lokasi PUP berada di 
blok III  dengan jumlah plot sebayak 6 buah seluas 24 Ha. Informasi / data yang didapat 
dari hasil pengukuran PUP antara lain jumlah dan jenis pohon, keliling / diameter, tinggi 
pohon, tinggi pangkal tajuk dan volume pohon. 

d) Berdasarkan metode pengukuran yang ditetapkan, pengukuran dilaksanakan secara 
periodik setiap tahun hingga 5 tahun sejak PUP dibuat dan selanjutnya diukur setiap 2 
tahun sekali, namun demikian berdasarkan laporan PUP yang dibuat, pengukuran 
terakhir dilakukan pada tahun 2022 dengan total pengukuran sebanyak 4 kali yaitu pada 
tahun 2019, 2020, 2021 dan 2022, sementara tahun 2023 sampai dengan saat ini belum 
terdapat pengukuran kembali. 

e) Berdasarkan observasi di lapangan dan verifikasi dokumen, PT Mutiara Kalja Permai 
Unit I dalam menentukan target tebangan tahunan didasarkan pada hasil inventarisasi 
tegakan sebelum penebangan dengan volume produksi tidak melebihi target volume / 
JTT sebagaimana tercantum dalam RKUPH Periode 2016 - 2025, namun demikian 
analisis penentuan target volume / JTT  belum memanfaatkan data analisis riap dari PUP 
yang telah dibuat. 

Nilai Kinerja 
Indikator 2.2 

: 7 / 9 x 100 % = 77,78 % (SEDANG) 

 

3. Indikator 2.3 : Penerapan tahapan kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang menjamin kelestarian hutan 

a. Verifier 2.3.1 : Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan per jenis usaha pemanfaatan hutan 

Bobot : 1 

NILAI : Sedang 

Uraian Singkat 
Justifikasi 

: a) Berdasarkan RKUPH yang dimiliki, PT Mutiara Kalja Permai Unit I melaksanakan 
usaha pemanfaatan hutan menggunakan sistem silvikultur tebang pilih tanam 
indonesia (TPTI). Dalam rangka pelaksanaan sistem silvikultur TPTI, perusahaan telah 
menyusun SOP untuk kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayunya 

b) Dalam rangka pelaksanaan sistem silvikultur TPTI, perusahaan telah menyusun SOP 
pada setiap tahapan kegiatan TPTI meliputi SOP PAK, SOP ITSP, SOP Pembukaan 
Wilayah Hutan, SOP Pembuatan Jalan Angkutan, SOP Pemanenan, SOP Pengayaan 
dan Rehabilitasi, SOP Pemliharaan Tanaman, SOP Pembebasan Pohon Binaan dan 
SOP Pengamanan dan Perlindungan Hutan 

c) Hasil telaah terhadap isi SOP menunjukkan sebagain besar SOP telah memuat 
ketentuan-ketentuan kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu alam namun 
demikian sebagian SOP belum mencantumkan standar acuan PermenLHK No. 8 
Tahun 2021 
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b. Verifier 2.3.2 : Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan per jenis usaha pemanfaatan hutan 

Bobot : 2 

NILAI : Sedang 

Uraian Singkat 
Justifikasi 

: PT Mutiara Kalja Permai Unit I memiliki SOP pada setiap tahapan kegiatan pemanfaatan 
hutannya. Hasil telaah terhadap implementasi SOP pada masing-masing tahapan kegiatan 
pada Blok RKT 2024 dan 2025 di lapangan menunjukkan sebagian besar kegiatan telah 
dilaksanakan sesuai SOP namun terdapat sebagian tahapan kegiatan yang belum sesuai 
sebagai berikut : 
- Pembukaan Wilayah Hutan : Berdasarkan observasi di lapangan, pemeliharaan jalan 

menuju lokasi PUP belum dilakukan secara optimal sehingga lokasi PUP sulit untuk 
dijangkau 

- Pemeliharaan Tanaman : Telah dilakukan kegiatan penanaman pada areal bekas TPn,  
kanan kiri jalan dan tanah kosong, namun demikian kegiatan pemeliharaan belum 
dilakukan secara optimal sehingga cukup banyak tanaman di kiri kanan jalan tertutup 
oleh semak belukar dan sebagian mati 

c. Verifier 2.3.3 : Tingkat kemampuan reproduksi/regenerasi/pemulihan sumberdaya alam menjamin 
kelestarian hutan 

Bobot : 2 

NILAI : Sedang 

Uraian Singkat 
Justifikasi 

: a) Selama periode audit PBPH PT Mutiara Kalja Permai Unit I telah melaksanakan 
kegiatan penanaman dan/atau pemulihan sumberdaya hutan yang dimanfaatkannya  

b) Rencana dan realisasi penanaman selama periode audit berdasarkan RKT yang 
diterbitkan adalah sebagai berikut :    

Penanaman 
2021 (Ha) 2022 (Ha) 2024 (Ha) 

Renc Realisasi Renc Realisasi Renc Realisasi 

Pengayaan / 
Rehabilitasi 

103 104 108 98 30 19 

Ka-Ki Jalan 10 10 10 10 10 9 

Tanah Kosong 10 0 10 0 0 0 

TOTAL 128 114 128 108 40 28 

Pencapaian 89,06 % 84,38 % 70,00 % 

c) Berdasarkan data di atas, rata-rata pencapaian realisasi penanaman adalah 81,15 %, 
namun demikian berdasarkan uji petik tanaman pengayaan yang berada di Petak P19 
seluas ± 150 m2 yang ditanam pada tahun 2021, dari total 16 (enam belas) bibit yang 
ditanam, hanya 10 (sepuluh) yang hidup sampai saat ini sementara 6 (enam) lainnya 
mati sehingga tingkat keberhasilan atau persentase hidupnya hanya mencapai 
62,50 %.   

Nilai Kinerja Indikator 
2.3 

: 10 / 15 x 100 % = 66,67 % (SEDANG) 

 

4. Indikator 2.4 : Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan 
hutan 

a. Verifier 2.4.1 : Ketersediaan prosedur penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan 
hutan 

Bobot : 1 

NILAI : Baik 

Uraian Singkat 
Justifikasi 

: a) PT Mutiara Kalja Permai Unit I telah memiliki prosedur penerapan teknologi ramah 
lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutannya yaitu : SOP Reduced Impact Logging 
(RIL), No. Dokumen SO-2-02 Revisi 1 tanggal 16 April 2025. 

b) Prosedur penerapan teknologi ramah lingkungan PT Mutiara Kalja Permai Unit I 
memuat prosedur antara lain :  
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1. Perencanaan Pemanenan meliputi : pembuatan peta rencana operasional 
pemanenan kayu, penetapan lokasi TPn, pembuatan trase jalan sarad dan 
tahapan kegiatan pemanenan kayu tumbuh alami 

2. Pelaksanaan Pemanenan meliputi : pembukaan jalan sarad, penebangan, 
penyaradan dan pembagian batang 

3. Paska Pemanenan meliputi : penutupan (deaktivasi) jalan sarad dan penutupan 
(deaktivasi) TPn 

c) Hasil telaah kesesuaian isi prosedur penerapan teknologi ramah lingkungan yang 
dimiliki PT Mutiara Kalja Permai Unit I menunjukkan bahwa prosedur telah memuat 
ketentuan-ketentuan seperti yang tercantum dalam Lampiran XIV PermenLHK No. 8 
tahun 2021 terkait pedoman penerapan teknik pembalakan berdampak rendah / 
reduced impact logging 

b. Verifier 2.4.2 : Penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan 

Bobot : 2 

NILAI : Sedang 

Uraian Singkat 
Justifikasi 

: a) PT Mutiara Kalja Permai Unit I telah memiliki prosedur penerapan teknologi ramah 
lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutannya  

b) Hasil observasi khususnya terhadap kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu 
alam, secara umum kegiatan perencanaan pemanenan, pelaksanaan pemanenan dan 
pasca pemanenan telah dilakukan sesuai SOP / Pedoman RIL, namun dekimian 
terdapat sebagian implementasi di lapangan yang belum sesuai dengan prinsip / 
pedoman pembalakan ramah lingkungan yaitu :  
- Pembuatan sudetan baru dibuat pada sebagian jalan sarad 
- Tanaman pengayaan / rehabilitasi pada lokasi bekas TPn belum dilakukan 

pemeliharaan secara optimal sehingga pertumbuhan tanaman menjadi terhambat 
dan sebagian mati 

- Sebagian bekas jalan sarad belum dilakukan penanaman 

c. Verifier 2.4.3 : Tingkat kerusakan sumber daya hutan minimal 

Bobot : 2 

NILAI : Sedang 

Uraian Singkat 
Justifikasi 

: a) PBPH PT Mutiara Kalja Permai Unit I menjalankan kegiatan usaha pemanfaatan hasil 
hutan kayu alam 

b) Untuk mengetahui tingkat kerusakan tegakan tinggal pada Blok RKT (semai, pancang, 
tiang, pohon) maka dilakukan pengukuran kerusakan tegakan tinggal dengan 
membuat petak ukur dengan ukuran 20 x 20 meter pada areal yang terdapat kegiatan 
penebangan. 

c) Berdasarkan hasil pengukuran kerusakan tegakan tinggal masing-masing sebanyak 4 
plot di petak W-19 dan V-21 blok RKT tahun 2025 pada usaha pemanfaatan hasil hutan 
kayu alam, diperoleh tingkat kerusakan tegakan tinggal sebagai berikut :   

Plot  Tegakan 
Petak W-19 Petak V-21 

TT TR Kerusakan TT TR Kerusakan 

I 

Semai 9 0 0,00 % 7 0 0,00 % 
Pancang 7 0 0,00 % 10 0 0,00 % 

Tiang 5 0 0,00 % 8 3 37,50 % 
Pohon 6 0 0,00 % 11 2 18,18 % 

II 

Semai 7 7 100,00 % 21 0 0,00 % 
Pancang 5 5 100,00 % 12 2 16,67 % 

Tiang 4 4 100,00 % 5 0 0,00 % 
Pohon 14 9 64,29 % 8 5 62,50 % 

III 

Semai 12 0 0,00 % 7 0 0,00 % 
Pancang 8 5 62,50 % 8 4 50,00 % 

Tiang 13 8 61,54 % 9 6 66,67 % 
Pohon 11 5 45,45 % 12 2 16,67 % 
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IV 

Semai 9 0 0,00 % 13 0 0,00 % 
Pancang 11 0 0,00 % 13 3 23,08 % 

Tiang 6 0 0,00 % 4 2 50,00 % 
Pohon 14 0 0,00 % 12 2 16,67 % 

KTT 33,36 % 22,37 % 
Rata-rata 27,87 % 

Keterangan : TT = Tegakan Tinggal ; TR = Tegakan Rusak 
Rata-rata kerusakan tegakan tinggal pada Blok RKT adalah 27,87 % ( 20 - ≤ 30% ) 

Nilai Kinerja Indikator 
2.4 

: 11 / 15 x 100 % = 73,33 % (SEDANG) 

 

5. Indikator 2.5 : Realisasi produksi (barang dan/atau jasa) yang dihasilkan dari usaha pemanfaatan hutan 
sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah disetujui 

a. Verifier 2.5.1 : Dokumen RKTPH  disusun berdasarkan  hasil inventarisasi sesuai dengan ketentuan 

Bobot : 1 

NILAI : Sedang 

Uraian Singkat 
Justifikasi 

: a) Selama periode 6 (enam) tahun terakhir PT Mutiara Kalja Permai Unit I menerbitkan 
dokumen RKTPH pada tahun 2021, 2022, 2024 dan 2025 

b) Jenis usaha pemanfaatan hutan yang direncanakan adalah pemanfaatan hasil hutan kayu 
tumbuh alami (hutan alam) yang dibuat berdasarkan hasil inventarisasi tegakan sebelum 
penebangan 

RKT 
Tahun 

Surat Keputusan Jenis Usaha 
Pemanfaatan Hutan 

2021 Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi 
Kalimantan Timur No. 522.110.1/15/Kpts/RKT/ 
DK-II/2021 tanggal 25 Januari 2021 tentang 
Persetujuan RKTUPHHK-HA Tahun 2021 

Pemanfaatan Hasil 
Hutan Kayu Tumbuh 
Alami (Hutan Alam) 

2022 Keputusan Direktur Utama PT Mutiara Kalja 
Permai Unit I No. 01/KPTS/MKP-I/I/2022 
tanggal 12 Januari 2022 tentang Persetujuan 
RKTPH Tahun 2022 

Pemanfaatan Hasil 
Hutan Kayu Tumbuh 
Alami (Hutan Alam) 

2024 Keputusan Direktur Utama PT Mutiara Kalja 
Permai Unit I No. SK.12/MKP-I/XII/2024 tanggal 
9 Desember 2024 tentang Persetujuan RKTPH 
Tahun 2024 

Pemanfaatan Hasil 
Hutan Kayu Tumbuh 
Alami (Hutan Alam) 

2025 Keputusan Direktur Utama PT Mutiara Kalja 
Permai Unit I No. SK.102MKP-I/SMD/II/2025 
tanggal 14 Februari 2024 tentang Persetujuan 
RKTPH Tahun 2025 

Pemanfaatan Hasil 
Hutan Kayu Tumbuh 
Alami (Hutan Alam) 

c) Seluruh RKTPH yang ditertbitkan telah lengkap meliputi SK RKTPH, Dokumen RKTPH 
dan Peta RKTPH serta telah sesuai dengan hasil inventarisasi yang dilakukan, namun 
demikian keberadaan dokumen RKTPH tidak lengkap selama periode 6 (enam) tahun 
terakhir, yaitu tidak ada RKTPH Tahun 2020 dan 2023. 

b. Verifier 2.5.2 : Kesesuaian peta kerja dengan RKTPH 

Bobot : 1 

NILAI : Sedang 

Uraian Singkat 
Justifikasi 

: a) Seluruh RKTPH yang diterbitkan PT Mutiara Kalja Permai Unit I selama periode audit telah 
dilengkapi dengan peta kerja tahunan yang telah disetujui oleh personel / instansi yang 
berwenang, yaitu Kepala Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Timur untuk peta RKT tahun 
2021 dan Direktur Utama PT MKP I untuk peta RKT tahun 2022, 2024 dan 2025. 
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b) Kegiatan pemanfaatan hutan yang dilaksanakan PT Mutiara Kalja Permai Unit I telah 
dilengkapi dengan peta kerja yang bersesuaian dengan RKTPH, antara lain :   

- Peta Penataan Areal Kerja Blok RKT dengan skala 1 : 25.000  
- Peta Pembukaan Wilayah Hutan Blok RKT dengan skala 1 : 25.000 
- Peta Penebangan Blok RKT dengan skala 1 : 50.000 
- Peta Sebaran Pohon dengan skala 1 : 1.000 

c) Batas-batas peta kerja yang dibuat PT Mutiara Kalja Permai Unit I telah sesuai dengan 
peta RKTPH dan telah memperhatikan keberadaan kawasan yang dilindungi yaitu 
sempadan sungai, namun demikian keberadaan peta RKTPH dan Peta Kerja tidak lengkap 
selama periode 6 (enam) tahun terakhir. 

c. Verifier 2.5.3 : Kesesuaian penandaan batas blok di lapangan untuk seluruh jenis kegiatan usaha 
pemanfaatan hutan dengan peta kerja 

Bobot : 2 

NILAI : Baik 

Uraian Singkat 
Justifikasi 

: a) Berdasarkan observasi di lapangan, telah dilaksanakan penandaan pada blok RKT 2024 
dan 2025 seperti pemasangan plang RKT, pemasangan papan identitas petak dan 
penandaan batas blok RKT dan batas petak berupa polet warna merah pada pohon. 

b) Penandaan di lapangan juga telah dilakukan termasuk pada kawasan lindung yaitu :  
- Pada titik koordinat N 0˚ 58’ 55.270”, E 115˚ 49’ 37.756” terdapat papan / plang 

informasi Kawasan Lindung Sempadan Sungai Marang dan terdapat penandaan 
batas berupa polet satu warna biru pada pohon 

- Pada titik koordinat N 0˚ 59’ 13.923”, E 115˚ 49’ 4.872” terdapat papan / plang 
informasi Kawasan Lindung Sempadan Sungai Belayan dan terdapat penandaan 
batas berupa polet satu warna biru pada pohon 

Penandaan batas blok RKT di lapangan sesuai dengan peta kerja termasuk keberadaan 
kawasan lindung  

d. Verifier 2.5.4 : Kesesuaian produksi barang dan/atau jasa dengan dokumen rencana jangka pendek  

Bobot : 2 

NILAI : Sedang 

Uraian Singkat 
Justifikasi 

: a) Selama periode audit PBPH PT Mutiara Kalja Permai Unit I telah melaksanakan kegiatan 
kegiatan produksi / pemanenan sumberdaya hutan yang dimanfaatkannya, berupa usaha 
pemanfaatan hasil hutan kayu tumbuh alami (hutan alam)   

b) Rencana dan realisasi pemanenan selama periode audit berdasarkan RKT yang 
diterbitkan adalah sebagai berikut : 

RKT Tebangan 
Rencana Realisasi Pencapaian 

Luas Volume Luas Volume Luas Volume 

2021 TPTI 2.183 71.322 1.835 62.551 

84,05 % 87,75 % PWH - 1.301 - 1.173 

Total  2.183 72.623 1.835 63.725 

2022 TPTI 2.537 60.856 1.157 31.011 

45,60 % 51,36 % PWH - 610 - 559 

Total 2.537 61.466 1.157 31.570 

2024 TPTI 2.229 43.969 416 10.145 

18,67 % 23,06 % PWH - 50 - 5 

Total 2.229 44.020 416 10.150 

Rata-rata Pencapaian 49,44 % 54,06 % 

c) Luas dan lokasi produksi usaha pemanfaatan hutan sesuai dengan RKTPH dengan rata-
rata pencapaian realisasi volume produksi tahun 2021, 2022 dan 2024 sebesar 54,06 % 
(≤ 50 - 80%) dari yang direncanakan.  
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Nilai Kinerja 
Indikator 2.5 

: 14 / 18 x 100 % = 77,78 % (SEDANG) 

 

6. Indikator 2.6 : Kemampuan finansial pemegang PBPH pada hutan produksi untuk membiayai kegiatan 
usaha pemanfaatan hutan 

a. Verifier 2.6.1 : Kondisi kemampuan finansial yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan 
yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi 
(yang telah diaudit oleh akuntan publik)  

Bobot : 1 

NILAI : Buruk 

Uraian Singkat 
Justifikasi 

: a) Terdapat laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik yang memuat 
laporan posisi keuangan PT Mutiara Kalja Permai dan PT Mutiara Kalja Permai Unit I 

b) Selama periode audit (2020 – 2024) hanya terdapat 1 (satu) laporan keuangan yang 
memuat posisi keuangan perusahaan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik yaitu 
Laporan Keuangan tahun 2020 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Sudiyono & Vera 
dengan laporan nomor : 00001/1.1176/AU.2/01/1402-4/1/I/2022 tanggal 10 Januari 2022, 
sementara laporan tahun 2021, 2022, 2023 dan 2024 masih dalam proses audit / belum 
tersedia. 

b. Verifier 2.6.2 : Realisasi Alokasi dana yang proporsional 

Bobot : 1 

NILAI : Sedang 

Uraian Singkat 
Justifikasi 

: a) PT Mutiara Kalja Permai Unit I memiliki laporan rencana dan realisasi anggaran 
perusahaan periode tahun 2020 – 2024 yang memuat informasi keuangan perusahaan 
terkait kegiatan TPTI & Non TPTI dan telah ditandatangani oleh Direktur Utama 
Perusahaan. 

b) Laporan rencana dan realisaasi anggaran perusahaan memuat bidang kegiatan yang 
dianggarkan yaitu : penataan areal kerja, inventarisasi tegakan sebelum penebangan, 
pembukaan wilayah hutan, pemanenan, penanaman & pemeliharaan, perlindungan & 
pengamanan hutan, sosial masyarakat, penelitian & pengembangan dan konservasi 
lainnya. Hasil analisis perbedaan alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan berdasarkan 
laporan rencana dan realisasi anggaran perusahaan periode tahun 2020 – 2024 adalah 
sebagai berikut : 

Tahun Parameter Pencapaian Kegiatan 

2020 Alokasi Maks 100,00 % Sosial Masyarakat 

Alokasi Min 48,55 % ITSP 

Perbedaan    51,45 % 

2021 Alokasi Maks 100,00 % Perlindungan & Pengamanan Hutan 

Alokasi Min 84,37 % Penanaman & Pemeliharaan 

Perbedaan    15,63 % 

2022 Alokasi Maks 100,00 % Penelitian & Pengembangan 

Alokasi Min 51,36 % Pemanenan 

Perbedaan    48,64 % 

2023 Alokasi Maks 100,00 % Penelitian & Pengembangan  

Alokasi Min 66,67 % Konservasi lainnya 

Perbedaan    33,33 % 

2024 Alokasi Maks 98,91 % Sosial Masyarakat 

Alokasi Min 10,98 % Pembukaan Wilayah Hutan 

Perbedaan   87,93 % 

Rata-rata Perbedaan    47,40 % 
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c) Rata-rata alokasi dana selama periode 2020 - 2024 untuk seluruh bidang kegiatan kurang 
proposional, perbedaan sebesar 47,40 % atau > 20% - 50% 

c. Verifier 2.6.3 : Realisasi alokasi dana yang cukup dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan 
Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik/atau laporan unaudited 
tahun terakhir yang telah disetujui dan ditandatangani komisaris/yang berwenang/ hasil RUPS) 

Bobot : 2 

NILAI : Sedang 

Uraian Singkat 
Justifikasi 

: a) PT Mutiara Kalja Permai Unit I memiliki laporan rencana dan realisasi anggaran 
perusahaan periode tahun 2020 – 2024 yang memuat informasi keuangan perusahaan 
terkait kegiatan TPTI & Non TPTI dan telah ditandatangani oleh Direktur Utama 
Perusahaan. 

b) Laporan rencana dan realisaasi anggaran perusahaan memuat bidang kegiatan yang 
dianggarkan yaitu : penataan areal kerja, inventarisasi tegakan sebelum penebangan, 
pembukaan wilayah hutan, pemanenan, penanaman & pemeliharaan, perlindungan & 
pengamanan hutan, sosial masyarakat, penelitian & pengembangan dan konservasi 
lainnya 

c) Hasil analisis realisasi alokasi dana pemanfaatan hutan tahun 2020 – 2024 adalah sebagai 
berikut : 
- Tahun 2020 : Realisasi alokasi dana mencukupi 70,19 % dari kebutuhan 
- Tahun 2021 : Realisasi alokasi dana mencukupi 89,98 % dari kebutuhan 
- Tahun 2022 : Realisasi alokasi dana mencukupi 53,82 % dari kebutuhan 
- Tahun 2023 : Realisasi alokasi dana mencukupi 91,84 % dari kebutuhan 
- Tahun 2024 : Realisasi alokasi dana mencukupi 26,23 % dari kebutuhan 

d) Rata-rata realisasi alokasi dana pemanfaatan hutan selama periode 2020 – 2024 
berdasarkan laporan rencana dan realisaasi anggaran perusahaan yang dibuat mencukupi  
66,41 % atau 60 – 79 % dari kebutuhan 

d. Verifier 2.6.4 : Realisasi pendanaan yang lancar (teknis kehutanan) 

Bobot : 2 

NILAI : Buruk 

Uraian Singkat 
Justifikasi 

: a) PT Mutiara Kalja Permai Unit I memiliki laporan rencana dan realisasi anggaran 
perusahaan periode tahun 2020 – 2024 yang memuat informasi keuangan perusahaan 
terkait kegiatan TPTI & Non TPTI dan telah ditandatangani oleh Direktur Utama 
Perusahaan. 

b) Hasil analisis realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan (TPTI) periode tahun 
2020 – 2024 meliputi : PAK, ITSP, PWH, Pemanenan, Penanaman & pemeliharaan dan 
Perlindungan & pengamanan hutan adalah sebagai berikut : 
- Tahun 2020 : Realisasi pendanaan kegiatan teknis kehutanan mencapai 54,38 % 
- Tahun 2021 : Realisasi pendanaan kegiatan teknis kehutanan mencapai 89,35 % 
- Tahun 2022 : Realisasi pendanaan kegiatan teknis kehutanan mencapai 52,43 % 
- Tahun 2023 : Realisasi pendanaan kegiatan teknis kehutanan mencapai 90,03 % 
- Tahun 2024 : Realisasi pendanaan kegiatan teknis kehutanan mencapai 26,10 % 

c) Rata-rata pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan tahun 2020 – 2024 mencukupi 
62,46 % dari kebutuhan, namun demikian berdasarkan rencana maupun realisasi kegiatan 
yang dilaporkan, pada tahun 2020 dan 2023 tidak terdapat rencana maupun realisasi 
kegiatan PWH dan Pemanenan karena tidak adanya dokumen RKTPH yang diterbitkan 
pada tahun tersebut sehingga disimpulkan bahwa selama periode 6 (enam) tahun terakhir 
realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan tidak lancar. 

e. Verifier 2.6.5 : Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan  

Bobot : 2 

NILAI : Sedang 

Uraian Singkat 
Justifikasi 

: a) PT Mutiara Kalja Permai Unit I memiliki laporan rencana dan realisasi anggaran 
perusahaan periode tahun 2020 – 2024 yang memuat informasi keuangan perusahaan 
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terkait kegiatan TPTI & Non TPTI dan telah ditandatangani oleh Direktur Utama 
Perusahaan. 

b) Berdasarkan laporan rencana dan realisaasi anggaran perusahaan, PT Mutiara Kalja 
Permai Unit I telah merencanakan anggaran untuk kegiatan yang memungkinkan modal 
ditanamkan (kembali) ke hutan meliputi kegiatan : 
1. penanaman & pemeliharaan,  
2. perlindungan & pengamanan hutan 
3. penelitian & pengembangan  
dengan pencapaian sebagai berikut :  
- Tahun 2020 : Realisasi modal yang ditanamkan ke hutan mencapai 94,38 % 
- Tahun 2021 : Realisasi modal yang ditanamkan ke hutan mencapai 86,19 % 
- Tahun 2022 : Realisasi modal yang ditanamkan ke hutan mencapai 92,97 % 
- Tahun 2023 : Realisasi modal yang ditanamkan ke hutan mencapai 90,44 % 
- Tahun 2024 : Realisasi modal yang ditanamkan ke hutan mencapai 92,67 % 

c) Rata – rata realisasi modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan selama periode tahun 
2020 – 2024 mencapai 91,33 %, namun demikian berdasarkan realisasi kegiatan di 
lapangan ketiga bidang kegiatan di atas belum dilaksanakan secara optimal seperti :  
1. Penanaman & pemeliharaan : Uji petik di lapangan menunjukkan tingkat keberhasilan 

penanaman hanya 62,50 % 
2. Perlindungan & pengamanan hutan : Regu tim dalkarhutla belum mengikuti pelatihan 

dari instansi yang berwenang & jumlah sarpras dalkarhutla belum mencukupi sesuai 
ketentuan 

3. Penelitian & pengembangan : Pengukuran pertumbuhan tegakan pada lokasi PUP 
beberapa tahun terakhir tidak dilaksanakan.  

d) Berdasarkan uraian di atas, disimpulkan bahwa realisasi modal yang ditanamkan 
(kembali) ke hutan selama periode tahun 2020 - 2024 > 80 % dari jumlah yang 
direncanakan namun demikan realisasinya di lapangan belum optimal. 

Nilai Kinerja 
Indikator 2.6 

: 13 / 24 x 100 % = 54,17 % (BURUK) 

 
 

C. Aspek EKOLOGI 
 

1. Indikator 
3.1 

: Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan lindung serta Areal Bernilai Konservasi Tinggi 
(ABKT) 
 

a. Verifier 
3.1.1 

: Luasan kawasan lindung sesuai dengan dokumen lingkungan atau dokumen perencanaan, serta terdapat 
informasi hasil identifikasi ABKT 

Bobot : 1 

NILAI : SEDANG 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: a) PBPH PT Mutiara Kalja Permai Unit I telah menetapkan kawasan yang dilindungi di dalam areal kerja 
PBPH sesuai Surat Keputusan Direksi PT Mutiara Kalja Permai Unit I No. 19/Kpts-MKPI/XI/2024 tanggal 
1 November 2024, meliputi: 

No. Jenis Kawasan yang Dilindungi Luas (Hektar) 
1. Hutan Lindung 576 
2. Buffer Zone Hutan Lindung 1.911 
3. KPPN 600 
4. Kebun Benih 600 
5. Sempadan Sungai 1.196 
 Total 4.883 

 
b) Luasan kawasan yang dilindungi sesuai dimaksud butir a), telah sesuai dengan Perubahan RKUPH Tahun 

2024 Periode 2016 - 2025 yang telah disahkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8100 
tahun 2024 tanggal 4 Juni 2024. 
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c) PBPH PT Mutiara Kalja Permai Unit I belum memilki laporan hasil identifikasi ABKT. 
 

b. Verifier 
3.1.2 

: Penataan kawasan lindung (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali) dan/atau deliniasi ABKT 

Bobot : 2 

NILAI : SEDANG 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: a) PT Mutiara Kalja Permai Unit I memiliki kewajiban penandaan batas kawasan lindung s.d tahun 2025 
sesuai blok RKT berjalan yaitu sepanjang 78,48 km. 

b) Realisasi penandaan batas kawasan lindung s.d Juli 2025 yaitu tercapai 50,68 km (64,58%) dari total 
rencana 78,48 km. 

c) Berdasarkan hasil uji petik di lapangan menggunakan aplikasi avenza maps, terkait penataan batas 
kawasan dilindungi, yaitu dijumpai : 
- Sempadan Sungai Marang berada di Blok RKTPH Tahun 2024 dijumpai penandaan berupa plang, 

dan cat biru polet 1; 
- Sempadan Sungai Belayan berada di Blok RKTPH Tahun 2024 dijumpai penandaan berupa plang 

dan cat biru polet 1 pada pohon; 
- Sempadan Sungai Marang berada di Blok RKTPH Tahun 2025 dijumpai penandaan berupa plang, 

patok cat biru diatasnya dan cat biru polet 1. 

c. Verifier 
3.1.3 

: Kondisi penutupan kawasan lindung/rehabilitasi kawasan lindung 

Bobot : 1 

NILAI : BAIK 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: Berdasarkan hasil overlay (tumpang susun) kawasan lindung yang tercantum di Peta Perubahan RKUPH 
Tahun 2024 Periode Tahun 2016 – 2025 dengan Peta Penafsiran Citra Satelit tahun 2024, kondisi penutupan 
kawasan lindung yang masih berhutan (Hutan Lahan Kering Primer dan Hutan Lahan Kering Sekunder) yaitu 
4.231 ha (86,65%) dari total luas kawasan lindung 4.883 ha. 
Kondisi penutupan lahan kawasan lindung PT Mutiara Kalja Permai Unit I terdapat kondisi non hutan (belukar) 
yaitu luas 101 hektar, namun demikian PT MKP I belum memiliki perencanaan penanaman rehabilitasi di areal 
kawasan lindung pada tutupan non hutan tersebut (karena akses ke lokasi masih belum ada). 

d. Verifier 
3.1.4 

: Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Apabila jenis tanah selain gambut maka verifier ini menjadi Not 

Applicable) 

Bobot : 2 

NILAI : NOT APPLICABLE 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 
 

: Berdasarkan dokumen RKUPHHK-HA Tahun 2016 Periode Tahun 2016 – 2025, diverifikasi jenis tanah yang 
terdapat di areal kerja PBPH PT Mutiara Kalja Permai Unit I yaitu jenis tanah mineral diantaranya Dystropepts, 
Tropudults, Paleudults, Troporthods dan tidak terdapat tanah gambut, sehingga tidak diwajibkan pengelolaan 
tanah gambut sesuai RKUPHHK-HA Tahun 2016 Periode Tahun 2016 – 2025. Dengan demikian verifier ini 
tidak diterapkan (Not Applicable). 

e. Verifier 
3.1.5 

: Pengakuan para pihak terhadap kawasan lindung 

Bobot : 2 

NILAI : SEDANG 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: a. Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan pada kawasan lindung dengan kondisi sebagai berikut : 

- Sempadan Sungai Belinau dijumpai pemukiman masyarakat dan illegal logging; 

- Sempadan Sungai Belayan dijumpai pondok masyarakat/ tempat singgah, untuk mencari ikan, 
penambang emas ilegal di sungai belayan hulu (wilayah Kampung Matelay Besar). 

b. PT MKP I memiliki upaya penyelesaian terkait adanya gangguan/ aktifitas yang tidak sesuai ketentuan di 
kawasan lindung yaitu diantaranya : 
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- PT MKP I telah melakukan sosialisasi kawasan lindung dan perlindungan hutan ke masyarakat desa 
binaan (Desa Sidomulyo, Desa Muara Tiq, Desa Muara Belinau dan Desa Umaq Tukung), namun 
sosialisasi tersebut belum dilakukan secara periodik setiap tahun; 

- PT MKP I belum melakukan identifikasi luas aktifitas illegal logging dan penambangan emas illegal di 
kawasan lindung. 

f. Verifier 
3.1.6 

: Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal sesuai AMDAL dan/atau tata ruang yang ada di dalam 
RKUPH 

Bobot : 1 

NILAI : SEDANG 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 
 

: a) Pada periode audit diverifikasi implementasi kegiatan pengelolaan kawasan lindung telah dilakukan pada 
sebagian kawasan lindung, namun beberapa kegiatan pengelolaan pada kawasan lindung belum optimal 
dilakukan oleh PT Mutiara Kalja Permai Unit I; 

b) Selama periode 6 tahun terakhir (2020 s.d 2025) PT Mutiara Kalja Permai Unit I telah membuat laporan 
pengelolaan kawasan lindung yang tertuang dalam Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan 
Lingkungan periode 6 bulanan/ semester. Penyampaian Laporan Pelaksanaan RKL RPL ada sebagian 
yang belum sesuai dengan tata waktu pelaporannya yaitu periode semester 2 tahun 2024; 

c) Penyampaian laporan RKL & RKL oleh PT Mutiara Kalja Permai Unit I belum dilakukan secara online via 
SIMPEL dikarenakan matrik yang tercantum pada dokumen AMDAL tidak sesuai dengan parameter pada 
SIMPEL dan PT Mutiara Kalja Permai Unit I diarahkan agar melakukan update dokumen AMDAL sesuai 
kondisi terkini. 

Nilai Kinerja 
Indikator 3.1 

: (15 / 21) x 100% = 71,43 % (SEDANG) 

 

2. Indikator 
3.2 

: Perlindungan dan pengamanan hutan 
 

a. Verifier 
3.2.1 

: Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan, terdiri dari perambahan kawasan 
hutan, pemanenan atau penebangan tanpa izin, pencegahan dan pemadaman kebakaran, dan/atau jenis 
gangguan lain yang teridentifikasi 

Bobot : 1 

NILAI : SEDANG 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: a) PBPH PT Mutiara Kalja Permai Unit I telah menyusun dan menetapkan SOP Perlindungan dan 
Pengamanan Hutan sesuai dengan jenis gangguan hutan yang ada di dalam areal PBPH, yaitu sebagai 
berikut : 

No 
Jenis Gangguan 

Hutan 
Prosedur 

1.  Perambahan Kawasan SOP Pengamanan dan Perlindungan Hutan. No. Dok : SO-4-07, Revisi: 
01, Terbit: 17 April 2025. 
Prosedur belum mencantumkan referensi acuan dalam penyusunan 
SOP. Adapun referensi acuan teknis terkini sesuai regulasi, 
diantaranya : 

- PerMenLHK No. 8 Tahun 2021 tentang Tata hutan dan 
Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan 
Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. 

- PP Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan. 
- PerMenLHK No. P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 

Tanggal 28 Desember 2018 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 
P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan 
dan Satwa yang Dilindungi 

- PP No. 45 tahun 2004 jo. PP No. 60 tahun 2009 tentang 
Perlindungan Hutan. 

2.  Pemanenan atau 
penebangan tanpa izin 

3.  Perburuan flora dan 
fauna 

4.  Hama penyakit tanaman 
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5.  Pencegahan dan 
pemadaman kebakaran 

SOP Pengendalian Kebakaran Hutan. No. Dok : SO-4-06, Revisi: 01, 
Terbit: 17 April 2025. 

Prosedur telah mencantumkan PerMenLHK No. P.32/MenLHK/Kum.1/ 
3/2016 tentang pengendalian kebakaran hutan & lahan dan 
PerMenLHK No. 8 Tahun 2021 tentang Tata hutan dan Penyusunan 
Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan 
Lindung dan Hutan Produksi. Namun demikian prosedur belum 
mencantumkan referensi acuan dan teknis terkini sesuai regulasi yaitu: 

- PP Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan. 
- Surat Edaran Dirjen PHL Nomor : S.71/PHL/PUPH/PHL.03/ 

3/2025 tanggal 26 Maret 2025 perihal peringatan dini dalam 
mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan tahun 2025. 

SOP Monitoring Status Rawan Kebakaran. No. Dok : SO-4-11, Revisi: 
-, Terbit: 18 April 2025. 

Prosedur belum mencantumkan regulasi terbaru yaitu : 

- PP Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan. 
- Surat Edaran Dirjen PHL Nomor : S.71/PHL/PUPH/PHL.03/ 

3/2025 tanggal 26 Maret 2025 perihal peringatan dini dalam 
mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan tahun 2025. 

 
b. Berdasarkan hasil tinjauan terhadap isi dokumen SOP, seluruh prosedur yang dibuat belum mengacu 

kepada pedoman teknis baku dalam penyusunan SOP. 

b. Verifier 
3.2.2 

: Ketersediaan sarana prasarana perlindungan gangguan hutan sesuai ketentuan 

Bobot : 1 

NILAI : SEDANG 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: a) Ketersediaaan sarana dan prasarana pada masing-masing jenis gangguan hutan yang dimiliki oleh PT 
Mutiara Kalja Permai Unit I, yaitu dirinci seperti tabel berikut: 

No. 
Jenis 

Gangguan 
Hutan 

Sarana Prasarana Jumlah Lokasi Ket 

1 
 

Perambahan 
Kawasan 
  

Plang/ Baliho Himbauan 
Dilarang Melakukan 
Kegiatan Pembalakan 
Liar dan Perambahan 
Hutan 

1 Km 59 

Dipasang dibeberapa titik, 
namun belum di pasang di 
lokasi kawasan lindung 
sempadan sungai  

           

2 Pemanenan 
atau 
penebangan 
tanpa izin/ 
Illegal 
Logging 

Plang/ Baliho Himbauan 
Dilarang Melakukan 
Kegiatan Pembalakan 
Liar dan Perambahan 
Hutan 

1 Km 59 

Dipasang dibeberapa titik, 
namun belum di pasang di 
lokasi kawasan lindung 
sempadan sungai  

           

      

3 Pencegahan 
dan 
pemadaman 
kebakaran 

Plang/ Baliho Himbauan 
Dilarang Membuka Hutan 
dengan cara membakar 

1 Km 88 
 

Plang/ Baliho Himbauan 
Stop Kebakaran Hutan 
dan Lahan Jaga dan 
Sayangi Lingkungan 
Sekitar Kita 

6 
Km 63, 
81, 84, 
88, 90, 91  

Dipasang dibeberapa titik, 
namun belum di pasang di 
lokasi kawasan lindung 
sempadan sungai  
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Plang/ Baliho Himbauan 
Antisipasi Bahaya 
Kebakaran Hutan !! 

 Km 88,  
 

Sarana prasarana 
dalkarhutla 

 
Basecamp 
Gn. Botak 

Diverifikasi jenis dan jumlah 
nya masih kurang dari 50% 
sesuai ketentuan yaitu 
PermenLHK No. 
P.32/MenLHK/Kum.1/3/2016 

Mobil Tanki - - Tidak Ada 

Plang FDR 1 
Basecamp 
Gn. Botak 

 

Posko Dalkarhutla - - Tidak Ada 

Embung Air 2 
Km 92, 
Km 93 

 

Menara Api - - Tidak Ada 

      

4 Hama dan 
Penyakit 
Tanaman 

Herbisida   Tidak digunakan 

Insektisida   Tidak digunakan 

Fungisida   Tidak digunakan 

Pupuk   Tidak digunakan 

           

5 Perburuan 
Satwa Liar 

Pos Security 2 
Km 58, 
Km 46 

Posisi pos tidak masuk ke 
dalam lokasi PBPH PT MKP 
I dan tidak ada personil 
yang ditugaskan dan 
berjaga di pos 

Plang/ Baliho Himbauan 
Dilarang Berburu/ 
menangkapi/ menembak/ 
menjaring burung dan 
satwa liar lainnya di 
kawasan ini 

4 
Km 60, 
84, 88, 92 

Dipasang dibeberapa titik, 
namun belum di pasang di 
lokasi kawasan lindung 
sempadan sungai  

Plang/ Baliho Himbauan 
Dilarang Berburu, 
Lindungi Satwa Liar 

2 Km 88, 92 
 

 
b) Sarana prasarana gangguan hutan, ada sebagian belum lengkap sebagaimana yang terinci pada tabel 

diatas. Hasil pemeriksaan lapangan sarana prasarana perlindungan dan pengamanan hutan dalam 
kondisi berfungsi dengan baik. 

c. Verifier 
3.2.3 

: Ketersediaan SDM perlindungan hutan yang memadai didukung dengan pemanfaatan teknologi 

Bobot : 1 

NILAI : BURUK 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: a) Dukungan SDM Perlindungan dan Pengamanan Hutan PBPH PT Mutiara Kalja Permai Unit I saat ini, 
terdiri dari : 
 

No. 
Unit Kerja 

Perlindungan dan 
Pengamanan Hutan 

Kewajiban 
Jumlah 
Personil 
(terkini) 

Personel 
Certified 

1. Regu Pemadam Kebakaran 2 regu (30 
personil) 

2 regu (30 
personil) 

0 

2. Security 13 1 0 
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b) Jumlah personel (security) dari setiap unit kerja dinilai tidak proporsional berdasarkan intensitas kejadian 
perkara (frekuensi per tahun), dukungan fasilitas teknologi dan luasan PBPH nya. 

c) Keberadaan personel terlatih (memilki sertifikat pelatihan sesuai bidang kegiatan perlindungan 
pengamanan hutan), dinilai tidak ada. 

d) PT Mutiara Kalja Permai Unit I telah memiliki MoU atau kesepakatan Masyarakat Peduli Api (MPA) dengan 
2 Desa Binaan dari kewajiban 4 Desa yaitu Desa Muara Tiq dan Desa Sidomulyo. 

e) PBPH PT Mutiara Kalja Permai Unit I sebagian telah memanfaatkan teknologi dalam melaksanakan 
kegiatan perlindungan hutan seperti melakukan pemantauan hotspot secara berkala setiap bulan dengan 
memanfaatkan data dari website SiPongi. Sedangkan untuk memanfaatkan teknologi lainnya dalam 
melaksanakan kegiatan perlindungan hutan seperti penggunaan drone dalam kegiatan pengamanan dan 
perlindungan hutan belum dilakukan. 

 

d. Verifier 
3.2.4 

: Efektifitas pelaksanaan perlindungan hutan (preemptif/ preventif/ represif) 

Bobot : 2 

NILAI : SEDANG 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: a) Berdasarkan pemeriksaan terhadap hasil kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan yang terkait 
dengan : 
- tindakan preemtif, dinilai telah sepenuhnya sesuai 1) Sosialisasi secara langsung kepada Desa 

Muara Tiq dan Desa Muara Belinau Tahun 2021 terkait sosialisasi visi dan misi perusahaan, RKT, 
batas areal kerja, perlindungan hutan dan kawasan lindung; 2) Sosialisasi secara langsung kepada 
Desa Sidomulyo dan Desa Umaq Tukung Tahun 2022 terkait sosialisasi visi dan misi perusahaan, 
RKT, batas areal kerja, perlindungan hutan dan kawasan lindung; 3) Sosialisasi secara langsung 
kepada Desa Sidomulyo dan Desa Muara Tiq Tahun 2024 dan Tahun 2025 terkait sosialisasi visi 
dan misi perusahaan, RKT, batas areal kerja, perlindungan hutan dan kawasan lindung. 

- tindakan preventif, dinilai telah sepenuhnya sesuai dengan SOP, aksi di lapangan berupa 
1)Penempatan pos security di 2 lokasi yaitu km 46 dan km 58, namun kondisi pos security tidak ada 
petugas yang berjaga; 2) Penyediaan 2 regu inti dalkarhutla dengan total personil 30 orang 
(kewajiban jumlah personil dalam regu inti sesuai PermenLHK Nomor: 
P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 yaitu 2 regu inti berjumlah 30 personil), seluruh personil regu inti 
belum memiliki kualifikasi/ sertifikat pelatihan; 3) memiliki embung air sebagai sumber air saat terjadi 
kebakaran yaitu di 2 titik/ lokasi di Km 92 dan Km 93;  4) Memasang plang-plang perlindungan hutan 
berupa larangan Melakukan Kegiatan Pembalakan Liar dan Perambahan Hutan, membakar hutan & 
lahan, larangan berburu; 5) Melakukan kegiatan patroli perlindungan hutan 1x dalam sebulan di 
lokasi Blok RKT dan Sempadan Sungai, namun intensitas kegiatan patroli masih kurang dan belum 
dilakukan patroli di kawasan lindung; 6) Menyampaikan laporan pengendalian kebakaran hutan dan 
lahan setiap bulan melalui elektronik/ online di website SIPONGI periode Tahun 2023 (Juni, Juli, 
Agustus), Tahun 2024 (September, November dan Desember), Tahun 2025 (Januari s.d Juni). 

b) Sebagain dari setiap tindakan sesuai dimaksud butir a) yang tercatat atau terdokumentasi. 
c) PT Mutiara Kalja Permai Unit I telah mengimplementasikan sebagian kegiatan perlindungan hutan melalui 

metode preemtif, preventif, dan represif. Kegiatan perlindungan hutan yang belum optimal diantaranya : 

1) Ketersediaan sarana prasarana kebakaran masih kurang dalam menunjang kegiatan perlindungan 
hutan; 

2) Jumlah SDM dan kualifikasi personil perlindungan hutan masih kurang (dalkarhutla dan security); 

3) Belum membuat kesepakatan/MoU terkait pembentukan Masyarakat Peduli Api dengan 2 (dua) desa 
binan yaitu Desa Tabang Lama dan Desa Kampung Baru. 

4) Belum memiliki Peta Potensi Rawan Kebakaran untuk mempermudah identifikasi areal rawan 
kebakaran; 

5) Belum ada pengukuran FDR dengan memanfaatkan suhu, dan kelembaban; 

6) Belum menyampaikan secara rutin laporan bulanan kebakaran hutan dan lahan melalui elektronik/ 
online di website SIPONGI; 

7) Kegiatan represif terkait illegal logging di sempadan sungai belinau dan penambangan emas illegal 
di sempadan sungai belayan belum dilaporkan ke instansi terkait. 
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Nilai Kinerja 
Indikator 3.2 

: (9 / 15) x 100% = 60,00% (SEDANG) 

 
 

3. Indikator 
3.3 

: Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia akibat pemanfaatan hutan 
 

a. Verifier 
3.3.1 

: Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia 

Bobot : 1 

NILAI : SEDANG 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: a) PBPH PT Mutiara Kalja Permai Unit I telah memilki SOP pengelolaan dan pemantauan lingkungan terkait 
penanganan dampak fisik dan kimia dari kegiatan usaha pemanfaatan hutannya, meliputi : 

No 
Jenis Pengelolaan dan/ atau 

Pemantauan Fisik Kimia 
serta Pengelolaan Limbah B3 

Prosedur 

A. Komponen Fisik Kimia 

1. Laju Erosi SOP Pengukuran & Pengolahan Data Erosi. No. Dok : SO-
3-16, Revisi: -, Terbit: 4 Juli 2025. 
 
SOP belum mencantumkan acuan/referensi/merujuk baku 
mutu erosi (penentuan erosi tingkat ringan / sedang / berat). 

2. Sedimentasi Sungai SOP Pengukuran Sedimentasi Air Sungai. No. Dok : SO-5-
10, Revisi: -, Terbit: 11 Agustus 2025. 
 

3. Tinggi Muka Air SOP Pemantauan Tinggi Muka Air. No. Dok : SO-5-08, 
Revisi: -, Terbit: 10 Juli 2025. 
 
Prosedur mencantumkan refrensi untuk SPAS bukan TMA 

4. Debit Air 

5. Kualitas Air Sungai SOP Pemantauan Kualitas Air. No. Dok : SO-5-03, Revisi: 
01, Terbit: 4 Juli 2025. 
Prosedur telah mencantumkan referensi PP No. 22 tahun 
2021. 

6. Penanaman dan pemeliharaan 
tanaman 

SOP Penanaman Tanah Kosong dan Kanan Kiri Jalan. No. 
Dok : SO-3-17, Revisi: -, Terbit: 11 Juli 2025. 

SOP Pemeliharaan Tanaman. No. Dok : SO-3-04, Revisi: 
01, Terbit: 21 April 2025. 
Prosedur belum mencantumkan referensi acuan dalam 
penyusunan SOP. 

9. Persemaian SOP Persemaian dan Pengadaan Bibit. No. Dok : SO-3-01, 
Revisi: -, Terbit: 17 April 2025. 
Prosedur belum mencantumkan referensi acuan dalam 
penyusunan SOP. 

B. Pengelolaan Limbah B3 

1. Pengelolaan limbah B3 SOP Penanganan Limbah B3. No. Dok : SO-4-01, Revisi: -, 
Terbit: 18 April 2025. 
SOP belum mencantumkan/merujuk peraturan terkait : 

- PP RI No. 22 tahun 2021 tentang penyelenggaraan 
perlindungan dan pengelolaan lingkungan 

- Permenlhk No. 6 Tahun 2021 tentang tata cara 
persyaratan pengelolaan limbah bahan berbahaya 
dan beracun 

2. Pengelolaan limbah domestik 
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- PermenLHK No. 014 tahun 2021 tentang Pengelolaan 
Sampah pada Bank Sampah 

 
b) SOP yang dimiliki saat ini sesuai dimaksud butir a), dinilai ; 

- telah lengkap sesuai dampak fisik dan kimia yang teridentifikasi dalam perubahan RKUPH tahun 2024 
periode 2016 - 2025. 

- telah memilki SOP terkait penanganan limbah B3 
- Sebagian prosedur masih ada yang belum sesuai dengan acuan teknis baku penyusunan SOP. 

b. Verifier 
3.3.2 

: Ketersediaan sarana prasarana/peralatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan 
kimia termasuk pengelolaan limbah B3 yang didukung dengan SDM yang memadai 

Bobot : 1 

NILAI : SEDANG 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: a) Keberadaan sarana prasarana dan alat untuk penanganan dampat fisik dan kimia termasuk pengelolaan 
B3 yang dimiliki PBPH PT Mutiara Kalja Permai Unit I meliputi : 

No Uraian 

Sarana 
Prasarana 

Pengelolaan 
dan 

Pemantauan 

Jumlah Lokasi Keterangan 

A. Komponen Fisik dan Kimia 

1.  Iklim Mikro Pemantauan 
curah hujan 

1 Basecamp Gn. 
Botak Km 58 

Menggunakan 
ombrometer. Waktu 
pengambilan setiap hari 
hujan 

Suhu udara dan 
kelembaban 
udara 

1 Basecamp Gn. 
Botak Km 58 

Menggunakan alat 
thermohigrometer. Waktu 
pengambilan data 
dilakukan setiap hari. 

2.  Erosi Tanah Bak Erosi 1 Blok RKTPH 
Tahun 2022 
Petak U13 : 
Eks Jalan 
Sarad (areal 
terbuka) 

 

Metode bak erosi dengan 
22x2 m (P x L). Waktu 
pengambilan data 
dilakukan 1 bulan sekali. 

Stik Erosi 2 Blok RKTPH 
Tahun 2024 
Petak W19 : 
Eks Jalan 
Sarad 

 

Metode stik ukur dengan 
benang dan jarak antar 
stik 3x3 m dan 
pengukuran pada benang 
jarak per 10 m (30 kali) 
sampai ke stik berikutnya. 
Waktu pengambilan data 
dilakukan 1 bulan sekali 

Blok RKTPH 
Tahun 2024 
Petak X21 : 
Eks TPn 

Metode stik ukur dengan 
jumlah 9 pcs dan jarak 
antar stik 3x3 m. Waktu 
pengambilan data 
dilakukan 1 bulan sekali 

3.  Sedimentasi 
Sungai 

Pengukuran 
sedimentasi 
sungai 

- - Tidak Ada 
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Pengukuran 
Debit Air Sungai 

3 - Tahun 2020 : 
S. Manaq 

- Tahun 2021 : 
S. Manaq 

- Tahun 2022 : 
- 

- Tahun 2023 : 
- 

- Tahun 2024 : 
- 

- Tahun 2025 : 
S. Marang 

Menggunakan bola 
pimpong. Waktu 
pengambilan data 
dilakukan 1 bulan sekali 

Tinggi Muka Air 
Sungai 

Menggunakan stik ukur. 
Waktu pengambilan data 
dilakukan 1 bulan sekali 

4.  Kualitas Air Uji Kualitas Air 
Permukaan 

4 - Tahun 2020 : 
- 

- Tahun 2021 : 
S. Belinau 

- Tahun 2022 : 
S. Keq 

- Tahun 2023 : 
- 

- Tahun 2024 : 
S. Belayan 

- Tahun 2025 : 
S. Belayan 

Bekerjasama dengan 
UPTD. Laboratorium 
Kesehatan Dinas 
Kesehatan Prov. Kaltim 
dan telah terakreditasi 
KAN, terdiri dari 11 
parameter. 

6. Penanaman 
dan/ atau 
pemeliharaan 
tanaman 

Penanaman Eks 
TPn 

1 Blok RKTPH 
Tahun 2024 

Penanaman dilakukan di 
beberapa lokasi TPn 
pada blok RKTPH 2024. 
Jarak Tanam 5x5 m 
dengan jenis tanaman 
meranti. 

Penanaman Kiri 
Kanan Jalan 

1 Blok RKTPH 
Tahun 2024 

Penanaman dilakukan di 
km 88 s.d km 92. Jarak 
Tanam 5x5 m dengan 
jenis tanaman meranti. 

7. Persemaian Bibit anakan 
alam (cabutan) 

1 Basecamp Gn. 
Botak Km 58 

Luas persemaian 2 ha, 
dengan jenis bibit 
meranti. 

B. Pengelolaan Limbah B3 

1.  TPS Limbah 
B3 

Bangunan TPS 
Limbah B3 

1 Basecamp Gn. 
Botak Km 58 

- Bangunan TPS 
Limbah B3 : 
bangunan kayu 
dengan alas tanah, 
belum kedap air (cor 
semen) dan gabung 
dengan TPA Sampah, 
namun sudah disekat. 
Bangunan TPS 
Limbah B3 belum 
sesuai ketentuan 

- Izin TPS Limbah B3 : 
Tidak Ada 

- MoU Pengangkutan 
limbah dengan pihak 
ke-3 : Tidak Ada 
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Rumah Genset 2 - Basecamp 
Gn. Botak 
Km 58 

- Basecamp 
Km 81 

Basecamp Gn. Botak 
Km 58 

Bangunan dengan lantai 
sudah kedap air (cor 
semen), namun belum 
dilengkapi oil trap. 

 

Basecamp Km 81 

Bangunan dengan lantai 
kayu belum kedap air (cor 
semen), dan belum 
dilengkapi oil trap. 

 

Workshop 2 - Basecamp 
Gn.Botak 
Km 58 

- Basecamp 
Km 81 

Bangunan dengan lantai 
masih tanah belum kedap 
air (cor semen) dan belum 
dilengkapi oil trap. 

Tempat 
Pengisian BBM 

2 - Basecamp 
Gn. Botak 
Km 58 

- Basecamp 
Km 81 

Bangunan dengan lantai 
masih tanah belum kedap 
air (cor semen), belum 
ada penutup  atap/seng 
(belum ada naungan) dan 
belum dilengkapi oil trap. 

2.  TPS Sampah 
Organik dan 
An Organik 

Pemisahan 
sampah organik 
dan anorganik 

1 Basecamp Gn. 
Botak Km 58 

Berupa tong sampah 
sepasang organik dan an 
organik. Tong sampah 
berwarna biru dilengkapi 
dengan identitas nama 
sampah organik dan 
sampah an organik. 

3.  TPA Sampah 
Organik dan 
An Organik 

Pemisahan 
sampah organik 
dan anorganik 

1 Basecamp Gn. 
Botak Km 58 

Berupa bangunan yang 
terbuat dari kayu dan 
dilengkapi dengan 
penutup atap seng. 
Dibuat sekat pemisah 
antara sampah organik 
dengan an organik. 

 
b) Kepemilikan sarana prasarana dan alat tersebut, dinilai : 

- sebagian sesuai yang diprasyaratkan; 
- telah memiliki personil SDM yang berkompeten/ berkualifikasi sebagai GANISPH Binhut dalam 

kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia yaitu 1 personil 
atas nama Fariantanujaya dengan No. Register : 03230006837; 

- belum memiliki personil SDM yang berkompeten/ berkualifikasi sebagai Penanggung 
Jawab/Operator Pengelolaan Limbah B3 (PLB3) dalam kegiatan pengelolaan limbah B3 di lapangan. 

c. Verifier 
3.3.3 

: Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk 
pengelolaan limbah B3 sesuai dengan dokumen lingkungan 

Bobot : 2 

NILAI : SEDANG 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: Implementasi pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk 
pengelolaan limbah B3 sebagian sudah dilakukan oleh PT Mutiara Kalja Permai Unit I, namun demikian tidak 
mengurangi dampak lingkungan. 
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Nilai Kinerja 
Indikator 3.3 

 (8 / 12) x 100% = 66,67% (SEDANG) 

 
 

4. Indikator 
3.4 

: Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka (endangered), jarang (rare), 
terancam punah (threatened) dan endemik 
 

a. Verifier 
3.4.1 

: Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan 
endemik di areal PBPH 

Bobot : 1 

NILAI : SEDANG 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: PBPH PT Mutiara Kalja Permai Unit I memiliki prosedur untuk pelaksanaan kegiatan identifikasi flora dan fauna 
yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH sesuai dokumen : 
a. SOP Identifikasi Flora Dilindungi. No. Dok : SO-3-11, Revisi: 01, Terbit: 16 April 2025. 
b. SOP Identifikasi Fauna Dilindungi. No. Dok : SO-3-12, Revisi: 01, Terbit: 16 April 2025. 

Prosedur Identifikasi Flora dan Fauna telah mencantumkan peraturan dan/ atau acuan referensi terbaru, 
namun demikian isi dalam SOP dinilai masih kurang diantaranya yaitu : 
- Belum menjelaskan teknis metode inventarisasi flora meliputi pengambilan data pada tingkat semai, 

pancang, tiang dan pohon untuk melihat keanekaragaman jenis (H’) dari hasil Kerapatan Relatif (KR), 
Frekuensi Relatif (FR), Dominansi Relatif (DR). 

- Metode inventarisasi fauna yang dicantumkan sama persis dengan inventarisasi flora dan belum 
menjelaskan teknis metode inventarisasi fauna (perjumpaan langsung, menggunakan jalur transek dll). 

- Dalam prosedur belum menjelaskan terkait metode pengambilan data fauna (inventarisasi fauna) belum 
menjelaskan secara teknis kegiatan pengambilan data dari masing-masing kelas seperti mamalia, 
aves/burung, reptilia, dll. 

b. Verifier 
3.4.2 

: Pelaksanaan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan 
endemik di areal PBPH 

Bobot : 2 

NILAI : SEDANG 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: Implementasi kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi di dalam areal PBPH belum dilakukan 
seluruhnya sesuai dengan prosedur. 

c. Verifier 
3.4.3 

: Ketersediaan data hasil identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah 
dan endemik di areal PBPH 

Bobot : 2 

NILAI : SEDANG 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: Tersedia dokumen laporan / hasil pencatatan data dari kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi 
dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH PT Mutiara Kalja Permai Unit I, 
dilengkapi peta kerjanya. Namun demikian ketersediaan data hasil identifikasi flora dan fauna yang dilindungi 
oleh PT Mutiara Kalja Permai Unit I belum sepenuhnya sesuai prosedur dan status perlindungan pada hasil 
identifikasi sebagian belum sesuai dengan status perlindungannya serta tidak didukung dengan rekaman yang 
memadai (foto/ video). 

Nilai Kinerja 
Indikator 3.4 

 (10 / 15) x 100% = 66,67% (SEDANG) 

 
 

5. Indikator 
3.5 

: Pengelolaan flora dan fauna untuk : 
1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak 

(kawasan yang dilindungi dan ABKT) 
2. Perlindungan terhadap species flora dan fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan 

terancam punah serta endemik hasil dari kegiatan identifikasi 
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a. Verifier 
3.5.1 

: Ketersediaan prosedur terdokumentasi pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, 
terancam punah dan endemik 

Bobot : 1 

NILAI : BAIK 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: PBPH PT Mutiara Kalja Permai Unit I memiliki prosedur untuk pelaksanaan kegiatan pengelolaan flora dan 
fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH sesuai dokumen : 
a. SOP Pengelolaan Flora Dilindungi. No. Dok : SO-3-08, Revisi: 01, Terbit: 16 April 2025. 
b. SOP Pengelolaan Fauna Dilindungi. No. Dok : SO-3-09, Revisi: 01, Terbit: 16 April 2025. 

Prosedur Pengelolaan Flora dan Fauna Jarang, Langka, Terancam Punah, Endemik dan Dilindungi telah 
mencantumkan peraturan dan/ atau acuan referensi terbaru. 

b. Verifier 
3.5.2 

: Pelaksanaan pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan 
endemik 

Bobot : 2 

NILAI : SEDANG 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: a) PBPH PT Mutiara Kalja Permai Unit I melaksanakan kegiatan pengelolan flora dan fauna, namun belum 
seluruhnya dilakukan sesuai ketentuan SOP yang dibuatnya. 

b) Tersedia tetapi tidak lengkap dokumen laporan / hasil pencatatan data dari kegiatan pengelolaan flora 
dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH PT 
Mutiara Kalja Permai Unit I, dan dilengkapi peta kerjanya. 

c) Selain itu dalam hal pengelolaan fauna PT Mutiara Kalja Permai Unit I belum sepenuhnya mengacu pada 
ketentuan : 
1. Belum ada pembentukan tim monitoring satwa liar/mitigasi konflik satwa dan manusia 
2. Belum diadakan pelatihan untuk peningkatan kapasitas SDM terkait perlindungan satwa liar 

c. Verifier 
3.5.3 

: Kondisi flora dan fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik dan habitatnya di 
areal PBPH 

Bobot : 2 

NILAI : SEDANG 

Uraian 
Singkat 
Justifikasi 

: a) Kondisi flora dan fauna dilindungi yang berada di areal PBPH PT Mutiara Kalja Permai Unit I dapat 
diketahui dengan ketersediaan alokasi areal sebagai habitat, lintasan, gangguan dari pihak luar seperti 
perburuan satwa, illegal logging, perambahan kawasan hutan, penambangan emas secara illegal dll. 

b) Dalam menjaga kondisi flora dan fauna di dalam areal PBPH, PT Mutiara Kalja Permai Unit I telah memiliki 
upaya dalam hal beberapa hal, yaitu sebagai berikut : 

- Melakukan penandaan batas Kawasan Lindung secara rutin sesuai dengan Blok RKT berjalan; 
- Mengalokasikan kawasan lindung dengan total luas 4.883 Hektar, terdiri dari 1) Hutan Lindung luas 

576 Hektar; 2) Buffer Zone Hutan Lindung luas 1.911 Hektar; 3) Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah 
(KPPN) luas 600 Hektar; 4) Kebun Benih luas 600 Hektar; dan 5) Sempadan Sungai luas 1.196 
Hektar sebagai tempat flora dan fauna/ satwa dilindungi; 

- Pemasangan papan-papan himbauan seperti dilarang berburu, membakar hutan dan lahan, plang 
jenis-jenis flora & fauna dilindungi. 

c) Berdasarkan verifier 3.1.5 terdapat gangguan pada kawasan lindung yaitu a) sempadan sungai belayan 
terdapat aktifitas pemukiman masyarakat dan terdapat aktifitas illegal logging dan gesekan kayu (papan) 
yang diangkut pakai mobil pick up; b) sempadan sungai belayan terdapat aktifitas pondok masyarakat/ 
tempat singgah, untuk mencari ikan, penambang emas ilegal di sungai belayan hulu. 

d) Selain itu dijumpai langsung di lapangan terdapat aktifitas masyarakat melakukan perburuan burung. 
Berdasarkan hasil konsultasi publik dengan beberapa perwakilan desa binaan yaitu masyarakat sekitar 
hutan masih melakukan perburuan di dalam areal PBPH PT MKP I dan hasil buruan yang diperoleh seperti 
kijang, rusa dan kancil. Diverifikasi hasil buruan kijang, rusa dan kancil termasuk satwa yang dilindungi 
sesuai dengan PerMenLHK Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tanggal 28 Desember 
2018. 

e) Dengan demikian masih terdapat gangguan terhadap flora dan fauna yang dilindungi di dalam areal PBPH 
PT Mutiara Kalja Permai Unit I, dikarenakan masih adanya perburuan dan illegal logging yang dilakukan 
oleh masyarakat sekitar hutan. 
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Nilai Kinerja 
Indikator 3.5 

 (11 / 15) x 100% = 73,33% (SEDANG) 

 
 

D. Aspek SOSIAL 
 

1. Indikator 4.1 : Kejelasan deliniasi/batas areal kerja pemegang PBPH Hutan Produksi 
dengan wilayah masyarakat hukum adat dan/atau penguasaan lahan oleh 
masyarakat setempat di dalam areal PBPH Hutan Produksi. 

a. Verifier 4.1.1 : Ketersediaan prosedur identifikasi keberadaan dan hak- hak dasar masyarakat 
hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan deliniasi areal kerja termasuk 
penandaan batas secara partisipatif. 

Bobot : 1 
NILAI : SEDANG 
Uraian Singkat 
Justifikasi 

: PBPH PT Mutiara Kalja Permai Unit I memiliki prosedur identifikasi keberadaan dan hak- 
hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan deliniasi areal 
kerja termasuk penandaan batas secara partisipatif tertuang dalam : 

1. SOP Identifikasi Hak-Hak Dasar Masyarakat Hukum Adat (No.Dok. SO-5-07 Rev.0) 
tanggal disetujui 24 April 2025, dibuat oleh Kabag Binhut dan Sosial, diperiksa oleh 
Manager Camp, dan disetujui oleh Direktur Utama. 

2. SPO Akses Masyarakat Terhadap Hutan (No.Dok. SO-4-02 Rev.0) tanggal 25 Mei 
2016, dibuat oleh Kabag Binhut dan Sosial, diperiksa oleh Manager Camp, dan 
disetujui oleh Direktur 

3. SPO Penentuan Batas Partisipatif (No.Dok. SO-4-03 Rev.0) tanggal 25 Mei 2016, 
dibuat oleh Kabag Binhut dan Sosial, diperiksa oleh Manager Camp dan disetujui 
oleh Direktur 

 
Prosedur yang ada memiliki sistimatika yang  mencakup : pengertian; sasaran dan tujuan; 
penanggung jawab; ketentuan umum; prosedur kerja/urutan kerja; hasil kegiatan dan 
waktu kegiatan, hasil telaahan terhadap  SPO Akses Masyarakat Terhadap Hutan dan 
SPO Penentuan Batas Partisipatif belum dilengkapi dengan referensi/acuan terhadap 
peraturan yang terbaru. 
 
PT Mutiara Kalja Permai Unit I masih belum memiliki Prosedur terkait Deliniasi & 
Penandaan batas wilayah masyarakat hukum adat/setempat. 
 
Hasil telaahan terhadap Prosedur PT Mutiara Kalja Permai Unit I tidak dilengkapi dengan 
referensi/acuan peraturan yang berlaku dan belum  mengacu kepada pedoman teknis 
dan/atau ketentuan perundang undangan terutama Peraturan Menteri Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan 
Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung 
dan Hutan Produksi dan PermenLHK P. 9 Tahun 2021 tentang Perhutanan Sosial, SK. 
PermenLHK Nomor 285 Tahun 2024 dan peraturan lainnya. 
 
PBPH PT Mutiara Kalja Permai Unit I memiliki Prosedur kegiatan identifikasi keberadaan 
dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat, namun 
belum memiliki prosedur deliniasi penandaan batas wilayah masyarakat hukum 
adat/setempat, serta prosedur yang ada belum mengacu kepada pedoman teknis 
dan/atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 
 

b. Verifier 4.1.2 : Ketersediaan rekaman hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak 
dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat 

Bobot : 1 
NILAI : SEDANG 
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Uraian Singkat 
Justifikasi 

: PBPH PT Mutiara Kalja Permai Unit I memiliki rekaman hasil pelaksanaan identifikasi 
keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat 
tertuang dalam : 
1. Peta Sebaran Desa di sekitar areal IUPHHK-HA PT MKP Unit I skala 1 : 100.000, 

sebagian besar areal PT MKP Unit I masuk wilayah desa Muara Tiq dan Muara 
Belinau Kec. Tabang 

2. Laporan Pemetaan Identifikasi Konflik PT MKP Unit I, terdapat informasi 
pemanfaatan HHBK oleh masyarakat sekitar di jalan koridor PT MKP Unit I, 
perladangan, perburuan dan penambangan emas. 

3. RKUPH PBPH Periode 2016 - 2025 an. PT MKP Unit I  sesuai dengan SK. Nomor 
: SK.1381/MenLHK-PHPL/UHP/ HPL.1/4/2016 tanggal 15 April 2016, dalam 
dokumen tersebut terdapat informasi terkait rencana kegiatan operasional PT MKP 
Unit I (termasuk kegiatan kelola sosial) dan desa-desa yang ada di sekitar areal PT 
MKP Unit I 

4. Revisi RKUPH PT MKP Unit I periode tahun 2016 - 2025, sesuai SK. KemenLHK 
Nomor : 8100 Tahun 2024, tanggal 4 Juni 2024, terdapat informasi terkait kegiatan 
sosial pada periode 10 tahun. 

5. Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH) Tahun 2021, 2022, 2024 
dan 2025 yang telah disahkan secara self approval. Pada dokumen ini menjelaskan 
mengenai rencana kelestarian fungsi sosial seperti kontribusi fee pembangunan 
desa, honor perangkat desa, bantuan bahan bakar minyak, kontribusi fee 
operasional desa, bantuan dana pembangunan desa dan honor perangkat desa 
(desa sekitar PT MKP Unit I) 

6. RKTPH Tahun 2020 dan 2023 tidak terbit karena alasan harga kayu yang rendah 
serta PT MKP Unit I sedang melakukan revisi RKUPH  

 
Hasil Observasi lapangan (oleh auditor prasyarat) : 
 Ditemukan lokasi Perladangan oleh Masyarakat di tepi sungai Belayan di areal PT 

MKP Unit I dengan koordinat N = 0⁰ 53’ 44,81” dan E = 115⁰ 55’ 11,8” 
 Ditemukan pondok tempat singgah pencari ikan dan pencari emas di tepi sungai 

Belinau di areal PT MKP Unit I dengan koordinat N = 0⁰ 56’ 21,56” dan E = 115⁰ 47’ 
37,97” 

 
Hasil wawancara dengan wakil masyarakat sekitar pada saat konsultasi publik tanggal 
31 Juli 2025 dan wawancara secara langsung dengan Kades Sidomulya (Bpk. Saidina 
Aswat), Sekdes Desa Muara Tiq (Bpk Beni ), Sekdes Desa Tabang Lama (Bpk. Joko 
Suharjo) dan Kasi Kesra Kampung Baru (Bpk. Hosana Sari), diperoleh informasi bahwa 
masyarakat sekitar sebagian masih tergantung pada SDH/SDA seperti : berkebun, 
berburu, mencari emas, dan terdapat situs masyarakat sekitar di areal PT MKP Unit I, 
akan tetapi PT Mutiara Kalja Permai Unit I belum melakukan identifikasi dan penandaan 
dilapangan terhadap lokasi tersebut. 
 
PBPH PT Mutiara Kalja Permai Unit I memiliki dokumen rekaman yang berisi data dan 
informasi  hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat 
hukum adat dan/atau masyarakat setempat, namun belum seluruhnya sesuai dengan 
prosedur yang mengacu pada pedoman teknis dan perundangan yang berlaku. 
 

c. Verifier 4.1.3 : Hasil deliniasi dan implementasi penandaan batas secara partisipatif di areal 
PBPH yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat 
setempat sesuai prosedur 

Bobot : 2 
NILAI : SEDANG 
Uraian Singkat 
Justifikasi 

: Hasil deliniasi dan implementasi penandaaan batas secara partisipatif di areal PBPH PT 
Mutiara Kalja Permai Unit I yang dikuasai masyarakat tertuang dalam dokumen sebagai 
berikut : 
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1. Peta Sebaran Desa di sekitar areal IUPHHK-HA PT MKP Unit I skala 1 : 100.000, 
sebagian besar areal PT MKP Unit I masuk wilayah desa Muara Tiq dan Muara 
Belinau Kec. Tabang 

2. Peta Batas Desa PT MKP Unit I skala 1 : 100.000, berdasarkan peta tersebut areal 
PT MKP Unit I masuk wilayah Desa Muara Tiq dan Muara Belinau, batas wilayah 
antar desa di areal PT MKP Unit I belum dilakukan penandaan batasnya secara 
partisipatif di lapangan, berdasarkan kesepakatan batas antar desa masih 
mengacu pada batas alam (sungai atau pematang) sebagai dasar dalam 
pembagian Fee produksi kayu kepada masyarakat. 

3. Aktivitas masyarakat sekitar di areal PT MKP Unit I berupa berburu, mencari emas 
dan illegal logging oleh masyarakat 

4. PT Mutiara Kalja Permai Unit I telah melakukan penataan batas arealnya (batas 
luar) dan namun belum temu gelang, baru mencapai 80,43 % (118.253 m dari total 
batas 147.023 m) . 

Berdasarkan Peta Sebaran Desa sekitar Areal Kerja, PT Mutiara Kalja Permai Unit I telah 
melakukan deliniasi wilayah antar desa pada peta kerjanya, dan untuk batasnya antar 
desa di lapangan mengacu pada hasil kesepakatan masyarakat yaitu batas alam (sungai 
dan pematang) sebagai dasar dalam pembagian fee produksi, sedang di lapangan 
masih belum dilakukan penataan batas secara partisipatif. 

PBPH PT Mutiara Kalja Permai Unit I telah melakukan deliniasi terhadap batas wilayah 
antar desa yang berada diarealnya, akan tetapi baru sebagian yang telah dilakukan 
penandaan secara partisipatif berdasarkan kesepakatan. 

Nilai Kinerja 
Indikator 4.1 

: ( 8/12 ) x 100 % = 66,67 % (SEDANG) 

 
 
2. Indikator 4.2 : Tersedia sistem resolusi konflik dan implementasi penanganan konflik 

yang sistematis dan terukur 
a. Verifier 4.2.1 : Tersedia laporan pemetaan potensi konflik 

Bobot : 2 
NILAI : SEDANG 
Uraian Singkat 
Justifikasi 

: Pada periode Resertifikasi (Tahun 2025), PT Mutiara Kalja Permai Unit I  memiliki  
dokumen terkait pemetaan konflik  yang tertuang dalam : 

1. Peta Potensi Konflik di areal IUPHHK-HA PT MKP Unit I skala 1 : 100.000, 
berdasarkan peta tersebut Potensi konflik ada di luara areal PT MKP Unit I 

2. Laporan Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik Semester 1 & 2 PT MKP Unit I 
Tahun 2023 (sesuai Perdirjen PHPL P.5 Tahun 2016 jo lampiran V PermenLHK P.8 
Tahun 2021), status potensi konflik 43,43 % (dengan status TERKENDALI), telah 
disampaikan ke Dinas Kehutanan Provinsi terdapat bukti tanda terima namun 
untuk tanda terima BPHL Wil. XI tidak ada tanda terima 

3. Laporan Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik Semester 1 & 2 PT MKP Unit I 
Tahun 2024 (berdasar Perdirjen PHPL P.5 Tahun 2016 jo lampiran V PermenLHK 
P.8 Tahun 2021), status potensi konflik 43,43 % (dengan status TERKENDALI), 
telah disampaikan ke Dinas Kehutanan Provinsi terdapat bukti tanda terima namun 
untuk tanda terima BPHL Wil. XI tidak ada tanda terima 

4. Laporan Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik Semester 1  PT MKP Unit I Tahun 
2025 (sesuai lampiran V PermenLHK P.8 Tahun 2021), status potensi konflik 37,90 
% (dengan status TERKENDALI), telah disampaikan ke Dinas Kehutanan Provinsi 
terdapat bukti tanda terima namun untuk tanda terima BPHL Wil. XIII tidak ada 
tanda terima. 

Hasil Pemetaan Potensi Konflik di areal PT MKP Unit I, potensi konflik yang ada meliputi: 
a) Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) di sekitar areal kerja PT 

MKP Unit I (madu, rotan, sarang burung, gaharu) 
b) Pemanfaatan Hasil Hutan kayu di sekitar areal kerja PT MKP Unit I 
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c) Perladangan Masyarakat disekitar/diluar areal kerja PT MKP Unit I 
d) Perburuan satwa oleh masyarakat disekitar areal kerja PT MKP Unit I 
e) Penambangan Emas tradisional di luar areal kerja PT MKP Unit I (akses 

melalui jalan koridor PT MKP Unit I) 
 

PBPH PT Mutiara Kalja Permai Unit I telah menyusun Laporan Pemetaan Potensi dan 
Resolusi Konflik berdasar Perdirjen PHPL P.5 Tahun 2016 jo lampiran V PermenLHK 
Nomor : P. 8 Tahun 2021 Tentang Pedoman Identifikasi dan Pemetaan Konflik pada 
pemegang PBPH, akan tetapi tidak lengkap dan hanya disampaikan kepada Dinas 
Kehutanan Prov. Kaltim sedang ke BPHL Wil. XIII Samarinda belum disampaikan (tidak 
ada bukti tanda terima). 

b. Verifier 4.2.2 : Tersedia Mekanisme resolusi konflik 
Bobot : 1 
NILAI : SEDANG 
Uraian Singkat 
Justifikasi 

: PBPH PT Mutiara Kalja Permai Unit I memiliki Prosedur/ mekanisme resolusi konflik yang 
ada di arealnya tertuang dalam : 

1) SPO Penyelasaian Konflik Dengan Masyarakat (No.Dok. SO-4-05 Rev.0) tanggal 25 
Mei 2016, dibuat oleh Prihatini Hayati S., diperiksa oleh Yongki K., dan disetujui oleh 
Direktur.  

2) SOP Resolusi Konflik (No.Dok. SO-4-05 Rev.1) tanggal terbit 21 April 2025, dibuat 
oleh Kabag Binhut dan Sosial, diperiksa oleh Manager Camp, dan disetujui oleh 
Direktur Utama. 

Prosedur yang ada memiliki sistimatika yang  mencakup : pengertian; sasaran dan tujuan; 
penanggung jawab; ketentuan umum; prosedur kerja/urutan kerja; hasil kegiatan dan 
waktu kegiatan. 

Hasil telaahan terhadap SOP Resolusi Konflik PT Mutiara Kalja Permai Unit I yang ada 
sudah mengacu pada Perdirjen PHPL Nomor : P.5 Tahun 2026 tentang Pedoman 
Pemetaan Potensi Konflik pada pemegang IUPHHK Hutan Produksi.  

Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan wawancara dengan PIC Kelola Sosial  tidak 
ditemukan bukti rekaman sosialisasi prosedur kepada masyarakat sekitar areal. 

PBPH PT Mutiara Kalja Permai Unit I memiliki mekanisme resolusi konflik yang telah 
mengakomodir potensi konflik yang ada, telah disosialisasikan namun belum disepakati 
oleh para pihak. 

c. Verifier 4.2.3 : Tersedia kelembagaan penanganan konflik yang didukung dengan pendanaan 
Bobot : 1 
NILAI : SEDANG 
Uraian Singkat 
Justifikasi 

: PBPH PT Mutiara Kalja Permai Unit I telah memiliki kelembagaan penanganan konflik 
yang didukung dengan pendanaan sebagai berikut : 

a) Sesuai SK Dirut PT Mutiara Kalja Permai Unit I Nomor : 02/Kpts-MKPI/II/2024 
tanggal 5 Februari 2024 tentang Revisi Penetapan Struktur Organisasi Resolusi 
Konflik PT MKP Unit I, di camp sebagai penanggung jawab Manager Camp (Yonky 
Kurniawan) dibantu oleh Prihatini Hayati S. (Kabag PMDH dan Kelola Lingkungan), 
Pemetaan (Rohan Soffianto), Satpam dan mengikutsertakan Kepala Desa Sekitar 
dan BPD, akan tetapi tidak dilengkapi dengan job description               

b) Dalam hal pendanaan resolusi konflik, PT Mutiara Kalja Permai Unit I telah 
menyusun Rencana Kerja Anggaran Resolusi Konflik  sebagai berikut : 
 Tahun 2020 – 2022, PT Mutiara Kalja Permai Unit I belum membuat anggaran 

secara khusus untuk resolusi konflik 
 Tahun 2023, anggaran resolusi konflik sebesar Rp. 15.000.000,- 
 Tahun 2024, anggaran resolusi konflik sebesar Rp.   7.500.000,- 
 Tahun 2025, anggaran resolusi konflik sebesar Rp. 75.900.000,- 
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Hasil wawancara dengan Bagian Kelola Sosial, selama ini apabila ada konflik dengan 
masyarakat sekitar, diselesaikan dengan musyawarah dan kekeluargaan dengan 
mengikutsertakan Kepala Desa, Tokoh Adat/Tokoh Masyarakat setempat, serta mengikut 
sertakan pihak Muspika. 

PBPH PT Mutiara Kalja Permai Unit I memiliki lembaga penanganan resolusi konflik yang 
melibatkan para pihak, akan tetapi tidak dilengkapi dengan job description dan belum 
didukung pendanaan sesuai kebutuhan yang pengalokasiannya menurut tahapan 
penyelesaian konflik. 

d. Verifier 4.2.4 : Tersedia rencana resolusi konflik berbasis hasil identifikasi pemetaan konflik 
Bobot : 1 
NILAI : SEDANG 
Uraian Singkat 
Justifikasi 

:  
Pada periode audit Resertifikasi (Tahun 2025), PT Mutiara Kalja Permai Unit I memiliki 
hasil identifikasi potensi konflik yang ada di arealnya meliputi  : 
1. Laporan Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik Semester 1 & 2 PT MKP Unit I 

Tahun 2023, 2024 dan 2025 (semester 1) dan sesusi Perdirjen PHPL P.5 Tahun 
2016 jo lampiran V PermenLHK P.8 Tahun 2021 

2. Rencana Anggaran Resolusi Konflik di areal PT MKP Unit I  sebagai berikut : 
a) Tahun 2020 – 2022, PT Mutiara Kalja Permai Unit I belum membuat anggaran 

secara khusus untuk resolusi konflik 
b) Tahun 2023 sebesar Rp. 15.000.000,-  
c) Tahun 2024 sebesar Rp.   7.500.000,- 
d) Tahun 2025 sebesar Rp. 75.900.000 
 

PBPH PT Mutiara Kalja Permai Unit I memiliki rencana resolusi konflik, berdasarkan hasil 
identifikasi konflik status konflik di areal PT MKP Unit I berada pada kondisi rata-rata 
TERKENDALI/ RENDAH (score antara 37,90 % - 43,43 %). 
 
PBPH PT Mutiara Kalja Permai Unit I telah menyusun sebagian rencana anggaran 
resolusi konflik berbasis hasil identifikasi pemetaan konflik, akan tetapi dalam 
penyusunan rencana resolusi konflik belum melibatkan para pihak. 
 

e. Verifier 4.2.5 : Realisasi pelaksanaan penanganan konflik yang terdokumentasi 
Bobot : 2 
NILAI : SEDANG 
Uraian Singkat 
Justifikasi 
 

: Pada periode Audit Resertifikasi (Tahun 2025), PT Mutiara Kalja Permai Unit I telah  
menyusun beberapa realisasi kronologis penanganan konflik yang ada di arealnya, 
selama periode audit tidak ada konflik yang telah diselesaikan karena berdasarkan hasil 
pemetaan konflik potensi konflik  berada diluar areal PT Mutiara Kalja Permai Unit I (jalan 
koridor KM 0 – KM 36). 
 
Dalam upaya penyelesaian konflik PT Mutiara Kalja Permai Unit I selalu 
mengikutsertakan para pihak Aparat Pemerintah Desa, Tokoh Adat, Tokoh masyarakat 
dan Muspika setempat.  
 
PBPH PT Mutiara Kalja Permai Unit I telah menyusun realisasi kronologis penanganan 
konflik berupa kegiatan Identifikasi, Patroli, sosialisasi dan perbaikan jalan desa binaan, 
akan tetapi PT Mutiara Kalja Permai Unit I belum membuat laporan secara periodik 
setiap semester (6 bulanan) dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang. 
 

Nilai Kinerja 
Indikator 4.2 

: ( 14 / 21 ) x 100 %  = 66,67 % (SEDANG) 

 
3. Indikator 4.3 : Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil 

antar para pihak 
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a. Verifier 4.3.1 : Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat 
setempat yang terlibat, tergantung, dan terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan 
SDH oleh pemegang PBPH 

Bobot : 1 
NILAI : SEDANG 
Uraian Singkat 
Justifikasi 

: Dokumen/laporan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat 
setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH PT 
Mutiara Kalja Permai Unit I meliputi : 
a) Peta Sebaran Desa di sekitar areal IUPHHK-HA PT MKP Unit I skala 1 : 100.000, 

sebagian besar areal PT MKP Unit I masuk wilayah desa Muara Tiq dan Muara 
Belinau Kec. Tabang 

b) Laporan Pemetaan Identifikasi Konflik PT Mutiara Kalja Permai Unit I, terdapat 
informasi pemanfaatan HHBK oleh masyarakat sekitar di jalan koridor PT MKP Unit 
I, perladangan, perburuan dan penambangan emas. 

c) Revisi RKUPH PT Mutiara Kalja Permai Unit I periode tahun 2016 - 2025, sesuai 
SK. KemenLHK Nomor : 8100 Tahun 2024, tanggal 4 Juni 2024, memuat informasi 
terkait rencana kegiatan operasional PT MKP Unit I jangka panjang (termasuk 
kegiatan kelestarian fungsi sosial) dan desa-desa yang ada di sekitar areal PT MKP 
Unit I. 

d) RKTPH PT Mutiara Kalja Permai Unit I Tahun 2021 – 2025, terdapat informasi 
rencana dan realiasasi kegiatan operasional PT MKP Unit I tahun berjalan 

e) BAST Kegiatan Kelola Sosial PT Mutiara Kalja Permai Unit I Tahun  2021 - 2025 
(sesuai kegiatannya), termasuk pembayaran Fee Produksi. 

f) Kerjasama Perakitan dan Penarikan Rakit PT Mutiara Kalja Permai Unit I dengan 
warga sekitar areal  

g) Pemanfaatan Tenaga kerja lokal PT Mutiara Kalja Permai Unit I Tahun 2022 – 2025, 
tersedia lengkap.  

h) Belum tersedia dokumen/laporan terkait dampak sosial yang timbul akibat 
kegiatan operasional PT Mutiara Kalja Permai Unit I  terhadap masyarakat sekitar 
areal. 

i) Belum tersedia dokumen/laporan terkait pemanfaatan HHBK oleh masyarakat 
sekitar di areal PT Mutiara Kalja Permai Unit I (seperti mencari emas, berburu dan 
situs) 

 
PBPH PT Mutiara Kalja Permai Unit I memiliki dokumen/laporan, data dan informasi 
masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, 
terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH oleh pemegang PBPH, namun terdapat 
beberapa dokumen tidak diperbaharui dalam lima tahun terakhir (terutama informasi  
pemanfaatan HHBK oleh masyarakat sekitar lokasi aktifitas oleh masyarakat, serta 
dampak sosial akibat  kegiatan operasional PT Mutiara Kalja Permai Unit I terhadap 
masyarakat sekitar areal. 
 

b. Verifier 4.3.2 : Ketersediaan mekanisme peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat 
hukum adat dan/atau masyarakat setempat 

Bobot : 1 
NILAI : SEDANG 
Uraian Singkat 
Justifikasi 

: PBPH PT Mutiara Kalja Permai Unit I memiliki kebijakan/prosedur terkait peningkatan 
peran serta ekonomi masyarakat yang tertuang dalam  : 

1. SPO Pembinaan Masyarakat Desa Hutan  (No. Dok. SO-4-01 Rev.-) tanggal 25 
Mei 2016, dibuat oleh Prihatini Hayati S., diperiksa oleh Yongki K., dan disetujui 
oleh Direktur 
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2. SPO Pembuatan Perjanjian dengan Masyarakat  (No.Dok. SO-4-02 Rev.0) tanggal 
25 Mei 2016, dibuat oleh Prihatini Hayati S., diperiksa oleh Yongki K., dan disetujui 
oleh Direktur 

3. SPO Akses Masyarakat Terhadap Hutan (No.Dok. SO-4-02 Rev.0) tanggal 25 Mei 
2016, dibuat oleh Prihatini Hayati S., diperiksa oleh Yongki K., dan disetujui oleh 
Direktur 

4. SPO Pembayaran Dana Kompensasi (No.Dok. SO-6-5 Rev.0) Februari 2023, 
dibuat oleh Prihatini Hayati S., diperiksa oleh Yongki K., dan disetujui oleh Direktur 

Prosedur yang ada memiliki sistimatika mencakup : pengertian; sasaran dan tujuan; 
penanggung jawab; ketentuan umum; prosedur kerja/urutan kerja; hasil kegiatan dan 
waktu kegiatan. 

Hasil telaahan terhadap SOP yang tersedia, SOP tersebut belum mencantumkan 
Referensi/Acuan Peraturan yang berlaku/terbaru.  

PBPH PT Mutiara Kalja Permai Unit I belum memiliki prosedur/SOP terkait peningkatan 
aktifitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/ atau masyarakat setempat 
(seperti : kerjasama kemitraan dan atau koperasi), yang telah direncanakan dalam 
dokumen revisi RKUPH 

Hasil telaahan terhadap SOP yang tersedia, PT Mutiara Kalja Permai Unit I memiliki 
mekanisme terkait peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi produktif masyarakat 
telah disosialisasikan kepada masyarakat setempat, namun tidak lengkap. 

c. Verifier 4.3.3 : Keberadaan dokumen rencana pemegang PBPH yang memuat upaya 
peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau 
masyarakat setempat 

Bobot : 1 
NILAI : SEDANG 
Uraian Singkat 
Justifikasi 

: PBPH PT Mutiara Kalja Permai Unit I memiliki dokumen rencana yang memuat upaya 
peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat 
setempat tertuang dalam : 

1. Revisi RKUPH PT MKP Unit I periode tahun 2016 - 2025, sesuai SK. KemenLHK 
Nomor : 8100 Tahun 2024, tanggal 4 Juni 2024, dalam dokumen tersebut terdapat 
informasi terkait rencana kegiatan operasional PT MKP Unit I (termasuk kegiatan 
kelestarian fungsi sosial) dan desa-desa yang ada di sekitar areal PT MKP Unit I 

2. Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH) Tahun 2021 – 2025, RKTPH 
Tahun 2020 dan 2023,  tidak tersedia 

3. Rencana Operasional Kelola Sosial PT MKP Unit I Tahun 2021 - 2025, sedang RO 
tahun 2020 dan 2023 tidak ada rencana kegiatan di lapangan 

4. Kesepakatan terkait Fee Kompensasi/ Dana Pembangunan desa dan kegiatan 
kelola sosial lainnya dengan desa binaan PT MKP Unit I 

5. Kerjasama Perakitan dan Penarikan Rakit antara PT MKP Unit I dengan 
masyarakat sekitar 

Hasil telaahan terhadap dokumen rencana Kegiatan Kelola Sosial PT MKP Unit I yang 
terdapat dalam Dokumen RKUPH, RKTPH dan Rencana Operasional Kelola Sosial yang 
dilaksanakan pada tahun berjalan, masih belum sinkron/sesuai antara rencana jangka 
panjang dalam RKU dengan rencana yang ada dalam RKT maupun Rencana 
Operasional (RO) Kelola Sosial. 

Desa binaan dan rencana kegiatan kelola sosial dalam dokumen RKU, RKT dan 
RO/realisasi sebagai berikut (tidak sama) : 

RKUPH RKTPH 2024 RKTPH 2025 RO dan Realisasi 
Desa Binaan: 
- Muara Belinau 
- Muara Tiq 

- Muara Tiq 
- Muara Belinau 

- Muara Tiq 
- Sidomulyo 

- Muara Tiq 
- Sidomulyo 
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- Tabang Lama 
- Muara Tuboq 

- Tabang Lama 
- Muara Tuboq 

- Muara Belinau - Tabang Lama 
- Kampung Baru 

Kegiatan pengembangan usaha : 
- Kemitraan 
- Usaha produktif 
- Kerjasama koperasi 

- Tidak ada - Tidak ada - tidak ada 

PBPH PT Mutiara Kalja Permai Unit I memiliki dokumen rencana pemegang PBPH 
mengenai kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat 
dan/atau masyarakat setempat kurang lengkap dan belum mengakomodir aspirasi 
masyarakat. 

d. Verifier 4.3.4 : Implementasi kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat 
hukum adat dan/atau masyarakat setempat melalui pengelolaan SDH dan 
peningkatan ekonomi produktif berkelanjutan lainnya 

Bobot : 2 
NILAI : BAIK 
Uraian Singkat 
Justifikasi 
 

: PBPH PT Mutiara Kalja Permai Unit I telah melakukan implementasi kegiatan 
peningkatan ekonomi produktif masyarakat yang tertuang dalam : 

- Program peningkatan ekonomi dalam kegiatan sosial belum ada, atau 0 % ( kegiatan 
berupa bantuan) 

- Penyerapan tenaga kerja lokal Tenaga kerja lokal : 

a) Tahun 2023 sebesar 52,91 % (ada 18 orang dari 34 karyawan 
b) Tahun 2024 sebesar 46,43 % ( ada 13 orang dari 28 karyawan) 
c) Tahun 2025 sebesar 10,71 % (ada 15 orang dari 140 karyawan) 

        Rata-rata sebesar = 36,68 % 

- Kontraktor Perakitan ada 1 kontraktor berasal dari lokal, atau 100 % 
- Kemitraan dengan masyarakat/koperasi masih belum ada, atau sebesar 0 % 
- Pembayaran Fee kompensasi dibayar sesuai kesepakatan. 

 
Sehingga persentase kegiatan peningkatan ekonomi masyarakat oleh PT Mutiara Kalja 
Permai Unit I  sebesar : 

                             ( 0 + 36,68 + 100 + 0 ) % : 4 = 34,17 % (< 50 %) 
 
Implementasi kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat 
dan/atau masyarakat setempat melalui pengelolaan SDH dan peningkatan ekonomi 
produktif berkelanjutan lainnya, mencapai antara 34,17 % (< 50%) dari rencana, tersedia 
rekamannya dan dapat dibuktikan kesesuaiannya di lapangan. 
 

Nilai Kinerja 
Indikator 4.3 

 ( 10 / 15 ) x 100 %  = 66,67 % (SEDANG) 

 
4. Indikator 4.4 : Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan 

perundangan yang berlaku 
a. Verifier 4.4.1 : Identifikasi kebutuhan masyarakat dan program tanggung jawab sosial dan 

lingkungan Pemegang PBPH 
Bobot : 2 
NILAI : BAIK 
Uraian Singkat 
Justifikasi 

: PBPH PT Mutiara Kalja Permai Unit I memiliki dokumen/laporan hasil identifikasi 
kebutuhan masyarakat sekitar dan program tanggung jawab sosial & lingkungan 
meliputi:  

 Pembayaran fee produksi/ dana pembangunan desa sesuai kesepakatan 

 Bantuan BBM solar untuk penerangan desa Muara Tiq 
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 Perbaikan jalan menuju desa binaan /jalan tani  

 Bantuan lainnya sesuai usulan/proposal dari masyarakat. 

PT Mutiara Kalja Permai Unit I memiliki dokumen/ laporan hasil identifikasi kebutuhan 
masyarakat sekitar dan program tanggung jawab sosial & lingkungan yang prosesnya 
melibatkan masyarakat desa terdampak dan/atau pihak terkait lainnya, melalui forum 
komunikasi/ konsultasi/ koordinasi, dan telah disepakati program prioritasnya. 

 
b. Verifier 4.4.2 : Ketersediaan dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan 

pemegang PBPH sesuai ketentuan 
Bobot : 1 
NILAI : SEDANG 
Uraian Singkat 
Justifikasi 

: Pada periode audit Resertifikasi (Tahun 2025), PT Mutiara Kalja Permai Unit I memiliki 
dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan yang mencakup sebagian 
program prioritas sasaran yang jelas dukungan SDM, sarana prasarana PBPH dan 
anggaran dan didasarkan hasil identifikasi tertuang dalam dokumen : 
 
 Revisi RKUPH PT MKP Unit I Periode Tahun 2016 - 2025  
 RKTPH PT MKP Unit I Tahun 2021, 2022, 2024 dan 2025 
 RKTPH tahun 2020 & 2023, tidak tersedia (tidak terbit) 
 Rencana Operasional Kelola Sosial PT MKP Unit I Tahun 2021- 2025, sedang RO 

Tahun 2020 tidak terdapat rencana kegiatan kelola sosial  
 Kesepakatan terkait Fee Kompensasi/ dana pembangunan desa dan kegiatan 

kelola sosial lainnya dengan desa binaan 
 Kerjasama Perakitan dan Penarikan Rakit antar PT MKP Unit I dengan masyarakat 

sekitar 
 
Hasil telaahan terhadap dokumen yang tersedia, terdapat perbedaan antara rencana 
kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan yang terdapat dalam dokumen RKUPH dan 
RKTPH. Dalam RKUPH terdapat rencana kerjasama  dengan koperasi, namun dalam 
RKT/ RO tidak terdapat rencana tersebut (pada tahun 2020 & 2023 tidak ada dokumen 
RKT PH karena pada tahun tersebut ada wabah Covid dan proses penyusunan RKU PH 
PT MKP Unit I) 
 
Hasil wawancara dengan bagian kelola sosial & wakil masyarakat sekitar pada saata 
acara konsultasi publik tanggal 31 Juli 2025 dan wawancara langsung, diperoleh 
informasi bahwa masyarakat telah mendapatkan sosialisasi terkait identifikasi kebutuhan 
dan program tanggung jawab sosial dari PT MKP Unit I, namun baru sebagian yang telah 
diimplementasikan (tahun 2020 dan 2023 tidak ada RKT) 
 
PBPH PT Mutiara Kalja Permai Unit I memiliki dokumen rencana kerja tanggung jawab 
sosial dan lingkungan yang mencakup sebagian program prioritas sasaran yang jelas 
dukungan SDM, sarana prasarana PBPH dan anggaran dan didasarkan hasil identifikasi. 
 

c. Verifier 4.4.3 : Ketersediaan mekanisme implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan 
oleh pemegang PBPH 

Bobot : 1 
NILAI : SEDANG 
Uraian Singkat 
Justifikasi 

: Pada periode audit Resertifikasi (Tahun 2025), PT Mutiara Kalja Permai Unit I memiliki 
mekanisme terkait implementasi tanggung jawab perusahaan kepada sosial dan 
lingkungan antara lain : 

a) SPO Pembinaan Masyarakat Desa Hutan  (No. Dok. SO-4-01 Rev.-) tanggal 25 Mei 
2016, dibuat oleh Prihatini Hayati S., diperiksa oleh Yongki K., dan disetujui oleh 
Direktur 
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b) SPO Pembuatan Perjanjian dengan Masyarakat  (No.Dok. SO-4-02 Rev.0) tanggal 
25 Mei 2016, dibuat oleh Prihatini Hayati S., diperiksa oleh Yongki K., dan disetujui 
oleh Direktur 

c) SPO Akses Masyarakat Terhadap Hutan (No.Dok. SO-4-02 Rev.0) tanggal 25 Mei 
2016, dibuat oleh Prihatini Hayati S., diperiksa oleh Yongki K., dan disetujui oleh 
Direktur 

d) SPO Pembayaran Dana Kompensasi (No.Dok. SO-6-5 Rev.0) Februari 2023, 
dibuat oleh Prihatini Hayati S., diperiksa oleh Yongki K., dan disetujui oleh Direktur 

Prosedur yang ada memiliki sistimatika yang  mencakup : pengertian; sasaran dan tujuan; 
penanggung jawab; ketentuan umum; prosedur kerja/urutan kerja; hasil kegiatan dan 
waktu kegiatan. 
Hasil telaahan terhadap SOP yang tersedia, SOP tersebut  belum dilengkapi dengan 
referensi/acuan peraturan yang terbaru serta belum mengakomodir implementasi 
tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan terhadap masyarakat sekitar seperti 
: pemberdayaan masyarakat melalui kerjasama kemitraan atau kerjasama dengan 
koperasi sesuai dengan rencana yang tercantum dalam dokumen RKUPH. 
 
PBPH PT Mutiara Kalja Permai Unit I memiliki mekanisme implementasi tanggung jawab 
perusahaan kepada sosial dan lingkungan yang menjamin terlaksananya program 
prioritas memuat tugas dan tanggung jawab para pihak sesuai ketentuan, namun belum 
lengkap dan belum mengacu pada ketentuan dan perundangan yang berlaku 
(PermenLHK P.9 Tahun 2021, SK MenLHK nomor 285 Tahun 2024). 
 

d. Verifier 4.4.4 : Kegiatan sosialisasi program prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan 
oleh pemegang PBPH 

Bobot : 2 
NILAI : SEDANG 
Uraian Singkat 
Justifikasi 

: Pada periode audit Resertifikasi (Tahun 2025), PT Mutiara Kalja Permai Unit I telah 
melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat sekitar dengan bukti : 

1. Berita Acara Sosialisasi Visi dan Misi, RKT 2021, Batas Areal Kerja dan Kawasan 
Lindung Kepada Masyarakat Desa Muara Belinau tanggal 12 Januari 2021 yang 
dihadiri oleh 25 orang 

2. Berita Acara Sosialisasi Visi dan Misi, RKT 2021, Batas Areal Kerja dan Kawasan 
Lindung Kepada Masyarakat Desa Muara Tiq tanggal 9 Januari 2021 yang dihadiri 
oleh 27 orang 

3. Berita Acara Sosialisasi Visi dan Misi, RKT 2022, Batas Areal Kerja dan Kawasan 
Lindung Kepada Masyarakat Desa Muara Tiq tanggal 15 Januari 2022 yang dihadiri 
oleh 7 orang  

4. Berita Acara Sosialisasi Visi dan Misi, RKT 2022, Batas Areal Kerja dan Kawasan 
Lindung Kepada Masyarakat Desa Sidomulyo tanggal 18 Januari 2022 yang 
dihadiri oleh 5 orang 

5. Berita Acara Sosialisasi Visi dan Misi, RKT 2022, Batas Areal Kerja dan Kawasan 
Lindung Kepada Masyarakat Desa Umaq Tukung tanggal 20 Januari 2022 yang 
dihadiri oleh 6 orang 

6. BA Sosialisasi Visi dan misi, RKT 2024, Batas Areal Kerja dan Kawasan Lindung 
Kepada Masyarakat Desa Muara Tiq PBPH PT Mutiara Kalja Permai Unit I, tanggal 
11 September 2024 (peserta 16 orang) 

7. BA Sosialisasi Visi dan misi, RKT 2024, Batas Areal Kerja dan Kawasan Lindung 
Kepada Masyarakat Desa Sidomulyo PBPH PT Mutiara Kalja Permai Unit I, tanggal 
11 September 2024 (peserta 18 orang) 
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8. BA Sosialisasi Visi dan misi, RKT 2025, Batas Areal Kerja dan Kawasan Lindung 
Kepada Masyarakat Desa Muara Tiq PBPH PT Mutiara Kalja Permai Unit I, tanggal 
20 Februari 2025 (peserta 23 orang) 

BA Sosialisasi Visi dan misi, RKT 2024, Batas Areal Kerja dan Kawasan Lindung Kepada 
Masyarakat Desa Sidomulyo PBPH PT Mutiara Kalja Permai Unit I, tanggal 20 Februari 
2025 (peserta 12 orang). 

Hasil wawancara dengan wakil masyarakat sekitar pada saat konsultasi publik dan 
wawancara langsung, diperoleh informasi bahwa PT MKP Unit I telah melakukan 
sosialisasi kepada masyarakat terdampak, namun tidak dilakukan secara rutin serta 
belum disampaikan program prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan PT MKP 
Unit I kepada masing-masing desa binaan. 

PBPH PT Mutiara Kalja Permai Unit I  telah melakukan kegiatan sosialisasi kepada 
masyarakat sekitar terkait program prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan dan 
tersedia sebagian bukti proses, serta hasil sosialisasinya terdokumentasi secara 
lengkap. 

e. Verifier 4.4.5 : Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang 
PBPH 

Bobot : 2 
NILAI : SEDANG 
Uraian Singkat 
Justifikasi 
 

: Pada periode Audit Resertifikasi (Tahun 2025), PT Mutiara Kalja Permai Unit I memiliki 
rencana dan realisasi kegiatan Kelola Sosial sebagai berikut : 
 
Rencana dan realisasi kegiatan kelola sosial PT MKP Unit I tahun 2020 – 2025 
 

No. Tahun Rencana 
(Rp.) 

Realisasi 
(Rp.) 

Keterangan 

1 2020 0 0 Tidak ada RKT 
2 2021 *) 1.730.000.000 1.440.603.000 83,27 % 
3 2022 *) 1.940.000.000 1.551.947.000 79,99 % 
4 2023 197.500.000 185.250.000 93,79 % 
5 2024 46.000.000 45.500.000 98,91 % 
6 2025 *) 1.326.000.000 592.507.000 44,68 % (sd Juni) 

Note : termasuk fee kompensasi produksi 
 
PBPH PT Mutiara Kalja Permai Unit I memiliki realisasi pelaksanaan tanggung jawab 
sosial dan lingkungan yang dapat dibuktikan di lapangan, dan belum seluruhnya 
dilaporkan ke instansi yang berwenang (Dinas Kehutanan Prov. Kaltim terdapat bukti 
tanda terima). 
 

 Kegiatan Kelola Sosial PT MKP Unit I Tahun 2021 - 2025 meliputi : 
a) Honor Perangkat Desa/operasional desa (4 desa) : Muara Tiq, Sidomulyo, 

Umaq Tukung, Tabang Lama dan Umaq Dian 
b) Bantuan BBM desa Muara Tiq (listrik) 
c) Dana Pembangunan Desa Sidomulyo (Rp. 50 Jt/thn) 
d) Dana Pembangunan Desa Umaq Tukung (20 jt) dan Umaq Dian (15 jt) 
e) Bantuan kegamaan dan HUT RI 
f) Kerjasama Perakitan & Penarikan rakit dengan masyarakat  
g) Pemanfaatan tenaga kerja lokal rata-rata 36,68 % 

 
Realisasi pelaksanaan tanggung jawab PT  MKP Unit I  tahun 2021 -  2024, rata-rata 
sebesar  88,99 %, kegiatan kelola sosial sebagian besar berupa fee kompensasi dan 
bantuan dana operasional desa, belum ada kegiatan terkait peningkatan ekonomi 
produktif sesuai yang ada dalam dokumen RKUPH (kerjasama pola kemitraan). 
 
PBPH PT Mutiara Kalja Permai Unit I telah menyusun laporan realisasi kegiatan kelola 
sosial yang dibuat setiap semester, dan sebagian telah dilaporkan kepada instansi 
terkait.  
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Rekap Pembayaran Fee Produksi PT MKP Unit I tahun 2020 - 2025 
 

Tahun Volume 
 

Desa Jumlah 
(Rp) 

Keterangan 
 

2020 - - - Rp. 20.000 /m³ 
2021 66.911,42 Muara Tiq 1.338.228.360 Ada bukti 
2022 31.166,15 M. Belinau 623.323.000 Ada bukti 

9.125,00 Muara Tiq 182.500.000 Ada bukti 
2023 - - -  
2024 - - -  
2025 15.800,28 Tbg Lama 63.201.120  

Muara Tiq 316.005.600 24/3/2025 
Total 123.002,85  2.523.258.080  

 
 

Nilai Kinerja 
Indikator 4.4 

 ( 18 / 24 ) x 100 % = 75,00 % (SEDANG) 

 
5. Indikator 4.5 : Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga 

Kerja 
a. Verifier 4.5.1 : Ketersediaan sarana hubungan industrial 

Bobot : 1 
NILAI : BAIK 
Uraian Singkat 
Justifikasi 

: PBPH PT Mutiara Kalja Permai Unit I memiliki dokumen sarana hubungan industrial 
terhadap karyawannya tertuang dalam :  

 Peraturan perusahaan PT MKP Unit I periode 2023 - 2025 yang telah disahkan 
Kepala  Disnakertrans Prov. Kalimantan Timur Nomor : 500.15.12.1/4673/B.PHI & 
Jamsostek/2023 tanggal  02 Oktober 2023 dengan masa berlaku sampai 1 Oktober 
2025, dan dilengkapi BA Sosialisasi PP kepada karyawannya pada tanggal 2 
Oktober 2023 (peserta 12 orang) 

 Di Lingkungan PT MKP Unit I belum terbentuk Serikat Pekerja namun terdapat 
Surat Keputusan Direktur Utama PT MKP Unit I Nomor : 11/SE/MKPI-Dirut/II/2024 
tanggal 23 Februari 2024 Tentang Direksi PT MKP Unit I memberikan kebebasan 
terhadap karyawan dan karyawati di lingkungan PBPH untuk 
mendirkan/membentuk Serikat Pekerja/Serikat Buruh. 

 PT Mutiara Kalja Permai Unit I memiliki SOP Hubungan Industrial (No. Dok. SO-6-
07) tanggal terbit 21 April 2025, yang mengatur hubungan antara karyawan dan 
perusahaan 

 PT Mutiara Kalja Permai Unit I memiliki lembaga LKS Bipartit yang didaftarkan ke 
Disnaker Kota Samarinda dengan nomor : 568/430/100.04 tanggal 21 Juli 2025 
tentang Tanda Bukti Pencatatan LKS Bipartit PT MKP Unit I 

 PT Mutiara Kalja Permai Unit I telah menjadi anggota APHI dengan  nomor peserta 
: 508 

 PT Mutiara Kalja Permai Unit I memiliki dokumen Wajib Lapor Ketenagakerjaan 
tahun 2024, yang disampaikan kepada instansi terkait (bukti tanda terima pada 
tanggal 22 Januari 025). 

 Terdapat contoh SPK karyawan PT Mutiara Kalja Permai Unit I an.YI dan RR, telah 
sesuai dengan peraturan yang berlaku 

 Tidak ada karyawan dibawah umur dimana karyawan termuda an. Rangga 
Raharja Adisaputra pada saat masuk kerja berumur 19 tahun dan 7 bulan. 

 Peraturan perundang- undangan ketenagakerjaan. 
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PT Mutiara Kalja Permai Unit I memiliki peraturan perundang-undangan 
ketenagakerjaan sesuai ketentuan yang berlaku. 

Hasil wawancara dengan wakil karyawan PT Mutiara Kalja Permai Unit I (an. KIS dan 
HEN), diperoleh informasi bahwa PT MKP Unit I memiliki dokumen sarana hubungan 
industrial yang legal & lengkap, dan telah diimplementasikannya. 

PBPH PT Mutiara Kalja Permai Unit I memiliki dokumen terkait sarana hubungan 
industrial yang legal, akan tetapi telah memiliki mekanisme penyelesaian perselisihan 
hubungan industrial yang disepakati. 

b. Verifier 4.5.2 : Implementasi kebijakan standar jenjang karier 
Bobot : 1 
NILAI : SEDANG 
Uraian Singkat 
Justifikasi 

: PBPH PT Mutiara Kalja Permai Unit I memiliki mekanisme terkait standar jenjang karir 
yang dituangkan dalam Peraturan Perusahaan (PP) PT MKP Unit I Periode Tahun 2023 
- 2025, Bab VI Pasal 21 (Penilaian Prestasi Kerja) 

Rincian implementasi jenjang karir PT MKP Unit I sebagai berikut : 

Tahun 2022 : 

 Terdapat implementasi jenjang karir berupa perubahan status karyawan dari PKWT 
menjadi karyawan Tetap (PKWTT) 

Tahun 2023 :  

 Tidak ada implementasi jenjang karir disebabkan tidak ada kegiatan operasional di 
lapangan (vakum). 

Tahun 2024 :  

 Tidak ada implementasi jenjang karir, proses penyusunan Revisi RKUPH dan 
RKTPH, perusahaan baru beroperasi kembali pada bulan September 2024 setelh 
sebelumnya tidak operasi 

Tahun 2025 :  

 SK Manager Camp Nomor : 27/BC/IV/2025 tanggal 14 April 2025 tentang promosi 
karyawan an. Kisman menjadi Kasi Persemaian  

Telahaan terhadap struktur organisasi PT MKP Unit I, masih ditemukan perangkapan 
jabatan oleh satu orang dan masih terdapat kekurangan Ganis Kurpet dan Ganis 
Nenhut. 

Karyawan PT Mutiara Kalja Permai Unit I sebagian besar berstatus sebagai karyawan 
kontrak (PKWT) 

Hasil telahaan terhadap dokumen yang tersedia, PT Mutiara Kalja Permai Unit I memiliki  
kebijakan  standar jenjang karier yang berbasis kompetensi (pengetahuan, ketrampilan, 
sikap kerja), dan telah diterapkan sebagian pada perubahan status dari PKWT 
menjadi PKWT, serta masih ditemukan perangkapan jabatan. 

Hasil telahaan terhadap dokumen yang tersedia, PT Mutiara Kalja Permai Unit I memiliki  
kebijakan  standar jenjang karier yang berbasis kompetensi (pengetahuan, ketrampilan, 
sikap kerja), dan telah diterapkan sebagian (50 %) pada perubahan status karyawan 
dari PKWT menjadi PKWTT, serta masih ditemukan perangkapan jabatan. 

c. Verifier 4.5.3 : Pengembangan kompetensi SDM untuk mendukung jenjang karier 
Bobot : 2 
NILAI : SEDANG 
Uraian Singkat 
Justifikasi 

: PBPH PT Mutiara Kalja Permai Unit I memiliki mekanisme terkait Pengembangan 
kompetensi SDM untuk mendukung jenjang karier yang dituangkan dalam Peraturan 
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Perusahaan (PP) PT Mutiara Kalja Permai Unit I Periode Tahun 2023 - 2025, Bab VI 
Pasal 22 (Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia)  

PBPH PT Mutiara Kalja Permai Unit I memiliki rencana dan realisasi pengembangan 
kompetensi SDM untuk mendukung jenjang karir karyawan melalui pelatihan, sebagai 
berikut : 
1. Tahun 2020 rencana 0 orang dan realisasi 0 orang, atau mencapai 0 % (Covid) 
2. Tahun 2021/2022, rencana 47 orang dan realisasi 47 orang, atau mencapai 

100 % 
3. Tahun 2023, rencana 7 orang dan realisasi 7 orang, atau mencapai 100 % 
4. Tahun 2024, rencana 8 orang dan realisasi 6 orang, atau mencapai 75 % 
5. Tahun 2025, rencana 9 orang dan realisasi 9 orang, atau mencapai 100 % 
 
Berdasarkan uraian tersebut PT Mutiara Kalja Permai Unit I telah merealisasikan 
pengembangan kompetensi SDM untuk pemenuhan kompetensi dan kebutuhan promosi, 
untuk tahun 2020 sampai Tahun 2025, dengan rata - rata 93,75 % 

PBPH PT Mutiara Kalja Permai Unit I memiliki pengembangan kompetensi SDM untuk 
pemenuhan kompetensi pada jenjang karir atau kebutuhan promosi, dan terealisasi rata-
rata sebesar 93,75 %, akan tetapi masih terdapat kekurangan Ganis Kurpet dan 
Nenhut, dan pelatihan yang direncanakan belum sesuai dengan kebutuhan 
perusahaan. 

d. Verifier 4.5.4 : Pemenuhan hak – hak kesejahtraan karyawan 
Bobot : 2 
NILAI : BAIK 
Uraian Singkat 
Justifikasi 
 

: Kebijakan PT Mutiara Kalja Permai Unit I dan pemenuhan terhadap hak-hak 
kesejahteraan karyawan PT MKP Unit I meliputi : 
a) Peraturan perusahaan PT MKP Unit I periode 2023 - 2025, Bab VII-VIII Pasal 23 - 

29 
b) SK Gubernur Kalimantan Timur nomor : 100.3.3.1/K.838 /2023 tanggal 30 

November 2023 tentang Upah Minimum Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 
2024, sebesar Rp 3.536.506,28.   

c) SK Gubernur Kalimantan Timur nomor : 100.3.3.1/K.557 /2024 tanggal 15 
Desember 2024 tentang Upah Minimum Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 
2025, sebesar Rp 3.766.379,19. 

d) Contoh Slip Gaji karyawan terendah an. HP, HP, JER dan RR, gaji yang diterima 
karyawan dan tunjangan lainnya diatas UMK Kab. Kutai Kartanegara yang 
berlaku, serta pembayaran lancar setiap akhir bulan. 

e) Bukti Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan bulan Mei 2025  sebesar Rp. 
8.295.180,- dan bulan Juni 2025 sebesar Rp.9.095.310,- contoh kartu BPJS 
Ketenagakerjaan an. Wahyudi dan Rangga 

f) Bukti Pembayaran BPJS Kesehatan bulan Juni 2025  sebesar Rp. 1.742.332,- dan 
bulan Juli 2025 sebesar Rp.1.952.332,-contoh kartu BPJS Kesehatan an. Abram 
Kandaiyo dan Laurenci Pakabasi 

g) Surat Edaran Direktur Utama Nomor : 09/SE-MKPI-DIRUT/II/2024 tanggal 20 
Februari 2024 tentang Kerjasama antara PT MKP Unit I dengan Puskesmas 
Tabang terkait pengobatan karyawan PT MKP Unit I 

Kondisi Fasilitas kesejahteraan di PT Mutiara Kalja Permai Unit I  Camp KM 56 Camp 
Gunung Botak), secara umum cukup memadai, kondisi kantor, mess karyawan, 
kantin dan fasilitas lainnya  cukup layak dan memadai,  terkait fasilitas kesehatan di 
Camp KM 56  tersedia Klinik Perusahaan dilengkapi 1 (satu) orang Paramedis dan 
apabila perlu rujukan dirujuk di Puskesmas yang ada Kecamatan Tabang (perjalanan 2 
jam). 
Hasil wawancara dengan wakil karyawan (an. KIS & HEN) dan bagian HRD PT MKP Unit 
I diperoleh informasi bahwa, PT Mutiara Kalja Permai Unit I memiliki  kebijakan terkait  
pengupahan, kepesertaan BPJS dan fasilitas karyawan lainnya telah diterapkan sesuai 
standar yang berlaku. 
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Nilai Kinerja 
Indikator 4.5 

 ( 15 / 18 ) x 100 % = 83,33 % (BAIK) 

 
 
Berdasarkan Nilai Kinerja Indikator pada masing-masing aspek, maka TOTAL NILAI KINERJA INDIKATOR yang 
dicapai = 43 dari nilai maksimal yang dapat dicapai = 63 atau sebesar 68,25 % dengan perhitungan sebagai 
berikut : 
 

No. ASPEK Indikator Nilai Kinerja 
Indikator 

Nilai 
Kematangan 

Indikator 

Nilai Kinerja 
Indikator 
Maksimal 

1. PRASYARAT 

1.1 Sedang 2 3 

1.2 Sedang 2 3 

1.3 Sedang 2 3 

1.4 Sedang 2 3 

1.5 Sedang 2 3 

2. PRODUKSI 

2.1 Baik 3 3 

2.2 Sedang 2 3 

2.3 Sedang 2 3 

2.4 Sedang 2 3 

2.5 Sedang 2 3 

2.6 Buruk 1 3 

3. EKOLOGI 

3.1 Sedang 2 3 

3.2 Sedang 2 3 

3.3 Sedang 2 3 

3.4 Sedang 2 3 

3.5 Sedang 2 3 

4. SOSIAL 

4.1 Sedang 2 3 

4.2 Sedang 2 3 

4.3 Sedang 2 3 

4.4 Sedang 2 3 

4.5 Baik 3 3 

Jumlah 43 63 

Total Nilai Kinerja Indikator PHL ( 43 / 63 ) x 100% = 68,25 % 
SEDANG 

 
 
 
 
 
 
4.2  HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN KAYU : 

 

Prinsip 1. 



F1-02.15 Rev.1  
 

Halaman 50 dari 77 
 

Kepastian areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atau Hak Pengelolaan 

1. Verifier 1.1.1. a. : Dokumen legal pemberian PBPH atau hak pengelolaan. 

Nilai : MEMENUHI 

Ringkasan Justifikasi : Berdasarkan verifikasi dokumen legal pemberian PBPH atau hak pengelolaan yang 
dimiliki oleh PT Mutiara Kalja Permai Unit I, maka diketahui bahwa keberadaan dokumen 
tersebut tersedia lengkap sesuai dengan SK PBPH yang diterbitkan oleh Menteri 
Lingkungan Hidup dan  Kehutanan, dengan urutan penerbitan sebagai berikut : 
 
 Terdapat Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor. 

SK.553/Menhut-II/2013 tanggal 2 Agustus 2013  tentang Pemberian Perpanjangan Izin 
Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam PT Mutiara Kalja Permai 
Unit I Atas Areal Hutan Produksi Seluas ±75.120 Hektar di Kabupaten Kutai 
Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur.  SK berlaku sejak tanggal ditetapkan dan 
berlaku surut sejak tanggal 18 Mei 2010 untuk jangka waktu 45 (empat puluh lima) 
tahun. SK IUPHHK-HA PT Mutiara Kalja Permai Unit I ditandatangani oleh Menteri 
Kehutanan; ZULKIFLI HASAN dan Salinan SK sesuai dengan aslinya ditandatangani 
oleh Kepala Biro Hukum dan Organisasi; KRISNA RYA pada Tanggal 2 Agustsus 
2013. 

Adapun masa berlaku SK yaitu sejak tanggal ditetapkan untuk jangka waktu 45 tahun, 
dan berlaku surut sejak tanggal 18 Mei 2010 kecuali apabila sebelumnya diserahkan 
kembali oleh Pemegang Izin yang bersangkutan atau dicabut oleh Menteri Kehutanan 
 
 Terdapat Peta Lampiran SK IUPHHK-HA, yaitu berupa Peta Areal Kerja IUPHHK-HA 

PT Mutiara Kalja Permai Unit I (Perpanjangan) di Kabupaten Kutai Kartanegara 
Provinsi Kalimantan Timur Luas ± 75.120 Ha, Skala Peta 1:100.000.  Peta 
ditandatangani oleh Menteri Kehutanan; ZULKIFLI HASAN dan dicap stempel Menteri 
Kehutanan Republik Indonesia; 

 
 Terdapat Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kahutanan Republik 

Indonesia Nomor: SK.857/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021 tanggal 24 September 
2021 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 
SK.553/MENHUT-II/2013 tanggal 2 Agustus 2013 tentang Perpanjangan izin Usaha 
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam kepada PT Mutiara Kalja Permai 
Unit I atas Areal Hutan Produksi seluas ± 75.120 Hektar di Kabupaten Kutai 
Kartanegara Provinsi KalimantanTimur;                                                                                      

Perubahan yang dibuat dalam dokumen Surat Keputusan Nomor: 
SK.857/MENLHK/SETJEN/HPL.0/ 9/2021 tanggal 24 September 2021 ini adalah merubah 
sepanjang menyangkut nomenklatur menjadi Perizinana Berusaha Pemanfaatan Hutan 
untuk kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu hutan alam. SK ditandatangani oleh Menteri 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan; SITI NURBAYA dan Salinan SK sesuai dengan aslinya 
ditandatangani oleh Plt. Kepala Biro Hukum; MAMAN KUSNANDAR pada Tanggal 24 
September 2021; 
 
Keberadaan dokumen legal pendirian PT MKP Unit I lengkap dan hasil verifikasi 
sebagai berikut : 
 
1. Terdapat Akta pendirian perusahaan dari Notaris M.M.I Wiardi S.H., dengan Nomor : 

42 tanggal 20 Juni 1987 tentang Pendirian “PT Mutiara Kalja Permai Unit I” dan 
disahkan oleh Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia sesuai keputusan 
Nomor : AHU-37616.AH.01.02. Tahun 2009 tanggal 6 Agustus 2009; 

 
2. Terdapat akta perubahan “PT Mutiara Kalja Permai Unit I” Nomor : 03 tanggal 19 Maret 

2025, oleh Notaris Lia Cittawan Nanda Gunawan, S.H, dimana akte perubahan terakhir 
tersebut adalah perubahan peningkatan modal (dari Rp.1.000.000.000,- menjadi 
Rp.15.000.000.000,-) dan pengurus perusahaan. SK Menkumham No. AHU-
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AH.01.03-0098499 dengan daftar perseroan Nomor AHU-0023312.AH.01.02.TAHUN 
2025 tanggal 10 April 2025; 

 
Komposisi saham perusahaan terdiri dari  : 

a. Tn Djohan Tobing : 7.000 Saham; 
b. Tn Sik Ronny Wongso : 2.380 Saham; 
c. Tn Sik Rommy Wongso : 2.240 Saham; 
d. Tn Sik Rudy Wongso : 2.380 Saham; 

 
Komposisi susunan Komisaris dan Direksi : 

a. Komisaris Utama  : Sik Rudy Wongso; 

b. Komisaris : Djohan Tobing; 

c. Direktur Utama : Ir. H. Muhammad Saleh Selamat 

d. Direktur  : Maya Zulfani 
 

3. NPWP No. 01.329.140.6.722.000 atas nama PT Mutiara Kalja Permai Unit I dengan 
alamat Jl. Basuki Rahmat RT.015, Kel. Bugis, Kec. Samarinda Kota-Samarinda, 
Provinsi Kalimantan Timur 

4. Nomor Induk Berusaha (NIB) atas nama PT Mutiara Kalja Permai Unit I, yaitu 
912000129589 tanggal 28 Februari 2019 dan Revisi Ke-1 tanggal 13 Desember 2022 
yang dikeluarkan dari sistem OS dengan KBLI. 

a. 46599 Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Lainnya; 

b. 02121 Pemanfaatan Kayu Hutan Alam. 

 

2. Verifier 1.1.1.b : Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH atau hak pengelolaan (N/A 
jika tidak ada) 

Nilai : Not Applicable (N/A) 

Ringkasan Justifikasi : Bahwa berdasarkan telaah terhadap dokumen Perubahan RKUPH periode 2016-2025 serta 
hasil wawancara terhadap MR (Bp. Ir. H. Muhammad Saleh Selamat), dapat diketahui tidak 
terdapat penggunaan kawasan yang sah diluar kegiatan PBPH PT Mutiara Kalja Permai 
Unit I, sehingga verifier 1.1.1.c tidak dapat diterapkan atau Not Applicable (N/A)  

 

Prinsip 2. 

Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah 

1 Verifier 2.1.1. a. : Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH atau RPKH) dengan 
lampiran- lampirannya. 

Nilai : MEMENUHI 
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Ringkasan Justifikasi : Dokumen RKUPH periode 2026 – 2025 (awal) 

Berdasarkan verifikasi keberadaan dokumen perencanaan jangka panjang, maka diketahui 
bahwa PT MKP Unit I telah memiliki dokumen RKUPH Periode Tahun 2016 s/d 2025 dan 
telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.1381/Menlhk-
PHPL/UHP/HPL.1/4/2016 tanggal 15 April 2016 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha 
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam pada Hutan Hutan Produksi (RKUPHHK-
HA) Berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) periode Tahun 2016 - 2025 
atas nama PT Mutiara Kalja Permai Unit I di Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi 
Kalimantan Timur;  

Dokumen RKUPH PT Mutiara Kalja Permai Unit I dilengkapi lampiran peta Skala 1 : 50.000 
yang dibuat oleh Direktur Utama PT Mutiara Kalja Permai Unit I (Edi Triono, S.Hut) dan 
disetujui di Jakarta oleh  Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (IB Putera 
Parthama, PhD/NIP. 19590502 198603 1 001).  

Dokumen Perubahan RKUPH periode 2016 - 2025 

Pada tahun 2021 terdapat Perubahan RKUPH PERTAMA, yaitu perubahan Blok RKTPH 
pada RKUPH yang telah dilaporkan dan mendapatkan persetujuan dari Direktorat Jenderal 
PHPL melalui Surat No. S.1057/UHP/RKUPHA/HPL.1/12/2020 tgl. 8 Desember 2020 tentang 
Arahan Perubahan Lokasi Blok RKTPH PT Mutiara Kalja Permai Unit I, pada poin 2 
dinyatakan bahwa PT Mutiara Kalja Permai Unit I melaporkan perubahan bloK RKTPH dalam 
RKUPH yang telah disetujui sebagaimana Tabel berikut : 

 
No. 

Urutan Blok Berdasarkan Laporan dan Arahan 
Perubahan Blok RKTPH pada RKUPH Periode 2016 s/d 

2025 

Keterangan 

Tahun Blok RKTPH Luas (Ha) 

1 2016 I 2.414  
2 2017 II 2.384  
3 2018 VI 2.183  
4 2019 IX 2.223  
5 2020 III 2.392  
6 2021 VII 2.376  
7 2022 VIII 2.538  
8 2023 X 2.464  
9 2024 V 2.276 Audited 
10 2025 IV 2.401 Audited 

Sumber : Surat Direktur Utama PT MKP Unit I Nomor : 10/MKP-I/SMD/X/2024 tanggal 28 
Oktober 2024 yang ditujukan kepada Menteri LHK Up. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan 
Lestari di Jakarta 

Pada tahun 2024 terdapat Perubahan KEDUA sesuai Surat Keputusan Menteri Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan Nomor: 8100 Tahun 2024 tanggal 4 Juni 2024 tentang Persetujuan 
Perubahan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan 
Hutan Periode Tahun 2016 – 2025 Atas Nama PT Mutiara Kalja Permai Unit I Propinsi 
Kalimantan Timur; 

SK ditandatangani a.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktur Jenderal 
Pengelolaan Hutan Lestari; ttd. AGUS JUSTIANTO/ NIP. 19630807 198803 1 001.  Salinan 
sesuai aslinya ditanda tangani oleh Kepala Bagian Program, Evaluasi, Hukum dan Kerjasama 
Teknik; Dr. DEDEN NUROCHMAN, SHut. MP. NIP. 19810215 200604 1 002. 

Terdapat dokumen lampiran Peta Perubahan RKUPH-PBPH Berbasis IHMB periode Tahun 
2016 - 2025 skala 1 : 100.000 untuk areal 75.120 Ha, namun sesuai dengan Surat Direktur 
Utama PT MKP Unit I Nomor : 10/MKP-I/SMD/X/2024 tanggal 28 Oktober 2024 tentang 
Permohonan Perubahan Blok RKTPH Pada RKUPH Periode Tahun 2026-2025 PBPH PT 
MKP Unit I Provinsi Kalimantan Timut yang ditujukan kepada Menteri LHK Up. Direktur 
Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari di Jakarta, maka lampiran Peta Perubahan RKUPH atas 
SK. Nomor : 8.100 Tahun 2024 tidak berlaku dan yang diberlakukan sesuai dengan 
Perubahan Pertama RKUPH Tahun 2021 persetujuan dari Direktorat Jenderal PHPL melalui 
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Surat No. S.1057/UHP/RKUPHA/HPL.1/12/2020 tanggal 8 Desember 2020 tentang Arahan 
Perubahan Lokasi Blok RKTPH PT Mutiara Kalja Permai Unit I. 
  
Buku Perubahan RKUPH Periode 2016 s/d 2025 dan lampiran Peta Perubahan 
disusun/dibuat serta ditandatangani oleh GanisPH Perencanaan Hutan, bernama ROHAN 
SOFFIANTO dengan No. Register 01220006804; dan diketahui oleh Direktur Utama PT 
Mutiara kalja Permai Unit I, bernama EDI TRIONO S.Hut.; kemudian disahkan dan 
ditandatangani oleh An. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Plt. Direktur Jenderal 
Pengelolaan Hutan Lestari, bernama DR. Ir. AGUS JUSTIANTO, M.Sc. NIP. 19630807 
198803 1 001. 
Terdapat Penataan Areal Kerja atas Perubahan RKUPH atas nama PBPH PT MKP Unit I 
Periode Tahun 2026 s/d 2025, seperti pada Tabel berikut : 
 

No. Penataan Areal Kerja 

Luas 
Ket 

 (Ha) (%) 

A Kawasan Lindung 4.883 6,50  

1 Hutan Lindung (HL) 576 0,77  

2 Buffer Zone Hutan Lindung (BZ HL) 1.911 2,54  

3 Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN) 600 0,80  

4 Kebun Benih 600 0,80  

5 Swakelola : 1.196 1,59  

 a. Pemanfaatan Jasa Lingkungan 1.196 1,59  

 1) Pemulihan Lingkungan 1.196 1,59  

  Sempadan Sungai 1.196 1,59  

 
2) Penyerapan dan/atau Penyimpanan 

Karbon 
- -  

B Areal Produksi 70.237 93,50  

1 Swakelola 70.087 93,30  
 a.   Pemanfaatan HHK Tumbuh Alami 69.312 92,27  
 1) Berhutan dengan Sistem TPTI 68.019 90,55  

  Areal Tebangan TPTI 67.419 89,75  
  Calon Petak Ukur Permanen 600 0,80  
 2)    Penanaman Non Hutan (Teknik SILIN) 1.293 -1,72  
 b.  Pemanfaatan Jasa Lingkungan - -  

 
1) Penyerapan dan/atau Penyimpanan 

Karbon 
- -  

 c. Sarana Prasarana 775 1,03  

2 Kemitraan Konsesi Pola Agroforestry 150 0,20  

 a. Penanaman jenis karet,sengon, gaharu, 
gmelina, coklat, pinang, jagung dan pepaya 

150 0,20  

 Total 75.120 100.00  

Sumber : RKUPH Periode Tahun 2016 -2025 

Beberapa point utama (pada kolom keterangn) yang disebutkan dalam dokumen SK 
Perubahan RKUPH periode Tahun 2016 s/d 2025 atas nama PBPH PT Mutiara Kalja Permai 
Unit I antara lain : 

1. Penataan Areal Kerja PBPH PT Mutiara Kalja Permai Unit I seluas ± 75.120 Ha terdiri 
atas Kawasan Hutan Lindung seluas ± 4.883 Ha dan Areal Produksi seluas ± 70.237 Ha. 
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2. Jenis kegitan usaha berupa multiusaha kehutanan dengan kegiatan Pemanfaaatan Hasil 
Hutan Kayu Tumbuh Alami (Hutan Alam) dan Pemanfaatan Jasa Lingkungan (kegiatan 
pemulihan lingkungan dan penyerapan dan/atau penyimpanan karbon). 

3. Rencana pemanfaatan hasil hutan kayu alam dengan system silvikultur TPTI dengan 
ketentuan: 

a. Etat luas maksimun ± 23.651 Ha/10 tahun, 

b. Etat volume maksimun sebesar ± 759.460,91 m3/10 tahun, 

c. Terget volume tebangan pada RKTPH agar mengacu kepada hasil Inventarisasi 
Tegakan sebelum Penebangan (ITSP) dengan intensitas sampling sebesar 100%. 

d. Target luas dan volume tebangan yang diberikan dengan memperhatikan rata rata 
realisasi RKUPHHK periode tahun berjalan sebesar 46% dan memperhatikan faktor 
kinerja sebesar 56% dari perhitungan etat volume berdasarkan IHMB, Selengkapnya 
target volume tebangan tahunan yang diberikan Rencana sesuai SK Perubahan 
RKUPH-PBPH periode tahun 2016-2025 seperti pada Tabel berikut : 

No. 
Blok 

RKTPH Luas (Ha) Volume (M3) 
Volume yang diberikan (m3) 
(koreksi factor kinerja 56%) 

1. 2016 2.414 79.075,92 79.075,92 

2. 2017 2.384 83.510,00 83.510,00 

3. 2018 2.392 81.785,76 81.785,76 

4. 2019 2.401 79.117,92 79.117,92 

5. 2020 2.276 80.220,00 80.220,00 

6. 2021 2.183 81.492,88 81.492,88 

7. 2022 2.376 92.470,56 92.470,56 

8. 2023 2.538 87.888,08 87.888,08 

9. 2024 2.223 88.078,00 49.232,68 

10 2025 2.464 79.600,20 44.576,11 

Jumlah 23.651 833.239,32 759.460,91 

 

4. Terdapat Rencana Penanaman Teknik SILIN TPTI seluas ±2.905 Ha/30 tahun atau 
seluas ± 97 Ha/tahun denngan jenis shore leprosula, S.parvifolia, S.Johorensis, S. 
platyclados, S. macrophylla dan S. Stenoptera daur 25 tahun dengan rincian tahun 2024 
seluas 211 Ha dan tahun 2025 seluas 296 Ha; 

 
5. Terdapat kegiatan pemulihan Lingkungan (jasa lingkungan) dilaksanakan di kawasan 

lindung berupa Sempadan Sungai seluas ± 1.196 Ha /10 tahun berupa penanaman non 
hutan seluas ± 101 Ha/10 tahun dan pengayaan pada areal LOA seluas ± 87 Ha/10 
tahun dengan jenis unggulan dan jenis endemic lainnya sedangkan sisanya tidak 
dilakukan kegiatan penanaman/pengkayaan seluas ± 1.008 Ha berupa tubuh air seluas 
± 551 Ha dan tutupan Virgin Forest seluas ± 457 Ha; 

 

Kegiatan pemulihan lingkungan periode Tahun 2016-2025 berupa penanarnan non hutan 
seluas 20 Ha/2 tahun dan pengayaan pada areal LOA seluas 16 Ha/2 tahun dengan rincian 
seperti pada Tabel berikut : 

RKTPH 
Tahun 

Pemulihan Kawasan Lindung 
Penanaman Pengayaaan 

Luas (Ha) Jumlah Bibit 
(Btg) 

Luas (Ha) Jumlah Bibit (Btg) 

2016 0 0 0 0 
2017 0 0 0 0 
2018 0 0 0 0 
2019 0 0 0 0 
2020 0 0 0 0 
2021 0 0 0 0 
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2022 0 0 0 0 
2023 0 0 0 0 
2024 10 4.800 8 960 
2025 10 4.800 8 960 

Jumlah 20 9.600 16 1.920 

 

6. Terdapat Rencana pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) melelaui kemitraan 
kehutanan dengan pola agroforestry, berupa Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (sengon, 
Gmelina) dan Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) berupa penghasil pangan 
(jagung), minyak atsiri (gaharu), getah (karet) dan buah (coklat, pinang, randu, papaya) 
atau jenis lain sesuai kesepakatan masyarakat dan ketentuan perundang-undangan. 

7. Rencana kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan berupa penyerapan dan/atau 
penyimpanan karbon disesuaikan dengan Dokumen Rancangan Aksi Mitigasi 
(DRAM). 

2. Verifier 2.1.2. b. : Dokumen RKUPH/RPKH, RKTPH / RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh 
pejabat yang berwenang, meliputi : 

 Dokumen RKUPH/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/inventar 
isasi hutan dan dilaksanakan oleh tenaga profesional di bidang kehutanan 

 Dokumen RKTPH/RTT yang disusun berdasarkan RKUPH/RPKH dan disahkan 
oleh pejabat yang berwenang. 

 Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut 

Nilai : MEMENUHI 

Ringkasan Justifikasi : Dokumen RKUPH  

Pada periode audit terdapat perubahan KEDUA dokumen RKUPH PBPH PT Mutiara Kalja 
Permai Unit I Periode Tahun 2016 - 2025 dan telah sesuai Surat Keputusan Menteri 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 8100 Tahun 2024 tanggal 4 Juni 2024 tentang 
Persetujuan Perubahan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan Perizinan Berusaha 
Pemanfaatan Hutan Periode Tahun 2016 – 2025 Atas Nama PT Mutiara Kalja Permai Unit I 
Propinsi Kalimantan Timur; 
SK ditandatangani a.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktur Jenderal 
Pengelolaan Hutan Lestari; ttd. AGUS JUSTIANTO/ NIP. 19630807 198803 1 001.  Salinan 
sesuai aslinya ditanda tangani oleh Kepala Bagian Program, Evaluasi, Hukum dan Kerjasama 
Teknik; Dr. DEDEN NUROCHMAN, SHut. MP. NIP. 19810215 200604 1 002. 
Terdapat dokumen lampiran Peta Perubahan RKUPH-PBPH Berbasis IHMB periode Tahun 
2016 - 2025 skala 1 : 100.000 untuk areal 75.120 Ha, namun sesuai dengan Surat Direktur 
Utama PT MKP Unit I Nomor : 10/MKP-I/SMD/X/2024 tanggal 28 Oktober 2024 tentang 
Permohonan Perubahan Blok RKTPH Pada RKUPH Periode Tahun 2026-2025 PBPH PT 
MKP Unit I Provinsi Kalimantan Timut yang ditujukan kepada Menteri LHK Up. Direktur 
Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari di Jakarta, maka lampiran Peta Perubahan RKUPH atas 
SK. Nomor : 8.100 Tahun 2024 tidak berlaku dan yang diberlakukan sesuai dengan 
Perubahan Pertama RKUPH Tahun 2021 persetujuan dari Direktorat Jenderal PHPL melalui 
Surat No. S.1057/UHP/RKUPHA/HPL.1/12/2020 tanggal 8 Desember 2020 tentang Arahan 
Perubahan Lokasi Blok RKTPH PT Mutiara Kalja Permai Unit I, dan Tabel Perubahan Blok 
RKT pada RKUPH Periode Tahun 2026 – 2025 seperti pada Tabel berikut : 
 

 
No. 

Urutan Blok Berdasarkan Laporan dan Arahan Perubahan 
Blok RKTPH pada RKUPH Periode 2016 s/d 2025 

Hasil Observasi 

Tahun Blok RKTPH Luas (Ha) 

1 2016 I 2.414  
2 2017 II 2.384  
3 2018 VI 2.183  
4 2019 IX 2.223  
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5 2020 III 2.392  
6 2021 VII 2.376  
7 2022 VIII 2.538  
8 2023 X 2.464  
9 2024 V 2.276 Sesuai Peta RKU  
10 2025 IV 2.401 Sesuai Peta RKU 

 
 
Dokumen RKTPH 
Pada periode audit terdapat 2 (dua) dokumen yaitu RKTPH Tahun 2024 dan RKTPH Tahun 
2025 dengan uraian sebagai berikut : 
 
1. RKTPH Tahun 2024 
Terdapat dokumen RKTPH PBPH PT Mutiara Kalja Permai Unit I Tahun 2024 yang disusun 
oleh GanisPH Perencanaan Hutan bernama ROHAN SOFFIANTO (No. Reg. 
01220006804), dan Disetujui secara SELF APPROVAL oleh Direktur Utama (EDI TRIONO, 
S.Hut) di Kabupaten Kutai Kartanegara pada tanggal 09 Desember 2025 dengan Nomor : 
SK.12/MKP-I/XII/2024. 
Terdapat target tebangan seluas 2.229 Ha dengan jumlah pohon sebanyak 9.453 batang 
serta volume 44.020,46 M3, dengan rincian seperti Tabel berikut : 
 

No. No. 
Ptk 

Jum 
Phn 

Volume 
(M3) 

No. No. 
Ptk 

Jum 
Phn 

Volume (M3) 

Target Blok/Petak TPTI RKTPH 2024 
1 V-26 365 1.662,96 14 X-19 284 1.398,25 
2 V-27 267 1.289,76 15 X-20 666 3.309,33 
3 V-28 185 897,02 16 X-21 421 1.945,41 
4 W-17 186 827,09 17 X-22 275 1.351,94 
5 W-18 444 2.016,23 18 X-23 257 1.061,12 
6 W-19 425 1.951,56 19 X-24 424 1.860,19 
7 W-20 360 1.616,82 20 X-25 516 2.487,91 
8 W-21 534 2.545,73 21 X-26 105 529,38 
9 W-22 510 2.464,47 22 Y-20 291 1.403,71 
10 W-23 463 2.068,48 23 Y-21 403 1.893,91 
11 W-26 384 1.773,93 24 Y-22 367 1.637,01 
12 W-27 161 776,62 25 Y-23 475 2.141,11 
13 X-18 341 1.609,67 26 Y-24 210 894,55 
    27 Y-25 123 555,66 

Jumlah (I)   9.442 43.969,81 
Target PWH dalam Blok RKTPH 2024  
1 Jalan Utama (0 KM) 0 0 
2 Jalan Cabang (10,69 KM) 101 50,65 
Jumlah (II) 101 50,65 
Jumlah (I + II)/Target Tebangan 9.453 44.020,46 

 
2. RKTPH Tahun 2025 
Terdapat dokumen RKTPH PBPH PT Mutiara Kalja Permai Unit I Tahun 2024 yang disusun 
oleh GanisPH Perencanaan Hutan bernama ROHAN SOFFIANTO (No. Reg. 01220006804), 
dan Disetujui secara SELF APPROVAL oleh Direktur Utama (EDI TRIONO, S.Hut) di 
Kabupaten Kutai Kartanegara pada tanggal 14 Februari 2025 dengan Nomor : SK.02/MKP-
I/II/2025. 
Terdapat 2 (dua) target tebangan, yaitu a) Target Carry Over RKTPH 2025 seluas 1.552 Ha 
dengan jumlah pohon sebanyak 4.396 batang serta volume 20.044,21 M3; dan b) Target 
RKTPH 2025 (Murni) seluas 2.395 Ha dan jumlah pohon sebanyak 13.673 batang serta 
volume sebesar 44.407,05 M3, dengan rincian sebagai berikut : 
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a) Target Carry Over RKTPH 2024 
 

No. No. 
Ptk 

Jum Phn Volume 
(M3) 

No.  No. 
Ptk 

Jum 
Phn 

Volume (M3) 

Target Blok/Petak TPTI RKTPH 2024 (Carry Over) 
1 V-26 264 1.194,03 11 X-23 164 708,75 
2 V-27 189 888,86 12 X-24 293 1.305,73 
3 V-28 140 712,12 13 X-25 351 1.720,36 
4 W-17 126 548,88 14 X-26 73 365,54 
5 W-18 297 1.324,32 15 Y-20 195 964,31 
6 W-19 285 1.339,28 16 Y-21 291 1.358,91 
7 W-26 263 1.773,93 17 Y-22 249 1.105,80 
8 W-27 117 564,76 18 Y-23 334 1.491,55 
9 X-18 229 1.070,62 19 Y-24 155 681,59 
10 X-19 194 975,01 20 Y-25 96 429,91 

Jumlah (I)   4.305 19.998,57 
Target PWH dalam Blok RKTPH 2024 (Carry Over) 
1 Jalan Utama (0 KM) 0 0 
2 Jalan Cabang (8,86 KM) 91 45,64 
Jumlah (II) 91 45,64 
Jumlah (I + II)/Target Tebangan 4.396 20.044,21 

 
b) Target RKTPH 2025 (Murni) 

 
No. No. 

Ptk 
Jum 
Phn 

Volume 
(M3) 

No. No. 
Ptk 

Jum Phn Volume (M3) 

Target Blok/Petak TPTI RKTPH 2025 (Murni) 
1 U-23 484 1.501,36 13 S-23 424 1.302,52 
2 U-22 643 2.204,65 14 S-22 772 2.555,36 
3 U-21 407 1.366,29 15 W-25 699 2.364,67 
4 U-20 384 1.282,36 16 W-24 367 1.234,08 
5 T-25 245 797,45 17 V-25 251 857,67 
6 T-24 205 690,19 18 V-25 1.064 3.350,70 
7 T-23 403 1.308,55 19 V-25 973 3.306,23 
8 T-22 638 2.046,52 20 V-25 631 2.119,62 
9 T-21 579 1.196,80 21 V-25 923 3.071,69 
10 T-20 355 1.162,27 22 V-25 1.076 3.550,60 
11 S-25 348 1.196,80 23 U-25 423 1.434,25 
12 S-24 606 1.935,69 24 U-24 520 1.719,28 

Jumlah (I)   13.400 44.328,12 
Target PWH dalam Blok RKTPH 2025 (Murni) 
1 Jalan Utama (4,15 KM) 0 0 
2 Jalan Cabang (6,29 KM) 273 78,93 
Jumlah (II) 273 78,93 
Jumlah (I + II)/Target Tebangan 13.673 44.407,05 
Grand Total (C.Over + Murni) 18.069 64.451,26 

 

GanisPH Canhut 

Berdasarkan verifikasi  dokumen perencanaan yang tersedia yaitu RKUPH dan RKTPH milik 
PBPH PT Mutiara Kalja Permai Unit I, serta lampiran Peta Areal Kerja maka diketahui bahwa 
PBPH PT Mutiara Kalja Permai Unit I memiliki GanisPH CANHUT yang berfungsi dalam 
penyusunan dokumen perencanaan PBPH PT Mutiara Kalja Permai Unit I, yaitu Sdr. ROHAN 
SOFFIANTO dengan Nomor Register : 01220006804 sesuai Surat Persetujuan Penugasan 
GanisPH Nomor : 110323164 dari BPHL Wilayah XI Samarinda pada tanggal 27 Maret 2023 
(berlaku 04 Oktober 2027) dan Surat Penempatan GanisPH Nomor : 113410472084 dari 
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Direktur PT Mutiara Kalja Permai Unit I (Edi Triono S.Hut) pada tanggal 07 Oktober 2024 
(berlaku s/d 04 Oktober 2027) 

3 Verifier 2.2.1. a. : Laporan Hasil Cruising (LHC) beserta lampirannya 

Nilai : MEMENUHI 

Ringkasan Justifikasi : Pada periode audit VLHH Kayu terdapat dokumen LHC Petak Kerja Tebangan hutan produksi 
yang rencana tebang pada RKTPH Tahun 2024 dan RKTPH Tahun 2025; yang dibuat oleh 
GanisPH Perencanaan Hutan (Canhut) Sdr. Rohan Soffianto (No.Reg. 012200068804), 
dengan uraian sebagai berikut : 
 
Dokumen LHC RKTPH Tahun 2024 
Terdapat Rekapitulasi Laporan Hasil Cruising (LHC) RKTPH Tahun 2024 seluas 2.229 Ha, 
yang terdiri 27 Petak Tebangan dengan total potensi kayu alam menurut kelompok jenis dan 
kelas diameter sebagai berikut : 

 
Dokumen LHC RKTPH Tahun 2025 
Terdapat Rekapitulasi Laporan Hasil Cruising (LHC) RKTPH Tahun 2025 seluas 2.395 Ha, 
yang terdiri 20 Petak Tebangan dengan total potensi kayu alam menurut kelompok jenis dan 
kelas diameter, seperti pada Tabel  berikut : 
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Hasil Observasi Lapangan 
Terdapat bukti atau tanda tanda pelaksanaan kegiatan Timber Cruising 100 % (ITSP) di 
lapangan, yaitu penandaan batang pohon atau tegakan alam pada setiap petak tebangan 
RKTPH 2024 maupun RKTPH 2025, dengan hasil sebagai berikut : 
   
1. Ditemukan penandaan pada setiap batang pohon yang akan ditebang maupun pada 

pohon inti. Pada pohon yang akan ditebang diberi tanda menggunakan ID Barcode yang 
terbuat dari plastik warna kuning dan label plastic ekolin warna merah, sedangkan pada 
pohon inti dengan menggunakan label plastic ecolin warna kuning dengan data/informasi 
yang diperlukan; 

 
2. Data/informasi yang dicantumkam pada label ecolin warna merah maupun  warna kuning 

pada pohon inti antara lain nama perusahaan. RKT Tahun, Nomor petak, nomor pohon, 
jenis pohon serta diameter pohon yang bersangkutan; 

 
3. Dapat diverifikasi adanya peta penyebaran pohon sesuai petak yang telah dilakukan 

Timber Cruising.  Hasil uji sampling dapat ditemukan bukti penandaan pohon pada petak 
W-18 RKTPH 2024 dan petak V-21 RKTPH 2025 yang setelah di cek pada peta 
penyebaran pohon sesuai. 

 

4. Verifier 2.2.1. b. : Peta kerja atau peta RKTPH/RTT yang dibuat dan disahkan telah mencakup areal yang 
boleh ditebang dan atau tidak boleh ditebang dan bukti implementasinya di lapangan. 

Nilai : MEMENUHI 

Ringkasan Justifikasi : Berdasarkan verifikasi dokumen RKUPH Periode 2021-2030 maka diketahui bahwa Penataan 
Areal Kerja PBPH PT Mutiara Kalja Permai Unit I sudah ditetapkan dan dipetakan sesuai 
dengan peruntukan kawasan yang terdiri dari 1) Kawasan Lindung; dan 2) Areal Produksi, 
secara rinci lihat pada Tabel berikut : 

No. Penataan Areal Kerja 
Luas Ket 

 (Ha) (%) 

A Kawasan Lindung 4.883 6,50  

1 Hutan Lindung (HL) 576 0,77  
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2 Buffer Zone Hutan Lindung (BZ HL) 1.911 2,54  

3 Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN) 600 0,80  

4 Kebun Benih 600 0,80  

5 Swakelola : 1.196 1,59  

 a. Pemanfaatan Jasa Lingkungan 1.196 1,59  

 1) Pemulihan Lingkungan 1.196 1,59  

  Sempadan Sungai 1.196 1,59  

 
2) Penyerapan dan/atau Penyimpanan 

Karbon 
- - 

 

B Areal Produksi 70.237 93,50  

1 Swakelola 70.087 93,30  
 a.   Pemanfaatan HHK Tumbuh Alami 69.312 92,27  
 1. Berhutan dengan Sistem TPTI 68.019 90,55  

  Areal Tebangan TPTI 67.419 89,75  
  Calon Petak Ukur Permanen 600 0,80  
 2. Penanaman Non Hutan (Teknik SILIN) 1.293 -1,72  
 b.  Pemanfaatan Jasa Lingkungan - -  

      1. Penyerapan dan/atau Penyimpanan Karbon - -  

 c. Sarana Prasarana 775 1,03  

2 Kemitraan Konsesi Pola Agroforestry 150 0,20  

 
a. Penanaman jenis karet,sengon, gaharu, gmelina, 

coklat, pinang, jagung dan pepaya 150 0,20  

 Total 75.120 100.00  

 

Terdapat Penetapan Kawasan Lindung pada PBPH PT Mutiara Kalja Permai Unit I sesuai 
Surat Keputusan Direktur PT Mutiara Kalja Permai Unit I Nomor: 19/Kpts-MKPI/XI/2024 
tanggal 1 November 2024 seluas ± 4.883 Ha yang terdiri: 
a) Kawasan Hutan Lindung seluas ± 576 Ha 
b) Kawasan Buffer Zone Hutan Lindung seluas ± 1.911 Ha 
c) Kawasan Kebun Benih seluas ± 600 Ha. 
d) Kawasan sempadan Sungai seluas ± 1.196 Ha. 
e) Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN) seluas ± 600 Ha. 

 

Terdapat Peta RKTPH Tahun 2024 PBPH PT Mutiara Kalja Permai Unit I skala 1 : 50.000. 
Peta dibuat dan ditandatangani oleh GanisPH Perencanaan Hutan; ROHAN SOFFIANTO No. 
Register 01220006804; diketahui oleh Direktur Utama PT Mutiara kalja Permai Unit I; EDI 
TRIONO S.Hut. 
 
Terdapat Peta RKTPH Tahun 2025 PBPH PT Mutiara Kalja Permai Unit I skala 1 : 50.000. 
Peta dibuat dan ditandatangani oleh GanisPH Perencanaan Hutan; ROHAN SOFFIANTO No. 
Register 01220006804; diketahui oleh Direktur Utama PT Mutiara kalja Permai Unit I; EDI 
TRIONO S.Hut. 
 
Hasil Observasi Lapangan  

Hasil observasi lapangan dijumpai adanya penandaan batas areal yang boleh ditebang, 
yaitu Blok/Petak RKTPH 2024 dan Blok/Petak RKTPH 2025 dan tanda batas areal yang 
tidak boleh ditebang, seperti Sempadan Sungai yang melewati Blok/Petak tebangan RKTPH 
2024 maupun RKTPH 2025, dengan uraian hasil sebagai berikut 

No Jenis Penandaan Koordinat Tanda di Lapangan 
1 Plang Blok RKT 

2024 (Carry Over)  
0°58’22,1’’ N 

115°48’20,4’’ E 
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Ditemukan plang papan nama Blok 
RKT 2024  
terbuat papan kayu dan disanggah 
2 (tiang) tiang balok kayu dengan 
tulisan BLOK RKT TAHUN 2024 
warna cat putih di atas papan cat 
warna biru dan tidak jauh dari plang 
nama tersebut ditemukan pal 
terbuat dari kayu balok ukuran 15 
cm x 15 cm setinggi 1,50 mtr 
dengan cat merah diujungnya, 
serta ditemukan tanda cat warna 
merah polet 2 (dua) pada batang 
pohon/pole yang dilewati rintisan 
batas Blok RKT.  

2 Plang batas petak 
W-18/W-19 (RKT 
2024) 

0°58’36,7’’ N 
115°48’38,0’’ E   

Ditemukan plang batas petak 
terbuat dari kayu papan yang 
disanggah 1 (satu) tiang balok kayu 
ukuran 5cm x 5 cm, dengan tulisan 
petak warna cat putih dan dasar 
papan warna biru, serta ditemukan 
1(satu) polet cat warna merah pada 
tiang balok kayu batas petak dan 
setiap pohon yang dilewati rintisan 
batas petak.  

3 Plang Blok RKT 
2025 sekaligus 
Plang Batas Petak V-
21 (RKT 2025) /W-21 
(RKT 2024) 

0°58’22,5’’ N 
115°49’54,9’’ E  

  

Ditemukan plang papan nama Blok 
RKT 2025 terbuat papan kayu dan 
disanggah 2 (tiang) tiang balok 
kayu dengan tulisan BLOK RKT 
TAHUN 2025 warna cat putih di 
atas papan cat warna biru dan tidak 
jauh dari plang nama tersebut 
ditemukan pal terbuat dari kayu 
balok ukuran 15 cm x 15 cm 
setinggi 1,50 mtr dengan cat merah 
diujungnya, serta ditemukan tanda 
cat warna merah polet 2 (dua) pada 
batang pohon/pole yang dilewati 
rintisan batas Blok RKT. 
 
Ditemukan Ditemukan plang batas 
petak terbuat dari kayu papan yang 
disanggah 1 (satu) tiang balok kayu 
ukuran 5 cm x 5 cm, dengan tulisan 
petak warna cat putih dan dasar 
papan warna biru, serta ditemukan 
1(satu) polet cat warna merah pada 
tiang balok kayu batas petak pohon 
yang dilewati rintisan batas petak  

4 Plang Sempadan 
sungai Marang 
 

0°58’55,7’’ N 
115°49’37,6’’ E  

 

Ditemukan Plang Sempadan 
sungai Marang yang terbuat dari 
kayu balok dan tulisan tercetak 
dari plastic (signboard) serta 
terdapat pal dari kayu balok 
ukuran 5 cm x 5 cm dengan cat 
warna biru di ujung atau polet 1 
(satu) di setiap batang pohon yang 
dilewati batas sempadan sungai. 
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5. Verifier 2.2.1.c : Penandaan blok tebangan/ blok RKTPH/petak RTT yang jelas di peta dan 
implementasinya di lapangan. 

Nilai : MEMENUHI 

Ringkasan Justifikasi : Terdapat dokumen Peta RKTPH Tahun 2024 dan Tahun 2025 Skala 1 : 50.000 yang 
menggambarkan areal yang boleh ditebang di Blok/Petak Tebangan PT Mutiara Kalja Permai 
Unit I, dan sesuai hasil observasi lapangan (seperti verifier 2.2.1.b), maka diketahui bahwa 
penandaan blok tebangan/petak tebangan telah ditemukan di lapangan berupa plang nama, 
pal batas blok (polet 2 cat merah) dan untuk batas petak ditemukan tanda polet 1 (satu) cat 
warna merah, dan hasil uji petik penandaan blok/petak tebangan di lapangan sebagai berikut 
: 

No Jenis Penandaan Koordinat Tanda di Lapangan 
1 Plang Blok RKT 

2024 (Carry Over)  
0°58’22,1’’ N 

115°48’20,4’’ E 
 
Ditemukan plang papan nama Blok 
RKT 2024  
terbuat papan kayu dan disanggah 
2 (tiang) tiang balok kayu dengan 
tulisan BLOK RKT TAHUN 2024 
warna cat putih di atas papan cat 
warna biru dan tidak jauh dari plang 
nama tersebut ditemukan pal 
terbuat dari kayu balok ukuran 15 
cm x 15 cm setinggi 1,50 mtr 
dengan cat merah diujungnya, 
serta ditemukan tanda cat warna 
merah polet 2 (dua) pada batang 
pohon/pole yang dilewati rintisan 
batas Blok RKT.  

2 Plang batas petak 
W-18/W-19 (RKT 
2024) 

0°58’36,7’’ N 
115°48’38,0’’ E   

Ditemukan plang batas petak 
terbuat dari kayu papan yang 
disanggah 1 (satu) tiang balok kayu 
ukuran 5cm x 5 cm, dengan tulisan 
petak warna cat putih dan dasar 
papan warna biru, serta ditemukan 
1(satu) polet cat warna merah pada 
tiang balok kayu batas petak dan 
setiap pohon yang dilewati rintisan 
batas petak.  

3 Plang Blok RKT 
2025 sekaligus 
Plang Batas Petak V-
21 (RKT 2025) /W-21 
(RKT 2024) 

0°58’22,5’’ N 
115°49’54,9’’ E  

  

Ditemukan plang papan nama Blok 
RKT 2025 terbuat papan kayu dan 
disanggah 2 (tiang) tiang balok 
kayu dengan tulisan BLOK RKT 
TAHUN 2025 warna cat putih di 
atas papan cat warna biru dan tidak 
jauh dari plang nama tersebut 
ditemukan pal terbuat dari kayu 
balok ukuran 15 cm x 15 cm 
setinggi 1,50 mtr dengan cat merah 
diujungnya, serta ditemukan tanda 
cat warna merah polet 2 (dua) pada 
batang pohon/pole yang dilewati 
rintisan batas Blok RKT. 
 
Ditemukan Ditemukan plang batas 
petak terbuat dari kayu papan yang 
disanggah 1 (satu) tiang balok kayu 
ukuran 5 cm x 5 cm, dengan tulisan 
petak warna cat putih dan dasar 
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papan warna biru, serta ditemukan 
1(satu) polet cat warna merah pada 
tiang balok kayu batas petak pohon 
yang dilewati rintisan batas petak  

 

6. Verifier 2.2.1. d : Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu yang tumbuh alami pada areal 
penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan budidaya tanaman. 

Nilai : Not Applicable (N/A) 

Ringkasan Justifikasi : Bahwa PBPH PT Mutiara Kalja Permai Unit I merupakan pemegang PBPH untuk 
pemanfaatan kayu hutan alam yang menerapkan sistem Silvikultur TPTI dan tidak 
menerapkan sistem Silvikultur THPB pada areal kerjanya sehingga tidak melaksanakan 
penyiapan lahan untuk pembangunan HTI, sehingga verifier 2.2.1.d. tidak dapat diterapkan 
atau Not Applicable (N/A)  
 

 

Prinsip 3. 

Keabsahan perdagangan atau pemindah-tanganan kayu bulat 

 

1 Verifier 3.1.1.a : Dokumen LHP dibuat oleh petugas yang berwenang 

Nilai : MEMENUHI 

Ringkasan Justifikasi : Buku Ukur 

Pada periode audit yang meliputi RKTPH Tahun 2024 dan Tahun 2025, maka diketahui 
bahwa PT Mutiara Kalja Permai Unit I telah membuat/ menerbitkan buku ukur atas 
penebangan di Blok/Petak Tebangan pada RKTPH berjalan di SIPUHH dengan total 98 set 
Buku Ukur dengan jumlah 6.928 batang dan volume 32.770 M3, dengan rincian sebagai 
berikut : 

a. Penerbitan Buku ukur pada RKTPH Tahun 2024 (Desember 2024) yaitu sebanyak 13 
set buku ukur dengan jumlah 1.877 batang dan volume 10.150,73 M3; 

 
b. Penerbitan Buku ukur pada RKTPH Tahun 2025 (Januari s/d Juli 2025) yaitu sebanyak 

85 set buku ukur dengan jumlah 5.051 batang dan volume 22.619,27 M3 
 
Laporan Hasil Produksi (LHP) 
 
Selanjutnya data buku ukur yang terupload pada SIPUHH menjadi dasar penerbitan LHP kayu 
alam,maka selama periode audit PT MKP Unit I telah menerbitkan LHP atas telah terupload 
di SIPUHH dengan total 27 set LHP kayu alam dengan jumlah 6.928 batang dan volume 
32.770 M3, dengan rincian sebagai berikut : 
 
• Penerbitan LHP Kayu Alam pada RKTPH Tahun 2024 (Desember 2024) yaitu sebanyak 

6 set LHP dengan jumlah 1.877 batang dan volume 10.150,73 M3; terdiri dari : 
 3 Set LHP dari Blok RKT dengan jumlah 1.867 batang dan volume 10.145,72 

M3; 
 3 set LHP dari PWH dengan jumlah 10 batang dan volume 5,01 M3. 

 
• Penerbitan LHP Kayu Alam pada RKTPH Tahun 2025 (Januari s/d 20 Juli 2025) yaitu 

sebanyak 21 set LHP dengan jumlah 5.051 batang dan volume 22.619,27 M3, terdiri 
dari : 
 14 Set LHP dari Blok RKT dengan jumlah 4.742 batang dan volume 22.510,46 

M3; 
 7 set LHP dari PWH dengan jumlah 309 batang dan volume 108,81 M3 
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Penerbitan LHP Kayu Alam sesuai dengan E- Buku Ukur yang dibuat yaitu pada periode bulan 
yang sama pada saat pembuatan E-LHP, dan LHP diterbitkan di TPn petak tebangan pada 
RKTPH 2024 dan RKTPH 2025 yang disetujui secara SELF APPROVAL (SIPASHUT) atau 
di TPK Hutan (di KM 81 atau di KM 63) yang telah ditetapkan berdasarkan SK Direksi sebagai 
berikut : 
1) Terdapat Surat Keputusan Direktur Utama PT Mutiara Kalja Permai Unit I Nomor : 

SK.21/MKP-I/SMD/XII/2024 Tanggal 12 Desember 2024 tentang Penetapan Tempat 
Pengumpulan Kayu (TPn) PBPH Atas Nama PT Mutiara Kalja Permai Unit I, yaitu 
terdapat 27 titik lokasi TPn (TPn 1 s/d 27); 

 
2) Terdapat Surat Keputusan Direktur Utama PT Mutiara Kalja Permai Unit I Nomor : 

SK.03/MKP-I/SMD/II/2025 Tanggal 17 Februari 2025 tentang Penetapan Tempat 
Pengumpulan Kayu (TPn) PBPH Atas Nama PT Mutiara Kalja Permai Unit I, yaitu 
terdapat 20 titik lokasi TPn petak Carry Over RKTPH Tahun 2024 (TPn 1 s/d 20); 24  titik 
lokasi TPn petak RKTPH Tahun 2025 (TPn 1 s/d 24); atau TPK Hutan KM 81 dan TPK 
Hutan KM 63 

Petugas Penerbit LHP pada RKTPH Tahun 2024 dan RKTPH Tahun 2025 (periode Januari 
2024 s/d Juli 2025) oleh GanisPH PKB bernama Basilius Sumardani dengan nomor 
register 23220006386 sesuai SK Persetujuan Penugasan GanisPH dari BPHL Wilayah XI 
Nomor : 110124027 tanggal 05 Januari 2024 dan berlaku s/d 04 Oktober 2027 serta SK 
Penempatan GANISPH dari Direktur Utama PT Mutiara Kalja Permai Unit I sebagai Penerbit 
LHP di TPK Hutan 81 dan P3KB pada Nomor : 112280090650 (berlaku terhitung tanggal 17 
Januari 2024 s/d 04 Oktober 2027)  
 

Sarana dan Prasarana SIPUHH dan SIPNPB 

Hasil pemeriksaan lapangan terhadap sarana dan prasarana SIPUHH yang berada di lokasi 
PBPH PT Mutiara Kalja Permai Unit I yaitu dijumpai diantaranya : 

a. Pengangkatan Petugas Operator SIPUHH atas nama Basilius Sumardani, yang 
ditunjuk oleh Direktur Utama PT Mutiara Kalja Permai Unit I berdasarkan SK Nomor: 
05/KPTS-MKPI/I/2021, tanggal 20 Januari 2021; 

b. Pengangkatan Petugas Operator SIPNPB atas nama Rohan Soffianto, yang ditunjuk 
oleh Direktur Utama PT Mutiara Kalja Permai Unit I berdasarkan SK Nomor: 05/KPTS-
MKPI/I/2021, tanggal 20 Januari 2021; 

Terdapat Laptop, Printer dokumen, printer barcode, dan Starlink yang berada di Base Camp 
PT Mutiara Kalja Permai Unit I  

Berdasarkan data Laporan Mutasi Kayu Bulat pada PBPH PT Wana Kaltim Lestari selama 
periode audit Re Sertifikasi S-PHL bulan Januari 2024 s/d bulan Juli 2025, maka diketahui 
stok kayu bulat di TPK Hutan KM 81 dan TPK Antara 1 KM 55, TPK Antara IV Sei Pedohon 
dan TPK Antara VI Ma. Belayan seperti Tabel berikut: 

No Uraian Stok  
Jumlah KB 

Batang Voume (M3) 

1 Stok Awal per 31 Desember 2024   

 TPK Hutan KM 81 0 0 
 TPK Antara I KM 55 0 0 

 TPK Antara IV Sei Pedohon 0 0 

 TPK Antara VI Ma. Belayan 0 0 
 Total  0 0 

2 Penambahan LHP selama periode audit    

 a. RKT 2024 (Desember 2024) 1.877 10.150,73 
 b. RKT 2025 (Januari s/d 31 Juli 2025) 5.051 22.619,27 

 Total Penambahan (2) 6.928 32.770,00 

3 Pengurangan selama periode audit   

 a.   DKDS  319 113,82 
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 b. BAP Kayu Hilang/Tenggelam 4 18,78 

 c. SKSHHK TPK Hutan ke TPK Antara I KM 55 (453 
set) 

4.955 26.623,78 

 d. SKSHHK TPK Hutan  ke TPK Antara IV Sungai 
Pedohon (114 set) 

1.654 6.032,40 

 
e. SKSHHK TPK Antara I KM 55 ke TPK Antara IV 

Sungai Pedohon (459 set) 4.955 26.623,78 

 
f. SKSHHK TPK Antara IV Sei Pedohon ke TPK 

Antara VI Muara Belayan (15 set) 
3.390 15.165,61 

 g. SKSHHK TPK Antara IV Sungai Pedohon ke 
Industri (11 set) 

2.698 14.547,52 

 
h. SKSHHK TPK Antara VI Ma Bealayan ke Industri 

(7 set) 
3.386 15.146,83 

 Total Pengurangan (a+b+g+h) 6.407 29.826,95 

4 Stok TPK Hutan/TPK Antara   

 • TPK Hutan KM 63 0 0 
 • TPK Antara I KM 55 0 0 
 • TPK Antara IV Sei Pedohon 521 2.943,05 
 • TPK Antara VI Ma. Belayan 0 0 

 Total Stok Akhir Per 31 Juli 2025 521 2.943,05 

Uji petik kesesuaian  

Uji petik kesesuaian fisik kayu dan buku ukur LHP dilakukan terhadap sampel Tumpukan 
Kayu Alami TPK Antara IV Sei Pedohon, pada koordinat  N 00˚35'26,424"  E  116˚1'33,888"  
sebanyak 100 batang kayu alam.  
Dengan hasil uji petik sebagai berikut :  
- Selisih Jumlah Batang                  : NIHIL 
- Selisih Jenis Kayu Bulat Alam         : NIHIL 
- Selisih Pengukuran Volume Kayu  : 20,34 M3 atau 3,54 % 

 

2 Verifier 3.1.2.a : Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi dokumen 
angkutan yang sah 

Nilai : MEMENUHI 

Ringkasan Justifikasi : Penetapan Lokasi TPn, TPK Hutan dan TPK Antara 

PT Mutiara Kalja Permai Unit I telah menetapkan simpul peredaran hasil hutan kayu seperti 
lokasi TPn petak, TPK Hutan dan TPK Antara pada RKTPH Tahun 2024 dan RKTPH Tahun 
2025, sesuai dengan SK Direksi tentang Penetapan TPn/TPK Hutan dan TPK Antara, sebagai 
berikut : 
 
1) Terdapat Surat Keputusan Direktur Utama PT Mutiara Kalja Permai Unit I Nomor : 

SK.21/MKP-I/SMD/XII/2024 Tanggal 12 Desember 2024 tentang Penetapan Tempat 
Pengumpulan Kayu (TPn) PBPH Atas Nama PT Mutiara Kalja Permai Unit I, yaitu 
terdapat 27 titik lokasi TPn (TPn 1 s/d 27); 

 
2) Terdapat Surat Keputusan Direktur Utama PT Mutiara Kalja Permai Unit I Nomor : 

SK.03/MKP-I/SMD/II/2025 Tanggal 17 Februari 2025 tentang Penetapan Tempat 
Pengumpulan Kayu (TPn) PBPH Atas Nama PT Mutiara Kalja Permai Unit I, yaitu 
terdapat 20 titik lokasi TPn petak Carry Over RKTPH Tahun 2024 (TPn 1 s/d 20); 24  titik 
lokasi TPn petak RKTPH Tahun 2025 (TPn 1 s/d 24); atau TPK Hutan KM 81 dan TPK 
Hutan KM 63 

 
3) Terdapat Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 

522.110.1/051/Kpts/TPK Antara/DK-II/2021 Tanggal 09 Maret 2021 tentang Penetapan 
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Lokasi Tempat Pengumpulan Kayu Antara (TPK Antara) Di Dalam Kawasan Hutan Atas 
Nama PT Mutiara Kalja Permai Unit I Di Areal Kerja IUPHHK-HA PT Mutiara Kalja 
Permai Dan IUPHHK-HA PT Belayan River Timber, Kabupaten Kutai Kartanegara, 
dengan rincian lokasi sebagai berikut : 
a. TPK Antara I berada pada IUPHHK-HA Ff N4utiara Kalja Permai padh sekitar titik 

koordinat 115° 57’ 0,5” BT ; 00° 53' 49.5" LU, yang berada pada Km. 55 seluas ± 
1 (satu) Hektar dengan kapasitas tampung ± 10.000 M3; 

b. TPK Antara II berada pada IUPHHK-HA PT Belayan Rjver,'Iimber da4a sekitar titik 
koordinat 115° 55' 10” BT ; 00° 45' 27" LU, yang berada pada Km. 32 seluas ± 1 
(satu) Hektar dengan kapasitas tampung ± 10.000 M3. 

 
Keputusan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 
dan berlaku selama 5 (lima) tahun dengan-ketentuan. apabila,temyata dikemqdian hari 
terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sdbagaimana mestinya. 
 
4) Terdapat Surat Keputusan Direktur Utama PT Mutiara Kalja Permai Unit I Nomor : 

SK.22/DIRUT/MKP-I/SMD/XII/2024 Tanggal 12 Desember 2024 tentang Penetapan 
Lokasi Tempat Penimbunan Kayu (TPK) Antara IV Sungai Pedohon Kecamatan Tabang 
Kabupaten Kutai Kartanegara Atas Nama PT Mutiara Kalja Permai Unit I Tahun 2024, 
dengan rincian TPK Antara sebagai berikut : 

 
Tempat Penimbunan Kayu Antara (TPK-Antara IV) Sungai Pedohon berada di Kecamatan 
Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur terletak pada titik koordinat 
116° 01'34" BT dan 00° 35'24" LU dengan luas ± 1 Ha, dengan kapasitas ± 10.000 M3; SK 
berlkau sampai dengan tanggal 12 Desember 2029; 
 
5) Terdapat Surat Keputusan Direktur Utama PT Mutiara Kalja Permai Unit I Nomor : SK.01 

/MKP-I/SMD/I/2025 Tanggal 23 Januari 20250 tentang Penetapan Lokasi Tempat 
Penimbunan Kayu (TPK) Antara VI Muara Belayan Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai 
Kartanegara Atas Nama PT Mutiara Kalja Permai Unit I Tahun 2025, dengan rincian TPK 
Antara sebagai berikut : Tempat Penimbunan Kayu (TPK) Antara VI Muara Belayan 
berada di Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan 
Timur terletak pada titik koordinat: 116" 39’ 07" BT dan 00° 12” 22" LU denqan Luas ± 1 
Ha, dengan kapasitas ± 10.000 M3, SK berlaku sampai dengan tanggal 22 Januari 2030. 

 
Pada periode audit PT Mutiara Kalja Permai Unit I telah menunjuk GANISPH PKB sebagai 
penerbit SKSHHK dan P3KB yang disahkan dan diterbitkan melalui SIGANISHUT, dengan 
rincian sebagai berikut : 
 
a. Petugas Penerbit SKSHHK TPK Hutan ke TPK Antara I KM 55 atau langsung ke 

TPK Antara IV Sungai Pedohon atas nama Heryanto Pratama KO dengan No. 
Register : 23220006847 sesuai SK Persetujuan Penugasan GANISPH Nomor : 
110124014 tanggal 04 Januari 2024, berlaku s.d 04 Oktober 2027 dan SK Penempatan 
GANISPH sebagai Penerbit SKSHHK di TPK Hutan dengan Nomor : 117040608561 
tanggal 17 Januari 2024, berlaku s.d 04 Oktober 2027; 

 
b. Petugas Penerbit SKSHHK TPK Antara I KM 55 ke TPK Antara IV Sungai Pedohon 

atas nama Raymond Kantono dengan No. Register : 23230007122 sesuai SK 
Persetujuan Penugasan GANISPH Nomor : 111224037 tanggal 13 Desember 2024, 
berlaku s.d 20 November 2027 dan SK Penempatan GANISPH sebagai Penerbit 
SKSHHK di TPK Hutan dengan Nomor : '112829648451 tanggal 16 Desember 2024, 
berlaku s.d 20 November 2027 

 
c. Petugas Penerbit SKSHHK TPK Antara IV Sungai Pedohon ke TPK Antara VI Muara 

Belayan atau ke industri atas nama Agus Setia Budi dengan No. Register : 
23220007797 sesuai SK Persetujuan Penugasan GANISPH Nomor : 111224040 tanggal 
12 Januari 2024, berlaku s.d 09 November 2027 dan SK Penempatan GANISPH sebagai 
Penerbit SKSHHK di TPK Antara IV Sungai Pedohon ke TPK Antara VI Muara Belayan 
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atau ke industri dengan Nomor : 110066458363 tanggal 16 Desember 2024, berlaku s.d 
09 November 2027; 

 
d. Petugas Penerbit SKSHHK TPK Antara VI Muara Belayan ke Industri atas nama 

Saprani dengan No. Register : 23220006888 sesuai SK Persetujuan Penugasan 
GANISPH Nomor : 110323165 tanggal 02 Januari 2024, berlaku s.d 04 Oktober 2027 
dan SK Penempatan GANISPH sebagai Penerbit SKSHHK di TPK Antara VI Muara 
Belayan ke industri dengan Nomor : 116652422143 tanggal 16 Desember 2024, berlaku 
s.d 04 Oktober 2027; 

 
e. Petugas P3KB di TPK Antara I KM 55, TPK Antara IV Sungai Pedohon; dan TPK 

Antara VI Muara Belayan atas nama Hadi Purnomo dengan No. Register : 
23230006518 sesuai SK Persetujuan Penugasan GANISPH Nomor : 111224038 tanggal 
13 Desember 2024, berlaku s.d 20 November 2027 dan SK Penempatan GANISPH 
sebagai P3KB di TPK Antara I KM 55, TPK Antara IV Sungai Pedohon; dan TPK 
Antara VI Muara Belayan dengan Nomor : 111099033643 tanggal 15 Desember 2024, 
berlaku s.d 20 November 2027 

Penerbitan Dokumen SKSHHK 

Pada periode audit (Oktober 2024 s/d 31 Juli 2025) diketahui PT Mutiara Kalja Permai Unit I 
telah menerbitkan dokumen angkutan yang sah menggunakan dokumen SKSHHK via 
SIPUHH Online, sesuai ketentuan untuk melindungi kayu alam keluar dari TPn/TPK Hutan ke 
TPK Antara dan lanjutan ke Industri, yaitu seperti  tabel berikut : 
 

No Trayek Dokumen SKSHHK 
 Jumlah 
SKSHHK 

(Set)  

Jumlah Angkutan 

 Btg   M3  

1 
TPK Hutan KM 81 Ke TPK Antara 
I KM 55 

 453       4,955     26,623.78  

2 
TPK Hutan ke TPK Antara IV 
Sungai Pedohon 

 114      1,654       6,032.40  

3 
TPK Antara I KM 55 ke TPK 
Antara IV Sungai Pedohon 

459      4,955    26,623.78  

4 
TPK Antara IV Sungai Pedohon 
ke TPK Antara VI Muara Belayan 

15      3,390    15,165.61  

5 
TPK Antara IV Sungai Pedohon 
ke industri 

11      2,698    14,547.52  

6 
TPK Antara VI Muara Belayan ke 
industri 

7      3.386    15,146.83  

  
Jumlah SKSHHK yang 
diterbitkan 1.059 6.407    29.826,96 

 

Penggunaan Kayu DKDS 

Terdapat penerbitan dokumen kayu digunakan sendiri (DKDS) untuk perbaikan jembatan, 
pembuatan gorong-gorong dan mating jalan angkutan di lokasi (TPK Hutan) sebanyak 319 
batang dengan volume 113,82 M3  sesuai 4 (empat) DKDS dengan nomor dokumen sebagai 
berikut : 

1. Nomor : 029/DKDS/MKPUI/XII/2024, tanggal 31 Desember 2024 sebanyak 10 batang 
dan volume 5,01 M3; 

2. Nomor : 030/DKDS/MKPUI/III/2025, tanggal 31 Maret 2025 sebanyak 91 batang dan 
volume 45,64 M3; 



F1-02.15 Rev.1  
 

Halaman 68 dari 77 
 

3. Nomor : 031/DKDS/MKPUI/V/2025, tanggal 23 Mei 2025 sebanyak 136 batang dan 
volume 39,16 M3; 

4. Nomor : 032/DKDS/MKPUI/VI/2025, tanggal 26 Juni 2025 sebanyak 82 batang dan 
volume 24,01 M3. 

Terdapat dokumen DKDS untuk kayu tenggelam atau hilang di TPK Antara VI Muara Belayan 
saat pemuatan ke ponton dengan Nomor : 033/DKDS/MKPUI/VI/2025, tanggal 30 Juni 2025 
sebanyak 4 batang dan volume 18,78 M3 

Uji Petik Dokumen Angkutan Ke Industri  

Sesuai dengan Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2025 tetntang Pemberlakukan Penetapan 
Harga Patokan Kayu Secara Elektronik Melalui SIPNBP yaitu per tanggal 1 Juli 2025, maka 
diketahui bahwa realisasi penjualan kayu alam ke industry selama bulan Juli 2025 terdapat 3 
dokumen SKSHHK yaitu, dengan rincian tujuan industry seperti Tabel berikut :  

No Tujuan Industri 
 No. SKSHHK / 

Tanggal 

Jumlah Angkutan 

 Btg   M3  

1 
PT Kayu Lapis Asli Murni, 
Samarinda 

KB.C.5722078 
17 Juli 2025       277  1.520,43  

2 
PT Melapi Timber, 
Samarinda 

KB.C.5722110 
17 Juli 2025       105  482,72  

3 
PT Cahaya Samtraco Utama, 
Samarinda 

KB.C.5722174 
17 Juli 2025       50  333,64  

  Jumlah SKSHHK  3 432 2.336,80   

Pada aplikasi SIPNPB PBPH PT Mutiara Kalja Permai Unit I terdapat SIPATOK terkait dengan 
Penetapan Harga Patokan Kayu Bulat Secara Elektronik per 1 Juli 2025, maka terhadap 
ketentuan tersebut diketahui bahwa auditee telah memenuhinya dengan me-upload dokumen 
penjualan kayu bulat ke industry pada bulan Juli 2025, yang meliputi : 

1. Terdapat dokumen Surat Keterangan Direktur Utama PT Mutiara Kalja Permai Unit I, 
terkait perbedaan harga jual kayu di dokumen Invoice dengan harga jual yang di input di 
SIPATOK, yaitu perbedaan harga jual FOB dengan harga jual CNF karena ada biaya 
perakitan; Keberadaan Surat Keterangan Direktur Utama berlaku pada setiap penjualan 
kayu ke industry; 

2. Terdapat dokumen INVOICE kayu kepada Industri (Pembeli) sesuai dengan No. 
SKSHHK dan jumlah batang /volume kayu yang diangkut atau dikirim ke industry, dan 
dokumen INVOICE mencantum Jenis Kayu, Jumlah Batang, Volume M3, Harga per M3 
dan Total Harga Kayu ditambah PSDH & DR. 

Sesuai dengan verifikasi dokumen tersebut, maka diketahui bahwa PT Mutiara Kalja Permai 
Unit I telah memenuhi ketentuan terkait SIPATOK di aplikasi SIPNBP. 

3. Verifier 3.1.3.a : Tanda-tanda PUHH/ barcode pada hasil hutan dari pemegang PBPH atau hak 
pengelolaan dapat dilakukan lacak balak. 

Nilai : MEMENUHI 

Ringkasan Justifikasi : Berdasarkan hasil observasi di lapangan terhadap stok kayu bulat yang masih berada di TPK 
Antara IV Sungai Pedohon, maka diketahui bahwa seluruh hasil hutan kayu bulat memiliki 
tanda tanda PUHH/Barcode yang terlihat pada bontos kayu bulat hasil penebangan pada 
petak RKTPH 2024 (Carry Over) maupun RKTPH 2025, dan tanda tanda PUHH sebagai 
identitas kayu bulat tersebut sebagai berikut : 

1. Nomor Urut Produksi tertulis di label plastic warna merah plus nama jenis pohon 

2. Label ID Barcode dari plastic warna kuning plus tercetak Nomot Urut Produksi 

Hasil Observasi Lapangan : 
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Pada TPK Antara IV Sungai Pedohon terdapat stok kayu produksi sejumlah 521 batang 
dengan volume 2.943,05 M3 dan pada bontos setiap batang kayu bulat terdapat identitas atau 
tanda tanda PUHH sesuai dengan ketentuan. 

Terhadap stok kayu di TPK Antara IV Sungai Pedohon diambil 27 batang untuk dicatat tanda 
tanda PUHH (nomor urut produksi, ID Barcode dan Jenis Pohon) untuk dilakukan lacak balak 
atau untuk mengetahui asal kayu.  

Dari pengambilan sample 27 batang kayu bulat maka diketahui bahwa kayu bulat yang 
memiliki tanda tanda PUHH/Barcode tersebut dapat dilkukan lacak balak hingga petak 
tebangan lengkap dengan informasi titik koordinatnya, seperti contoh berikut : 

 

Identitas Kayu Bulat di TPK Antara IV 
S.Pedohon : 
No.Produksi : 6972 
ID.Barcode  : 1901A67MKPI0000000000336637 
Jenis Kayu   : Meranti Merah 

 
Hasil Ketelusuran : 
 Dok.SKSHHK TPK Hutan No. 

KB.C.5792328, tanggal 30-07-
2025 

 LHP No.006/LHP-KBB-
BLOK/REG/MKPUI/VII/2025, 
tanggal 27-07-2025 

 BU No. 
84/BLOK/REG/MKPUI/VII/2025, 
tanggal 16-07-2025 

 No.Petak  : V-20 
 No.Pohon : 5203 
 Koordinat : 
0.970482 N ;115.82622 E 
 

Dari pengambilan sample 27 batang kayu bulat di TPK Antara IV Sungai Pedohon maka 
diketahui bahwa tanda-tanda PUHH/ barcode pada hasil hutan yang ditemukan di setiap 
bontos kayu yang diambil secara acak tersebut dapat dilakukan lacak balak. 

4. Verifier 3.2.1.a : Dokumen kode billing, DR dan/atau PSDH telah diterbitkan dan dibayar lunas.  

Nilai : MEMENUHI 
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Ringkasan Justifikasi 

 

: Pada periode audit VLHH (Oktober 2024 s/d Juli 2025) terdapat dokumen kode billing PSDH 
dan DR yang diterbitkan atas LHP kayu alam yang diterbitkan pada periode tersebut 
sebanyak 32.770,00 M3, dengan jumlah PNBP sebagai berikut : 
1. Tagihan PSDH sebesar Rp. 2.652.222.670,00  
2. Tagihan DR sebesar Rp. 7.954.532.668,00 
 
Dengan rincian berdasarkan RKTPH sebagai berikut : 
1. LHP Desember 2024 (RKTPH 2024) :  

 Tagihan PSDH sebesar Rp. 1.010.002.320,00 
 Tagihan DR sebesar Rp. 3.029.963.994,00 

 
2. LHP Januari s/d Juli 2025 (RKTPH 2024 Carry Over dan RKTPH 2025) : 

a. Tagihan PSDH sebesar Rp. 1.642.220.350,00 
b. Tagihan DR sebesar Rp. 4.924.568.674,00 

 
Pada periode audit VLHH PT MKP Unit I memiliki dokumen Bukti Penerimaan Negara untuk 
pembayaran PSDH dan DR atas Tagihan PSDH dan DR atas penerbitan LHP pada periode 
audit bulan Oktober 2024 s/d Juli 2025, dan dokumen tersebut dilampiri Bukti Penerimaan 
Negara melalui Bank Mandiri Cq. Kementerian Keuangan RI, dan bukti print out dari Bank 
Mandiri sebagai bukti pembayaran yang sah’ 
 
Total jumlah tagihan PSDH dan DR yang dibayar atau dilunasi yaitu sebesar : 
1. PSDH sebesar Rp. 2.652.222.670,00  
2. DR sebesar Rp. 7.954.532.668,00 

Tidak terdapat dokumen Tagihan PSDH/DR maupun Bukti Pembayaran PSDH/DR yang 
diterbitkan karena keterlambatan bayar PSDH/DR atau denda (bunga) 

5. Verifier 3.3.1. : Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan (Not Applicable untuk sertifikasi 
awal) 

Nilai : MEMENUHI 

Ringkasan Justifikasi : PT Mutiara Kalja Permai Unit I  telah memiliki Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) 
dengan Nomor : PHL-64-01-0020 dan Perjanjian Sub Lisensi penggunaan tanda Sistem 
Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK) yang dikeluarkan oleh LPVI PT Trustindo Prima 
Karya sesuai dengan Surat Perjanjian Sub Lisensi Penggunaan Tanda Sistem Verifikasi 
dan Kelestarian (SVLK) Nomor : 29/SL-SVLK/017/MKP-I/6.2023 Antara LPVI PT 
Trustindo Prima Karya dengan PT Mutiara Kalja Permai Unit I, membubuhkan tanda V 
Legal pada dokumen SKSHHK, Barcode yang dipasang di Bontos Kayu dan pada pohon 
sesuai ketentuan. 
 
Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan dijumpai tanda SVLK Indonesia dengan Nomor : 
Sustainable PHL-64-01-0020 yang terbubuh pada dokumen SKSHHK, yang merupakan 
dokumen pengangkutan kayu dari TPK Hutan sampai dengan tujuan ke industri. 
Pembubuhan Tanda SVLK sesuai dengan ketentuan pada Lampiran 8 Keputusan Menteri 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHP-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 
tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi 
Legalitas dan Kelestarian; Pedoman Penggunaan Tanda SVLK. 

Pembubuhan Tanda SVLK sesuai dengan ketentuan pada Lampiran 8 Keputusan Menteri 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHP-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 
tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi 
Legalitas dan Kelestarian; Pedoman Penggunaan Tanda SVLK. 
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Prinsip 4. 

Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan. 

1. Verifier 4.1.1. : Keberadaan Dokumen AMDAL dan Perubahannya 

Nilai : MEMENUHI 

Ringkasan Justifikasi : Terdapat dokumen AMDAL, dan kelengkapannya berupa dokumen Rencana Pengelolaan  
Lingkungan (RPL) dan Rencana Pemantauan  Lingkungan (RKL) atas nama HPH PT. Wana 
Rimba Kencana   Nomor: 48/DJ-VI / AMDAL / 94 tanggal 29 Juni 1994 seluas 65.000 Ha yang 
telah disetujui Komisi Pusat Amdal Dephut (sebelum perpanjangan). 

Dasar acuan AMDAL atas nama HPH PT Wana Rimba Kencana (seperti diatas) digunakan 
sebagai dokumen izin lingkungan atas nama PT Mutiara Kalja Permai Unit I, yaitu sebagai 
berikut : 

1. Peraturan Pemerintah Nomor: 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Hidup pada pasal 
73 dan pasal,48 ayat (3) disebutkan bahwa dokumen lingkungan yang telah mendapat 
persetujuan  sebelum berlakunya PP dimaksud dinyatakan tetap berlaku  dan 
dipersamakan sebagai Izin Lingkungan dan masa berlaku Izin Lingkungan sepanjang  
berjalannya izin usaha  dan /atau kegiatan; 

2. Hasil telaahan Dirjen Planologi sesuai Surat Dirjen Planologi Kehutanan Nomor 
S.671/VII-WP3H/2013 tanggal 13 Mei 2013, areal IUPHHK-HA PT Mutiara Kalja Permai 
Unit I (d.h PT. Wana Rimba Kencana) menjadi luas ± 75.120 Ha, yang tercantum pada 
butir Menimbang dari SK. IUPHHK-HA Nomor : SK.553/MENHUT-II/2013 tanggal 2 
Agustus 2013 tentang Pemberian Perpanjangan IUPHHK-HA Kepada PT Mutiara Kalja 
Permai Unit I Seluas ± 75.120 Ha di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan 
Timur; 

3. Surat Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur Nomor :  
660.02/1030/B.1.2/DLH / 2018 tanggal 13 Agustus 2018  tentang Arahan Penyusunan 
dokumen Lingkungan PT Mutiara Kalja Permai Unit I dimana pada tahun 2013 PT. Wana 
Rimba Kencana mendapat perpanjangan ijin menjadi PT Mutiara Kalja Prima Permai 
Unit I sebagaimana Surat Keputusan Menteri Kehutanan No SK 553/Menhut-II/2013 
tanggal 2 Agustus 2013 dimana dilakukan penghitungan luasan dengan system digital , 
dari hasil perhitungan ulang tersebut  terjadi perubahan luas dari izin sebelumnya yaitu  
± 65.000 Ha menjadi ± 75.120 Ha namun bentuk areal  dan koordinat peta tidak berubah 
dari bentuk awal; 

4. Surat permohonan Advis Tehnis pertama dari PT Mutiara Kalja Permai Unit I kepada 
Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah IV Samarinda dengan No Surat 
30/MKP-I/SMD/VIII/2018 tanggal 15 Agustus 2018 mengenai perbedaan luas PT Mutiara 
Kalja Permai Unit I d.h PT. Wana Rimba Kencana; dan  

5. Surat permohonan Advis Tehnis kedua dari PT Mutiara Kalja Permai Unit I kepada Balai 
Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah IV Samarinda dengan No Surat 26/MKP-
I/SMD/VI/2019 tanggal 28 Juni 2019 mengenai perbedaan luas PT Mutiara Kalja Permai 
Unit I  d.h PT. Wana Rimba Kencana 

2. Verifier 4.1.2. a. : Keberadaan Dokumen RKL dan RPL serta perubahannya 

Nilai : MEMENUHI 

Ringkasan Justifikasi : PT Mutiara Kalja Permai Unit I telah memiliki dokumen AMDAL /RKL-RPL berupa dokumen 
Rencana Pengelolaan  Lingkungan (RPL) dan Rencana Pemantauan  Lingkungan (RKL) atas 
nama HPH PT. Wana Rimba Kencana   Nomor : 48/DJ-VI / AMDAL / 94  tanggal 29 Juni 1994  
seluas 65.000 Ha yang telah disetujui Komisi Pusat  Amdal Departemen Kehutanan (sebelum 
perpanjangan). 
 
Dasar acuan dokumen RKL dan RPL atas nama PT Wana Rimba Kencana menjadi dokumen 
izin lingkungan atas nama PT Mutiara Kalja Permai Unit I dalam melakukan kegiatannya 
sesuai dengan SK. IUPHHK-HA yang disetujui oleh Menteri Kehutanan sebagai Pemberian 
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Perpanjangan IUPHHK-HA atas nama PT Mutiara Kalja permai Unit I (d. h. PT Wana Rimba 
Kencana) seluas ± 75.120 Ha).  
Parameter yang dipantaui pada areal ini meliputi semua aspek yang terkena dampak dalam 
kegiatan produksi seperti sosial, fisik kimia dan biologi 
 
Kegiatan-kegiatan pengelolaan lingkungan yang direncanakan dalam dokumen RKL tersebut 
dan parameter serta lokasi pemantauan lingkungan yang direncanakan dalam dokumen RPL 
tersebut mengacu kepada hasil evaluasi dampak penting dalam dokumen ANDAL.  
Hasil evaluasi dampak penting IUPHHK terhadap kelestarian fungsi produksi, fungsi ekologi 
dan kesejahteraan masyarakat meliputi potensi dan struktur tegakan; kelimpahan dan 
keanekaragaman jenis; potensi nir kayu; laju erosi; potensi tegakan; habitat satwa liar; 
eksistensi flora dan fauna dilindungi; laju sedimentasi; kualitas air; tingkat pendapatan; tingkat 
pendidikan; tingkat kesehatan. 

3. Verifier 4.1.2. b. : Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik- kimia, 
biologi dan social yang sudah dilaporkan kepada instansi terkait sesuai dengan 
matrik 

Nilai : MEMENUHI 

Ringkasan Justifikasi : Selama periode audit terdapat bukti implementasi pengelolaan dan pemantauan dampak 
penting aspek fisik- kimia, biologi dan sosial yaitu berupa Laporan Semester RKL dan RPL 
yang dibuat oleh PT Mutiara Kalja Perma Unit I dengan uraian realisasi laporan sebagai 
berikut : 
 
1) Terdapat Laporan RKL & RPL Semester I Tahun 2024 (Periode Januari s/d Juni 2024), 

yang ditujukan ke Balai Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur dan tembusan 
Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, sesuai Surat Nomor : 37/LB/MKP-
I/SMD/VII/2024 Tanggal 30 Juli 2024 dan terdapat tanda terima dari Badan Lingkungan 
Hidup tanggal 31 Juli 2024 berupa paraf petugas BLH dan Stempel BLH pada surat 
tersebut; 

 
2) Terdapat Laporan RKL & RPL Semester II Tahun 2024 (Periode Juli s/d Desember 

2024), sesuai Surat Nomor : 25/LB/MKP-I/SMD/VIII/2025 Tanggal 04 Agustus 2025 dan 
terdapat tanda terima dari Dinas Lingkungan Hidup tanggal 05 Agustus 2025 berupa 
paraf petugas DLH dan Stempel DLH pada surat pengantar Laporan RKL & RPL 
Semester II 2024; 

 
3) Terdapat Laporan RKL & RPL Semester I Tahun 2025 (Periode Januari s/d Juni 2025), 

sesuai Surat Nomor : 26/LB/MKP-I/SMD/VIII/2025 Tanggal 04 Agustus 2025 dan 
terdapat tanda terima dari Dinas Lingkungan Hidup tanggal 05 Agustus 2025 berupa 
paraf petugas DLH dan Stempel DLH pada surat pengantar Laporan RKL & RPL 
Semester I 2025; 

 
Pada Laporan RKL & RPL PT Mutiara Kalja Perma Unit I per Semester secara umum tertuang 
di Bab II. Pelaksanaan dan Evaluasi, yang meliputi : 
A. Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) terdiri dari  

1. Tanah dan Erosi; 
2. Hidrologi; 
3. Biologi; 
4. Satwa Liar; 
5. Sosial Ekonomi; 

B. Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) 
1. Fisik – Kimia; 
2. Biologi; 
3. Kawasan Lindung dan Kawasan Lainnya; 
4. Komponen Sosial Ekonomi; 
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Prinsip 5. 

Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan 

 

1. Verifier 
5.1.1. a 

: Pedoman/prosedur K3 

Nilai : MEMENUHI 

Ringkasan 
Justifikasi 

: : Terdapat dokumen SOP K3 yang dimiliki PT Mutiara Kalja Perma Unit Idengan No. Dokumen : SO-6-
01, Terbit tanggal 21 April 2025 sebanyak 15 halaman, dibuat oleh SIDI (Kabag Umum); diperiksa oleh 
YONKY KURNIAWAN (Manager Camp); disetujui oleh Ir. H. Muhammad Saleh Selamat. 
Terdapat Dokumen Identifikasi Bahaya Penilaian dan Pengendalian Resiko K3 di PBPH PT Mutiara 
Kalja Permai Unit I.  Dokumen dibuat dengan No. Dokumen: SO-2-05 tanggal terbit 22 Oktober 2024 
Revisi 0. Dokumen Identifikasi Bahaya Penilaian dan Pengendalian Resiko K3 ditanda tangani pada 
tanggal 22 Oktober 2024 oleh Tim P2K3; AGUS SETIA BUDI, Mengetahui Ketua P2K3; YONKY 
KURNIAWAN dan disetujui oleh Manager Camp; YONKY KURNIAWAN. 
Terdapat dokumen Identifikasi Bahaya Penilaian dan Pengendalian Resiko K3 di PBPH PT Mutiara 
Kalja Permai Unit I meliputi: 
1) Kegiatan memasak Dapur 
2) Kegiatan di Persemaian 
3) Kegiatan Skidding/Tarik Kayu 
4) Kegiatan Penebangan (Chainsaw) 
5) Kegiatan Pembuaatan Jalan 
6) Kegiatan Pengangkatan Kayu Log 
7) Kegaiatan Pengangkutan Kayu Log 
8) Operasional Genset 
9) Kegiatan Instalasi Jalur Listrik 
10) Pengelolaan Tabung Oksigen dan Acetylene 
11) Kegiatan operasional Mesin Bubut 
12) Kegiatan Pengelasan. 
 
Terdapat SK Pembentukan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) PT. Mutiara 
Kalja Permai Unit I sesuai SK Direktur Utama Nomor: 20/MKPI/IV/2025 tanggal 28 April 2025 yang 
ditandatangani oleh  Direktur Utama PT. Mutiara Kalja Permai Unit I;  Ir H. Muhammad Saleh Selamet, 
dengan susunan pengurus P2K3 sebagai berikut : 
 Ketua                 : Yonky Kurniawan 
 Sekretaris               : Yeptanus Ingan 
 Pelaksana Harian K3  : Syahrani 
 Anggota               : Basilus Sumardani; 
                                 Agus Setia Budi ; Hadi Purnomo 

 

2. Verifier 
5.1.1. b 

: Ketersediaan peralatan K3 

Nilai : MEMENUHI 

Ringkasan 
Justifikasi 

: Terdapat Daftar Sarana dan Prasarana Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada PT Mutiara Kalja 
Permai Unit I tanggal 30 Juni 2025 terdiri dari peralatan K3 berupa APD dan peralatan lainnya 
disesuaikan dengan potensi bahaya yang ada. Adapun jumlah peralatan K3 selama periode audit, 
dengan rincian seperti pada tabel berikut: 
 

No Sarana Prasarana Sat. Jumlah Sapras Keterangan 
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Bulan 
lalu 

Tambahan Komulatif Baik Rusak 

1 Kotak P3K Buah 6 - 6 6 - 

2 Topi Pengaman/ Helm Buah 30 - 30 30 - 

3 Sarung Tangan Psg 30 - 30 30 - 

4 Sepatu Safety/ Boots Psg 10 - 10 10 - 

5 Kacamata Las Buah 10 - 10 10 - 

6 Masker Buah 30 - 30 30 - 

7 Tabung Pemadam Api Buah 6 - 6 6 - 

8 Radio komunikasi Unit 2 - 2 2 - 

9 Spanduk/ Himbauan Buah 12 - 12 12 - 

10 Baju Rompi Safety Buah 30 - 30 30 - 

11 Life Jacket/ 
Pelampung 

Buah 4 - 4 4 - 

 

Dapat diverifikasi keberadaan peralatan K3 yang dilaksanakan dengan metode sampling 
diantaranya : 

 Peralatan Pemadam Api Kecil (APAR) yang terdapat disetiap bangunan antara lain kantor, Mess 
karyawan, Dapur, Gudang bahan bakar, Ware house, Gudang spare part dan sebagainnya.  

 Tersedia APD berupa Helm, Kacamata las, Masker, Sarung tangan, Sepatu safety. Hasil 
pengamatan lapangan dapat dilihat bahwa karyawan telah menggunakan APD tersebut pada 
saat bekerja walaupun tidak seluruhnya menggunakan dengan baik. 

 Kotak P3K tersedia dibeberapa titik dengan obat yang kurang memadai sesuai personil yang ada 
di lapamagan,  

 Pemasangan rambu rambu keselamatan dibeberapa titik rawan kecelakaan. 

 Pemasangan rambu rambu lalu lintas di sepanjang jalan produksi dan koridor.  Karena 
menggunakan system lalulintas jalan Houling (jalur Panjang dan jalur pendek), maka rambu lalu 
lintas lebih banyak berupa arahan ambil kanan atau kiri jalur. 

3. Verifier 
5.1.1. c 

: Catatan kecelakaan kerja dan pelaporannya 

Nilai : MEMENUHI 

Ringkasan 
Justifikasi 

: Terdapat dokumen Laporan Data kecelakaan kerja yang dibuat setiap akhir bulan oleh Penanggung 
Jawab K3/Ketua P2K3 PT Mutiara Kalja Permai Unit I (AGUS SETIA BUDI) ; diketahui oleh YONKY 
KURNIAWAN (Manager Camp), dan selama periode audit VLHH (Oktober 2024 s/d Juli 2025) tidak 
terdapat kejadian kecelakaan kerja atau NIHIL. 

Apabila terdapat karyawan/pekerja yang sakit ringan dapat diobati dengan obat-obatan yang ada di 
kotak P3K yang berada di gudang Base Camp KM 58 dan apabila terdapat karyawan/pekerja yang 
sakit berat dapat berobat ke Rumah Sakit di Kecamatan Tabang yang berjarak ± 60 Km dari Base 
Camp KM 58 dan dapat ditempuh dalam waktu 2 jam. 

Terdapat upaya auditee untuk menekan tingkat kecelakaan kerja yang telah dilakukan antara lain: 

1. Tertib dalam Penggunaan APD saat bekerja. 

2. Menyiapkan Kotak P3K dan obat-obatan untuk tindakan emergency apabila terjadi 
kecelakaan kerja. 

3. Melakukan pemasangan spanduk beserta himbauan penerapan K3. 
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4. Penggunaan radio komunikasi pada setiap unit kendaraan kecil, kendaraan besar maupun 
alat berat. 

5. Pemasangan pal dan rambu jalan pada jalan utama. 

6. Briefing dan sosialisasi K3 kepada pekerja pada saat baru bergabung dengan PT Mutiara 
Kalja Permai unit I; 

7. Mengikutsertakan seluruh karyawan pada program BPJS. 

Laporan kecelakan kerja atau Laporan Ketenagakerjaan pada PT Mutiara Kalja Permai Unit I secara 
berkala telah disampaikan kepada Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan 
Timur berdasarkan bukti penyampaian laporan, berupa paraf dan cap stemple tertanggal 16 Januari 
2024. 

Sosialisasi pentingnya K3 lebih sering dilakukan secara informal, antara lain : 

1. Menghimbau kepada seluruh karyawan untuk selalu mengikuti SOP K3 yang telah ditetapkan 
Management. 

2. Karyawan dihimbau selalu menggunakan APD pada saat bekerja 

3. Menyiapkan sarana dan prasarana K3 

4. Pemeriksaan sarana dan peralatan kerja secara berkala. 

5. Pada lokasi kerja dengan resiko tinggi, dipasang rambu peringatan K3 

6. Pemasangan rambu rambu bahaya pada titik titik rawan, misalnya rambu jalan; 

 

4. Verifier 
5.2.1 

: Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk 
atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. 

Nilai : MEMENUHI 

Ringkasan 
Justifikasi 

: Di lingkungan karyawan PT Mutiara Kalja Permai Unit I tidak terdapat serikat pekerja, namun 
perusahaan telah memberikan kebebasan untuk berserikat dan berkumpul bagi karyawan, dalam hal 
ini dengan bukti adanya Surat Edaran Nomor: 11/SE/MKP-Dirut/II/2014 tanggal 23 Februari 2023 
tentang Pekerja/Buruh diberi kebebasan untuk  mendirikan/membentuk dan menjadi Serikat 
Pekerja/Serikat Buruh  berdasarkan ketentuan yang berlaku.   

Surat Edaran ditandatangani oleh  Direktur Utama PT. Mutiara Kalja Permai Unit I; EDI TRIONO, S.Hut.. 

Hasil wawancara dari salah satu karyawan di lapangan, maka diketahui bahwa sebagian besar 
karyawan di lapangan mengetahui bahwa karyawan di lapangan diberi kebebasan berserikat sesuai 
dengan ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku. 

5. Verifier 
5.2.2 

: Ketersediaan Dokumen KKB atau PP 

Nilai : MEMENUHI 

Ringkasan 
Justifikasi 

: PBPH PT Mutiara Kalja Permai Unit I tidak memiliki dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) 
dikarenakan bahwa dilingkungan kerja PT Mutiara Kalja Permai Unit I tidak terdapat serikat pekerja 
yang dibentuk. Oleh karena itu selanjutnya sebagai pengganti, PT Mutiara Kalja Permai Unit I telah 
memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP). 

Pada periode audit khusus pengaktifan Kembali S-PHL  PBPH PT. Mutiara Kalja Permai Unit I telah 
memiliki dokumen Peraturan Perusahaan periode tahun 2023 - 2025 dan telah disahkan oleh Kepala 
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 500.15.12.1/4673/B.PHI & 
JAMSOSTEK/2023 tanggal 2 Oktober 2023. Peraturan Perusahaan PT. Mutiara Kalja Permai Unit I 
mulai berlaku tanggal 2 Oktober 2023 sampai denan tanggal 1 Oktober 2025. 

Peraturan Perusahaan PBPH PT Mutiara Kalja Permai Unit I terdiri atas 14 Bab dan 60 Pasal dengan 
rincian sebagai berikut : 

 Bab I. Ketentuan Umum (3 Pasal) 
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 Bab II. Hubungan Kerja (6 Pasal) 

 Bab III. Hak Karyawan dan Kewajiban Karyawan (4 Pasal) 

 Bab IV. Larangan Bagi Karyawan (4 Pasal) 

 Bab V. Jabatan (3 Pasal) 

 Bab VI. Pengembangan Kemampuan Karyawan (2 Pasal) 

 Bab VII. Penggajian (3 Pasal) 

 Bab VIII. Kesejahteraan (4 Pasal) 

 Bab IX. Waktu Kerja dan Jam Kerja (5 Pasal) 

 Bab X. Cuti (6 Pasal) 

 Bab XI. Sangsi (3 Pasal) 

 Bab XII. Pemutusan Hubungan Kerja (16 pasal) 

 Bab XIII. Keluh Kesah dan Perselisihan (1 pasal) 

 Bab XIV. Penutup (1 Pasal) 

6. Verifier 
5.2.3 

: Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun. 

Nilai : MEMENUHI 

Ringkasan 
Justifikasi 

: PT. Mutiara Kalja Permai Unit I memiliki dokumen daftar karyawan per bulan Juni 2025 yang meliputi : 

1. Daftar Karyawan PT Mutiara Kalja Permai Unit I sebanyak 31 orang; dan  
2. Daftar Karyawan Mitra Kerja PT Dwi Alam Makmur sebanyak 109 orang 
Berdasarkan daftar karyawan tersebut diatas maka diketahui bahwa dipastikan tidak terdapat pekerja 
atau karyawan atau pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun 

Karyawan yang termuda ditemukan pada Daftar Karyawan Mitra Kerja PT Dwi Alam Makmur bernama 
RANGGA RAHARDJA ADISAPUTRA yang lahir di Sorong, tanggal 03 Maret 2006 dengan 
posisi/jabatan sebagai Operator Traktor, dan mulai masuk bergabung dengan PT Mutiara Kalja Permai 
Unit I pertanggal 1 Oktober 2024, pada usia 19 tahun 7 bulan 

Terdapat dokumen copy KTP yang bersangkutan yang dapat diverifikasi. 
 

 

Berdasarkan nilai verifier yang diberikan pada masing-masing PRINSIP Legalitas Hasil Hutan, yaitu tidak terdapat 
verifier yang diberikan nilai “Tidak Memenuhi”, maka hasil VLHH Kayu pada PT Mutiara Kalja Permai Unit I, dinilai 
MEMENUHI Standar VLHH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




